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Afdeling  : Wilayah setingkat kabupaten pada masa Kolonial Belanda 
Anval basis  : Daerah operasi 
Brigade : Satuan angkatan bersenjata yang terdiri atas dua, tiga, atau 
  empat resimen, merupakan bagian divisi 
Batalyon : Kesatuan tentara yang merupakan bagian dari resimen (300- 
   1.000 orang). 
Bajak Laut  : orang/kelompok yang melakukan tindakan kekerasan di laut 
Bajo   : orang/kelompok suku bangsa yang tinggal di laut 
Bakeo   : gelar kebangsawanan raja Kolaka 
Comandoposten : Pos Pasukan Penyerang  
Divisi : Satuan militer yang besar jumlahnya, lengkap dengan senjata, 
  yang dipimpin oleh mayor 
Dan Dim  : Komandan distrik militer 
De facto militer : daerah militer 
Datu tellu,e  : 3 datu yang membawa Islam ke Sulawesi Selatan 
Dekrit Kawilarang : Pernyataan politik yang dikeluarkan oleh Letnan Kolonel 
 Kawilarang 
Distrik : Wilayah setingkat kecamatan pada masa Kolonial Belanda 
Gerombolan : Istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut DI/TII 
Gourilla : Sebutan gerombolan DI/TII dalam bahasa Bugis 
Genade launcher : sebuah senjata yang menembakkan atau melontarkan granat 
lebih jauh, lebih akurat, dan lebih cepat dari granat yang 
dilempar dengan menggunakan tangan. 
HO : Haluoleo 
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Karabin  : senjata semi-otomatis dan otomatis, yang dilengkapi laras 
yang lebih berat, untuk menahan panas yang dihasilkan dari 
menembak otomatis untuk waktu yang lama. 
Imam : Orang yang memimpin disuatu desa pada masa DI/TII 
Lewisgun tipe 7.7 : Senapan yang banyak digunakan sebagai senapan mesin 
untuk pesawat udara, dan dapat juga digunakan didarat sebagai 
senapan pada kendaraan tempur 
Mayor : Pangkat perwira menengah peringkat terendah dalam 
  ketentaraan, satu tingkat dibawah letnan kolonel, satu tingkat  
  diatas kapten. 
Mobilisasi : Pengarahan orang untuk dijadikan tentara 
Momoc : pengawal/pasukan khusus Abdul Qahar Mudzakkar 
Patoto’e : kepercayaan dulu orang bugis yang menentukan nasib 
Pade : Istilah/sebutan parang asli Sulawesi Tenggara 
Resimen : pasukan tentara yang terdiri dari beberapa batalyon 
Romusa : Hukuman terhadap rakyat pribumi pada masa Jepang 
Smokel : Perdagangan gelap (penyelundupan)  
Sompunglolo : Istilah kesetiakawanan atau kekeluargaan 
Stengun : Senjata yang lahir 1940 yang digunakan Inggris dan 
sekutunya, dengan biaya yang rendah desain yang sederhana 
dan mudah digunakan 
To-Ugi  : Bugis 
To Mangkasara : Makassar  
To-Menre : Mandar 
Tolaki : Etnis asli Sulawesi Tenggara 
Teritorium : Wilayah militer 
Trugval basis : Daerah pertahanan 
Volkschool : Sekolah rakyat yang lama pendidikanya tiga tahun 
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Vervolkcschool : Sekolah sambungan setelah Volkschool pada masa Hindia 
Belanda 
Wherkreise : Daerah pertahan (bentuk pertahan yang dilakukan TNI ketika  
  Belanda melancarkan Agresi militer kedua pada tahun 1948) 
Watermantel  : Senapan mesin besar yang larasnya diberi selongsong yang be 
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Nama Penyusun : Fachriyadi 
Nim   : 40200113008 
Judul Skripsi  : Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di 
     Kawasan Teluk Bone 1953-1965 
 
Penelitian ini membahas tentang gerakan DI/TII Abdul Qahar Mudzakkar, 
seorang mantan pejuang tentara kemerdekaan Indonesia 1945, pasca kemerdekaan 
Abdul Qahar Mudzakkkar memilih mendirikan NII di Teluk Bone, penelitian ini 
fokus membahas beberapa hal yaitu : 1). Apa yang menjadi dasar gerakan DI/TII 
berlokasi di Teluk Bone 1953-1965? 2) Bagaimana kedudukan Teluk Bone dalam 
struktur DI/TII 1953-1965 ? 3). Bagaimana kehidupan masyarakat di Teluk Bone 
pada masa DI/TII ? 
Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode 
sejarah : heuristik, kritik, interprerasi, dan historiografi, untuk mengungkap fakta 
sejarah tentang gerakan darul Islam tentara islam Indonesia (DI/TII) di kawasan 
Teluk Bone 1953-1965, untuk menganalisis fakta tersebut penelitian ini 
menggunakan  pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian sejarah, yaitu 
pendekatan politik, sosiologi, dan pendekatan maritim. 
Penelitian menemukan bahwa : 1) karena adanya faktor geografis antara 
Sulawesi Selatan dan Tenggara di satukan oleh Teluk Bone, selain adanya faktor 
geografis yang menjadi alasan gerakan DI/TII berlokasi di Teluk Bone disebabkan 
faktor demografis adanya kesamaan kedekaan emosional penduduk yang ada di 
kawasan Teluk Bone dari zaman kerajaan. 2 ) Teluk Bone masuk dalam keresidenan 
Sulawesi Timur, meliputi daerah Luwu, Bone, Kolaka, dibawah acting residen 
Sjamsul Bahri, kabupaten Luwu daerah pertahan WK I, kabupaten Bone daerah 
pertahan WK II, sedang Kolaka masuk dalam pos pasukan penyerang CP IV, daerah 
perincian Berigade Batuputih di kabupaten Luwu, Berigade 40.000 di kabupaten 
Bone dibawah komando Patawari, daerah Kolaka masuk dalam konsentrasi Batalyon 
20. Divisi 20 Hasanuddin di bawah komando M. Ali Kamry. 3) gerakan DI/TII tidak 
hanya di darat tetapi juga di perairan Teluk Bone dan sekitanya, mengakibatkan 
seringnya terjadi, pembajakan, penghadangan, pembunuhan, terhadap para pelayar 
dan pedagang yang melintasi kawasan Teluk Bone, selain pembajakan di perairan , 
terjadinya pembakaran perkampungan penduduk di kawasan Teluk Bone, 
mengakibatkan tidak tergarapnya lahan pertanian masyarakat sehingga 






A. Latar Belakang Masalah 
Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, situasi semakin terbuka memungkinkan 
berkembangnya pertentangan-pertentangan diantara golongan yang ada di 
masyarakat1. Ditempuhnya  sebuah gerakan perlawanan terhadap pemerintah, seperti 
gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipelopori oleh S. M. 
Kartosowirjo di Jawa Barat pada tahun (1949-1962). kemudian meluas dan 
mempengaruhi daerah-daerah seperti Jawa Tengah (1949-1954), Kalimantan Selatan 
(1950-1959), Aceh (1953-1959), dan Sulawesi Selatan (1953-1965).  
Ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama (21 Juli 1947), dengan 
tegas Kartosowirjo menetang dan menyerukan Perang Suci pada 14 Agustus 1947 
terhadap tindakan itu. Bersama pasukan Hisbullah dan Sabillilah pimpinan Kamran 
dan Oni, Kartosuwirjo berjuang menegakkan supermasi politik. Karena komitmen 
itulah ia menolak hasil perundingan Renville pada Januari 1948 hasil dari perjanjian 
Renville yaitu, pihak republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai 
Tentara Nasional Indonesia (TNI)2. Sikapnya itu, ternyata tidak saja menemui kritik 
dari perintah kolonial, tetapi juga dari pihak Republik, termasuk para pimpinan 
masyumi yang hendak menegakkan supermasi politiknya. Kemudian mendirikan 
gerakan “Darul Islam”dideklarasikan 7 Agustus 1949 memproklamasikan berdirinya 
Negara Islam Indonesia (NII) dengan dilengkapi dengan pasukan keamanan dibawah 
                                                            
1Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak (Cet I; 
Jakarta: Grasindo, 1992), h. 3.  





naungan Darul Islam (DI) yang di beri nama Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan 
Darul Islam di Jawa Barat berdiri tahun 1949, yang berlangsung 13 tahun berakhir 
pada 4 Juli 1962 pada saat Kartosuwijo tertangkap oleh sebuah patroli tentara3. 
Gerakan tersebut meluas kedaerah yang lain seperti Jawa Tengah, yang 
dipimpin oleh Amir Fatah yang menolak mundur dari perjanjian Renville bermarkas 
di Jawa Tengah di daerah Brebes dan Tegal, NII Jawa Tengah diproklamirkan di 
Pangesan Jawa Tengah April 1949, Amir Fatah memundurkan diri tahun 1950, 
digantikan oleh Sofyan anggota Batalyon 426, berakhir dalam 5 bulan gerakan 
Sofyan berhasil dilumpuhkan, bulan Mei 1952 dan Juni 1954 pasukan Benteng 
Raider disebar membasmi benteng DI/TII di hutan, gerakan DI/TII Jawa tengah4 
bertahan selama 5 tahun. 
Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan yang dipimpin Ibnu Hajar seorang 
mantan letnan dua TNI. Oktober 1950 pemberontakan Kesatuan Rakyat Yang 
Tertindas (KRYT)5. Setelah itu Republik Indonesia (RI) mengirim Gerakan Operasi 
Militer (GOM) ,yang dikirim ke Kalimantan Selatan tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil 
ditahan dan dijatuhi hukuman mati pada 22 Maret 1965 hanya berlangsung sekitaran 
9 tahun pemberontakan didasari karena kecewa dengan kebijakan terhadap 
pemerintah pusat RI. 
Gerakan Darul Islam di Aceh yang dipimpinTengku Beureueh, berdiri 
September 1953, menyatakan Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan dengannya 
menjadi bagian NII. Bertahan selama 6 tahun pemberontakan di Aceh berakhir 
                                                            
3C. Van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 
1995), h. 114. 
4C. Van Dijk, “Darul Islam: Sebuah Pemberontakan”…h. 142. 




dengan damai, setelah pemerintah pusat 1959 menobatkan Aceh sebagai daerah 
istimewa.  
Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan cukup menyita perhatian pemerintah RI, 
karena kekuataan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan ialah mereka yang pernah ikut 
membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tegaknya RI dalam periode 
Perang Kemerdekaan. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan di pimpin oleh Abdul 
Qahar Mudzakkar yang di dukung oleh beberapa orang pimpinan bawahannya  yang 
berusaha memperoleh pengikut.Ia mengharapkan akan memberikan dukungan 
terhadap gerakannya, baik itu dalam bentuk dukungan langsung aktif maupun tidak 
langsung aktif. Yang aktif ialah mereka yang ikut ambil bagian dalam gerakan itu dan 
mempuyai kedudukan serta peranan tertentu dalam menjalankan organisasi DI/TII. 
Sedangkan pendukung yang tidak langsung pasif ialah mereka yang memberikan 
dukungannya dengan cara tidak langsung, berlaku pasif tetapi tidak  menentang 
gerakan ini6. 
Pasca pengakuan kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia Serikat 
(RIS) yang bersifat federal, Desember 1949, telah timbul ketegangan di Sulawesi 
Selatan khusunya di Makassar, bekas ibu kota Negara Indonesia Timur (NIT), 
terdapat pertentangan antara kaum federal dan pendukung negara kesatuan antara 
Konniklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) dan TNI, dan bahkan antara TNI dan 
Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS), bekas gerilyawan menuntut agar 
meraka digabungkan dalam tentara nasional, namun, panglima Tentara Indonesia 
                                                            




Timur, Tentara Territorium VII(T. T. VII) Alex Kawilarang hanya bersedia menerima 
sejumlah gerilyawan yang lulus seleksi7. 
Pada 7 Agustus 1953 gagalnya perundingan Abdul Qahar Mudzakkar dengan 
pihak pemerintah membuat Abdul Qahar Mudzakkar menyatakan diri bergabung 
dengan gerakan yang dipimpin oleh Kartosowirjo dengan NII, gagalnya perundingan 
yang dilakukan Abdul Qahar Mudzakkar dengan pihak pemerintah karena anggota 
KGSS tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi TNI, karena faktor tingkat 
pendidikan, latar belakang ketentaraan, karena tidak diakuinya kelaskaran yang 
dipimpinya, oleh pemerintah meskipun mereka juga berjuang mempertahankan 
proklamasi, ada persaingan etnik, antara putra daerah, Bugis-Makassar, Maluku, dan 
Minahasa yang beragama Kristen.  
 Gerakan DI/TII yaitu disebabkan karena gagalnya gerilyawan Sulawesi 
Selatan masuk dalam anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), 
para peserta utama dalam persaingan untuk kepemimpinan militer di Sulawesi 
Selatan pada tahun 1950 tidak berasal dari kaum ningrat, tetapi kelompok baru yang 
muncul selama kurun waktu pemerintah Belanda: Saleh Lahade dari pihak yang 
berpendidikan barat dan Abdul Qahar Mudzakkar dari kelompok berpendidikan 
Islam8.  
Sejak saat itu Sulawesi Selatan menjadi basis terkuat pertahanan DI/TII  yang 
menyatakan diri bergabung dengan NII pada tahun 1953, yang bertahan 12 tahun, 
sampai pada tahun 1965 berakhirnya pergerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, setelah 
                                                            
7Barbara Sillars Harvey, “Pemberontakan Kahar Mudzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII”…h. 
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pimpinannya terkepung oleh pasukan TNI, dan ditembak mati di wilayah Sulawesi 
Tenggara. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang memakan waktu cukup lama dari 
daerah lain, selain gerakan DI/TII di Jawa Barat.Bertolak dari pernyataan tersebut, 
maka penulis mencoba untuk merekonstruksi gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara di kawasan Teluk Bone dengan dua pertimbangan. 
Pertama, masih kurangnya perhatian para peneliti tentang pergerakan DI/TII 
Sulawesi Selatan dengan menggunakan suatu wilayah teritorial Teluk Bone, padahal 
daerah tersebut termasuk konsentrasi pasukan DI/TII, dalam pergerakan meraka 
dalam melakukan kegiataan kesuatu wilayah ke wilayah lain. Kedua, secara geografis 
letak Teluk Bone sangat strategis dalam peta pelayaran Nusantara, karena 
menghubungkan antara kawasan yang ada di sekitaran pulau Sulawesi, khususnya 
Sulawesi Tenggara. Pada masa pergolakan, pasukan DI/TII selain melakukan 
sejumlah aktifitas di darat, juga melakukan blokade ekonomi dan gerilya laut di 
wilayah Teluk Bone. Hal ini tentu mengganggu aktivitas pelayaran para pelaut 
daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pasukan DI/TII. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini menyoroti tentang 
gerakan DI/TII di kawasan Teluk Bone dan sekitarnya pada tahun 1953-1965. 
Penulisan sejarah sebagai usaha merekonstruksi  masa lampau hanyalah mungkin 
dilakukan apabila pertanyaan pokok telah dirumuskan, karena dengan demikian 
permasalannya lebih mengarah pada fokus kajian berdasarkan permasalahan pokok 
diuraikan dalam sub masalah sebagai berikut: 





2. Bagaimana kedudukan Teluk Bone dalam struktur DI/TII 1953-1965 ? 
3. Bagaimana kehidupan masyarakat di Teluk Bone pada masa DI/TII 1953-
1965 ? 
C. Fokus dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
GerakanDI/TII yang berlokasi Teluk Bone 1953-1965, fokus penelitian ini 
yaitu Aktivitas DI/TII di Teluk Bone, selain mengambil rentan waktu yang cukup 
lama, juga banyak daerah yang mendapat pengaruh peristiwa ini, termasuk di 
Kawasan Teluk bone Pada tahun 1953-1965. Sebebelum membahas fokus tersebut 
peneliti membahas kondisi masyarakat Teluk Bone sebelum masuknya DI/TII di 
Kawasan tersebut baik dilihat dari segi sejarah, politik, dan agama.   
2. Deskripsi Fokus 
Studi ini adalah penelitian sejarah dengan konsep sejarah. Wilayah teritorial 
Teluk Bone meliputi wilayah teritorial Luwu, Bone, Kolaka. Berikut gambaran 
deskripsi fokus dari penelitian ini yang terbagi dalam beberapa batasan. 
Batasan spasial yaitu menyangkut tentang wilayah geografis, historis yang 
ingin di kaji yaitu masuk dalam wilayah teritorial Teluk Bone, mencakup kawasan 
Luwu, Bone, Kolaka. Batasan temporal yaitu menyangkut tentang waktu atau periode 
yang ingin dikaji, pada tahun 1953-1965. Karena pada tahun 1953 berdirinya DI/TII 
di Sulawesi Selatan dan mengapa berahir pada tahun 1965. Lingkup tematik adalah 
aspek-aspek yang ingin di kaji karena peneliti ingin mengkaji gerakan DI/TII di 
kawasan Teluk Bone maka aspek yang akan di kaji adalah aspek Politik-Sosial 
dengan menggunakan pendekatan sejarah maritim atau yang meliputi kepulauan 




D. Tinjauan Pustaka 
Tulisan yang membahas tentang gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan masih 
bersifat umum, masih kurang tulisan yang membahas secara spesifik tentang gerakan 
DI/TII di Sulawesi Selatan di kawasan Teluk Bone, sehingga peneliti mencoba 
melahirkan karya ilmiah yang spesifik membahas hal tersebut dengan penelitian 
gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan kurun waktu sekitaran kurun waktu tersebut, 
adapun tulisan-tulisan yang menjadi rujukan peneliti, diantaranya sebagai berikut: 
1. Barbara Sillar Harvey9 Studi ini memang cukup kaya dengan fakta-fakta baru, 
karena ditunjukkan oleh sumber dari berbagai pihak, baik berupa arsip maupun 
informasi lisan (wawancara) terhadap pelaku pemberontakan. Meskipun studi ini 
mendeskripsikan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam kerangka pemberontakan 
DI/TII, namun yang tampak dalam pembahasannya adalah faktor penyebab yang 
saling berhubungan sehingga rakyat memberontak, disebabkan bertambahnya 
pengaruh TNI yang kemudian menafikkan pengaruh gerilyawan, bertambahnya 
pengawasan pemerintah segera setelah kemajuan tentara karena para petingginya 
tergolong orang berpendidikan seperti misalnya Saleh Lahade yang berpendidikan 
barat. 
2. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Anhar Gonggong10, merupakan 
studi yang menggunakan perspektif baru dari peneliti sebelumnya, yakni pendekatan 
Sosial-budaya, terutama terhadap Abdul Qahar Mudzakkar. Menurutnya, latar 
belakang terjadinya pemberontakan ini tidak hanya faktor politik, militer, dan 
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ideologi, melainkan juga adanya unsur budaya “Siri-Pesse” yang mengakibatkan 
munculnya  kekecewaan para pemimpin gerilya terhadap RI. 
3. DI/TII di Sulawesi Selatan oleh C Van Dijk.11Pada bagian akhir, 
berkesimpulan bahwa ada dua faktor penyebab yang saling berhubungan sehingga 
rakyat memberontak, yaitu  kementerian yang ada di Sulawesi Selatan dipenuhi oleh 
orang-orang Minahasa, adanya  persaingan di antara tokoh-tokoh militer Bugis-
Makassar oleh Abdul Qahar Muzakkar dengan tokoh militer Minahasa oleh Alex 
Kawilarang. Sedangkan periodisasi (tahun 1950). 
4. Abd Rahman Hamid12, yang membahas pergerakan DI/TII dari Sulawesi 
Selatan sampai Sulawesi Tenggara dengan menggunakan pendekatan Sejarah 
Maritim, namun belum membahas secara spesifik gerakan DI/TII di Teluk Bone. 
E. Landasan teori 
Landasan teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-
batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian agar suatu penelitian 
mempunyai dasar yang kokoh, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan 
dalam penulisan sejarah, khususnya peranan DI/TII di Sulawesi Selatan khususnya 
diwilayah Teluk Bone. Dalam hal ini landasan teori adalah sama maksudnya dengan 
“Kerangka Berfikir”.13 
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Menurut Fernand Braudel, sejarawan tidak hanya mempertimbangkan relasi 
unsur-unsur yang ada pada waktu itu (sebagai misal, perkembangan politik, ekonomi, 
geografi, dan budaya) tetapi juga relasi unsur-unsur yang ada pada lintasan waktu 
yang berbeda-beda (misalnya perkembangan jangka pendek dan jangka panjang) 
Braudel mengkaji Laut Tengah pada masa Philip II, 1972-1973 dimana Laut Tengah 
yang mengintegrasikan berbagai elemen sosial budaya dari berbagai kelompok sosial 
dan etnik yang ada di kawasan Laut Tengah mencakup Afrika Utara, Asia Barat, 
Eropa Selatan dan Barat, Laut Tengah berfungsi sebagai jembatan dan saluran 
terjadinya pertukaran budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Braudel 
menemukan tiga kelompok besar waktu sejarah: waktu geografis (la longue duree) 
waktu jangka panjang (the long term): waktu yang terentang sedikitnya satu abad), 
waktu sosial, dan waktu individual (histoire evenementielle).14 
Menurut Adrian.B. Lapian sejarah Indonesia hendaknya melihat seluruh 
wilayah perairannya sebagai pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang 
terpisah-pisah itu. Dalam perkembangannya tingkat integrasi bisa berbeda-beda baik 
secara geografis maupun secara politis, ekonomis, sosial dan kultural. Metode Lapian 
memandang bahwa wilayah perairan Indonesia sebagai kesatuan dari berbagai satuan 
bahari (sea system). Bagi negara kepulauan, heart land atau daerah inti bukan suatu 
pulau, melainkan suatu wilayah maritim yang sentral letaknya. Mengenai pulau 
Sulawesi, unit analisis sejarah tidak dibatasi pada empat semenanjungnya saja, 
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melainkan perlu memperhatikan sistem-sistem teluk. Bagi suku bangsa bahari laut  
merupakan pemersatu.15 
Separuh wilayah RI terdiri dari laut, bahwa cukup banyak masyarakat 
Indonesia menggantungkan diri pada laut, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dengan demikian ada bagian yang besar dari pengalamanan dan kegiataan 
penduduk Nusantara pada masa lalu yang luput dari pengamatan dan penelitian 
sejarawan bangsa Indonesia, karena melihat sejarah Indonesia dari wilayah darat saja 
membawa akibat bahwa pengetahuan dan pandangan tentang masa lampau 
merupakan dasar untuk mengenal dan mengerti masa kini selalu berat sebelah, 
penulisan sejarah yang berpretensi atau beraspirasi nasional dalam arti yang 
sebenarnya dianggap tidak lengkap apabila yang diutamakan hanya unsur darat dari 
yang seharusnya sejarah tanah air.16 Pada tahap awal kegiataan masyarakat hanya 
terbatas pada suatu wilayah teluk, masyarakat lokal menyambung hidup sebagai 
nelayan, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi pelayaran maka wilayah 
kegiataannya bisa meluas sampai perairan yang lebih jauh, sementara itu kekuataan-
keuataan politik, ekonomi, tertentu bisa saja memperluas wilayah pengaruhnya 
sehingga menarik satuan-satuan yang kecil kedalam suatu kesatuan yang lebih besar, 




15A. B Lapian, “Sejarah  Nusantara Sejarah Bahari” (Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada 
Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 
4 Maret 1992), h. 7.  
16 A. B Lapian , Orang laut, Bajak laut, Raja laut : Seajarah Kawasan Laut Sulawesi Abad 




F. Metodologi Penelitian 
Metode berbeda dengan metodologi, menurut Kenneth D. Bailey, metode 
adalah teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, 
sedangkan metodologi adalah falsafah tentang proses penelitian yang didalamnya 
mencakup asumsi-asumsi, nilai-nilai, standar atau kriteria yang digunakan untuk 
menafsirkan data mencari kesimpulan17. Metode pada dasarnya digunakan untuk 
memperoleh data sedangkan pendekatan pada dasarnya digunakan untuk 
menginterpretasi data, metode penelitian data meliputi. 
1. Jenis Penelitian 
Penulis menggunakan jenis penelitian sejarah, yaitu jenis penelitian yang 
mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lalu dengan cara 
menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna memperoleh data yang otentik dan 
failed. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah Heuristik, Kritik Sumber, 
Interpretasi, dan Historiografi.   
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan 
kedekatan intelektual. Dua syarat ini dapat dipahami, bahwa topik ini bisa ditemukan 
atas (1) kegemaran tertentu atau pengenalan yang lebih dekat tentang hal yang terjadi 
di sekitarnya atau pengalaman peneliti, dan (2) keterkaitan peneliti dengan disiplin 
ilmu atau aktivitasnya dalam masyarakat.18 Pendekatan yang dipakai adalah 
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pendekatan historis, pendekatan yang turut serta dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan konsep sosial maritim, dan politik.  
a. Pendekatan maritim adalah pendekatan yang menggunakan perseptif sejarah 
tanah air, laut sejatinya dipandang sebagai pemisah diantara pulau-pulau, tetapi 
melainkan lautlah yang merupakan media integrasi suatu bangsa. 
b. Pendekatan politik adalah suatu konsep yang mengacu pada interaksi antara 
berbagai unsur lapisan sosial yang bersaing dalam memperoleh kekuasaan. 
3. Metode Penelitian Sejarah 
Penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu: (1) pengumpulan sumber, (2) 
verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (3) interpretasi: analisis dan sintesis, 
dan (4) penulisan sejarah (historiografi).19 
a. Heuristik  
Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Jenis 
penelitiaan mengumpulkan data-data masa lampau yang dapat dianggap memberi 
informasi yang otentik. Karena semua penulisan atau penelitian tentang sejarah 
sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada.  
1.  Jenis sumber sejarah yang akan digunakan  
a. Menggunakan arsip dokumen yang dapat diperoleh pada lembaga-lembaga 
khusus yang menangani atau menghimpun Arsip atau koleksi perseorangan yang 
tersimpan pada lembaga-lembaga terkait, seperti Balai Arsip dan Perpustakaan 
Daerah Sulawesi Selatan, misalnya inventaris Arsip M Saleh Lahade, Arsip 
                                                            





Provinsi Sulawesi 1950-1960, Arsip Bone, Arsip Sulawesi Tenggara,  yang 
banyak di jadikan rujukan penulis-penulis DI/TII di Sulawesi Selatan. Sumber 
sejarah secara tidak langsung (berasal atau dibuat) pada saat peristiwa sejarah 
gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, sumbernya dapat berupa laporan hasil 
penelitian, karya tulis ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi), biografi, dan 
sebagainya. Sumber bisa didapat di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, dan 
Museum Fakultas Adab dan Humaniora.  
b. Sumber Lisan terbagi atas dua aspek yaitu sejarah lisan dan tradisi lisan. 
1. Sejarah lisan adalah keterangan kejadian-kejadian yang masih ada dalam 
ingatan pelaku langsung akan kejadian tersebut. 
2. Tradisi lisan adalah informasi-informasi tentang cerita sejarah yang telah 
diwariskan dari mulut ke mulut.  
b. Kritik Sumber 
Menentukan otentisitas dan kredebilitas sumber sejarah. Penentuan keaslian 
berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut, di verifikasi atas 
asli atau tidaknya sumber yang di gunakan seorang peneliti sejarah, pengujian 
atas asli atau tidaknya sumber dilakukan seleksi baik dari segi ekternal maupun 
dari segi internalnya. 
Pada kritik sumber terdapat dua metode yaitu: 
1. Kritik Ekternal: Merupakan kritik yang membangun dari luar sejarah, yang 
dilakukan dengan mencari kebenaran fisik suatu sumber sejarah melalui sejumlah 




diperhatikan adalah kapan dan di mana sumber di buat?, siapa pembuatnya?, dari 
bahan apa sumber itu di buat?, dan bagaimana kerangka konseptualnya?.20 
2.  Kritik Internal: Merupakan kritikan yang membangun dari dalam sejarah, yang 
didasari pada arti sebenarnya suatu kesaksian informan yang mengandung 
kejadian penting yang di ketahui umum. 
c. Interpretasi  
Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis 
sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda 
dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, 
dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 
1995:100)21. Didalam memberikan interpretasi sejarah kita tidak bisa memberikan 
penafsiran sendiri karena dalam studi sejarah diperlukan sejumlah metodologi 
dari ilmu bantu sejarah, filologi, geografi, kronologi, etnografi, arkeologi, 
geneologi, demografi, dst. 
d. Historiografi  
Sebagaimana pertanyaan mengenai masa silam sebagaimana yang telah di 
sintesakan selanjutnya ditulis dalam bentuk kisah sejarah sebagai serialisasi dalam 
cerita sejarah (G. J. Renier 1997: 194-204).22 Menurut Renier ada 3 aspek utama 
dalam historiografi yaitu: Kronologis adalah suatu kejadian pada waktu tertentu 
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jadi tidak semua yang telah berlalu bisa di tulis dalam cerita sejarah. Kausalitas 
adalah suatu kejadian yang mempunyai sebab dan akibat. Imajinasi adalah 
perangkaian kata-kata hingga menjadi fakta.  
G. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
a. Menjelaskan dasar DI/TII berlokasi di Teluk Bone 1953-1965.  
b. Menjelaskan Struktur DI/TII di kawasan Teluk Bone 1953-1965. 
c. Menjelaskan kehidupan kehidupan masyarakat di Teluk Bone pada masa 
DI/TII 1953-1965. 
2. kegunaan penelitian  
a. Kegunaan teoritis 
Memberi kontribusi pengetahuan, guna menambah pengetahuan sejarah 
tentang gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengara di kawasan Teluk 
Bone di bidang Sejarah Peradaban  Islam di Fakultas Adab dan Humaniora. 
b. Kegunaan Praktis 
Memberi manfaat yang baik bagi kalangan akademisi, terutama meyikapi 
kebenaran sejarah sebagai peristiwa, dari masa lalu untuk pelajaran di masa kini 
























TELUK BONE SEBELUM MASA DI/TII 
A. Letak Geografis 
Teluk Bone adalah teluk yang berada di sebelah selatan Pulau Sulawesi dan 
berbatasan dengan utara Pulau Sulawesi, timur Semenjung selatan Sulawesi, Batas 
Laut menganggap Teluk Bone sebagai bagian dari perairan kepulauaan Hindia Timur. 
Di selatan garis tanjung Lasa, ketitik utara Kabaena (5°05’LS, 121° 52’ BT) dari 
bujur ini naik ke pantai Sulawesi.1 
Secara geografis semenanjung Sulawesi bercirikan dataran rendah di 
Sepanjang pantai dan di cekungan tengah, yang di tengah-tengahnya ada satu danau 
besar, Danau Tempe. Tanahnya subur, tetapi kering di sepanjang pantai selatan, 
sehingga “gudang beras” yang sesungguhnya adalah daratan rendah luas yang 
membentang dari Watampone (Bone) di pantai timur, melewati Sengkang (Wajo), di 
tepi Danau Tempe, ke Pinrang dan Pare-pare di pantai barat. Tanah inti suku Bugis 
adalah daratan yang subur ini, dan bermata pencaharian sebagai petani, namun 
adapula yang berpropesi sebagai pelaut, pedagang ataupun perompak.2 
Letak Sulawesi Selatan menunjukkan provinsi ini mempunyai daerah pantai 
yang cukup luas, sehingga wilayah perairannya pun luas. Di provinsi ini terdapat 
Teluk Bone dan Selat Makassar, di samping berbatasan dengan Laut Flores. Dengan 
posisi yang demikian dapat dimaklumi jika diantara 23 daerah tingkat II yang 
dimilikinya, terdapat 20 daerah yang mempunyai garis pantai antara lain Kota madya 
Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene, Jeneponto, Takalar, Bantaeng, Selayar, 
                                                            
1Bahtiar, Pelabuhan Kolaka Dalam Jaringan Pelayaran di Teluk Bone 1950-1960, h.3. 





Bulukumba, Sinjai, Wajo, Bone, Kota Pare-pare, Barru, Sidenreng-Rappang, Pinrang, 
Enrekang, Luwu, Mamuju, Majene, Polewali-Mamasa, dan hanya 3 daerah tingkat II  
yang tidak mempunyai daerah pantai yaitu Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, dan 
Soppeng. Selain mempunyai daerah pantai juga mempuyai daratan dan daerah 
pegunungan, pegunungan yang terkenal yaitu Latimojong yang panjangnya +30 km 
membentang dari barat-laut ke tenggara di pulau Sulawesi. Juga terdapat pegunungan 
Quarles dengan puncak yang cukup tinggi yaitu 3.107 meter. Keduannya merupakan 
gunung berapi yang tidak aktif lagi. Selain itu juga terdapat beberapa gunung yang 
berketinggian sekitaran 800-1000 meter, seperti pegunungan Bawakaraeng, 
Lompobattang, Bulusaraung. yang luas di samping wilayah daratan rendah. 
Wilayah daratan rendah yang luas terdapat di pesisir pantai terdiri dari : 
dataran rendah Masamba di Kabupaten Luwu, dataran rendah sungai Lariang di 
kabupaten Mamuju, dan dataran rendah WallannaE yang terletak di sekitar Danau 
Tempe di Kabupaten Wajo. Di bagian utara terdapat muara Sungai Preman di Palopo 
dan garis sungai Cendana melalui batas utara danau Tempe sampai pada muara 
sungai Saddang. Daerah di bagian tengah telah merupakan selat yang memanjang ke 
arah barat laut dan tenggara. Di sebelah utara terdapat Danau Buaya dan Danau 
Sidenreng di sebelah barat laut. Sungai WalannaE dan Sungai Bila mengaliri daerah-
daerah sekitar Tempe. Di kabupaten Luwu terdapat Danau Matana dan Towuti.3 
Sulawesi Selatan adalah beriklim tropis, mengenal hanya dua musim, yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Adapun curah hujan daerah Sulawesi Selatan 
dapat dibagi atas empat wilayah curah hujan : Curah hujan yang meliputi daerah-
daerah Mamuju, Palopo, dan sekitarnya, curah hujan tinggi dan hampir merata 
                                                            





sepanjang tahun. Batas antara musim hujan dengan musim kemarau tak dapat 
dinyatakan tegas. Curah hujan yang meliputi daerah-daerah Polewali, Soppeng, Wajo, 
Pare-pare, Pinrang dan Bantaeng. Curah hujan pada umumnya tinggi akan tetapi 
adanya musim kemarau dan musim hujan dapat dinyatakan dengan tegas. Curah 
hujan meliputi daerah Makassar, Maros, Takalar, Pangkajene, dan Barru. Musim 
hujan sangat jelas musim kemarau jatuh pada pertengahan tahun. Menurut cerita-
cerita rakyat di daerah-daerah ini, bahwa bulan yang mengandung R terdapat hujan 
(ERE artinya air). Maka mereka menamakan bulan-bulan yang ber R itu : Jenireru, 
Pabireru, Marusu, Amparili, adalah musim hujan pada permulaan tahun. Mei, Juni, 
Juli, Agustus. Tak ada R (air) adalah ketika musim kemarau. Dan Katember, 
Kotobere, Nopember dan Desembere semuanya ber-R adalah musim hujan pada ahir 
tahun. Curahan hujan yang meliputi daerah-daerah sinjai. Bone, dan Bulukumba 
Musim hujannya dan kemaraunya sangat jelas. Musim kemarau terjadi pada 
permulaan dan akhir tahun sedangkan musim hujan terjadi pada pertengahan tahun. 
Musim hujan dan curahan hujan menjadi pedoman kaum tani untuk melakukan 
pekerjaan di sawah-sawah untuk penanaman padi.4 
Segala garis besar laut Sulawesi dikuasai oleh dua angin musim: musim 
selatan yang mulai dari pertengahan Mei sampai dengan September, dan musim utara 
(arah sebenarnya adalah barat laut) dari Desember sampai April. Waktu di antara 
kedua sistem angin ini adalah masa pancaroba (bulan April dan Oktober), saat arah 
angin tidak menentu dari arah mana pun juga. Namun demikian, baik angin selatan 
maupun angin utara barat tidak bertiup terus-menerus. Lagipula intensitasnya tidak 
selalu sama kuat, banyak tergantung pada keadaan setempat. Misalnya, di 
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kewedanaan yang terletak pada bagian yang paling sempit di semenanjung Sulawesi 
Utara, angin selatan dapat masuk dengan kekuataan 4 dan 5 ke wilayah Laut 
Sulawesi.  
Disamping itu, di dekat pantai Pulau Sulawesi angin monsunal ini sangat 
dipengaruhi oleh pola angin darat dan angin yang silih berganti pada siang dan malam 
hari. Terkait dengan hal itu maka pada musim selatan anginya sangat kuat dan 
kontinu pada malam hari karena di perkuat oleh gerak angin darat, sebaliknya angin 
laut membantu angin musim utara pada siang hari.5 
Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. 
Secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara 
ke Selatan di antara 02°45’-06°15’ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke 
Timur di antara 120°45’-124°30’ Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara di 
sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi 
Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah 
Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda dan selatan Barat 
berbatasan Provinsi Maluku di Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan 
Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. Luas wilayah Sulawesi Tenggara 
mencakup daratan (jazirah) Pulau Sulawesi dan Kepulauan yang memiliki wilayah 
daratan seluas 38.140 km2 atau 3.814.000 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan 
seluas 110.000 km2 atau 11.000.000 ha. Selain jazirah Tenggara Pulau Sulawesi  
yang menjadi daratan terluas Provinsi Sulawesi Tenggara, di Provinsi ini juga 
terdapat pulau-pulau yang tersebar di masing-masing kabupaten. Pulau Buton, Muna, 
Kendari, Kolaka. 
                                                            





Kondisi topografi tanah daerah Sulawesi Tenggara umumnya memiliki 
permukaan yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit. Diantara gunung dan 
bukit-bukit, terbentang daratan-daratan yang merupakan daerah-daerah potensial 
untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif 
rendah di gunakan untuk usaha untuk mencapai luas 1.868.860 ha. Tanah ini sebagian 
besar berada pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dan kemiringan 
tanahnya mencapai 40 derajat. Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai, yang 
dapat dijadikan sumber energi, kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga dan 
juga irigasi. Sungai besar seperti Sungai Konawe yang terletak di Kendari memiliki 
debit air + 200 m kubik/detik, sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya 
dan Sungai Sampolawa di Bombana (Rumbia, Poleang, dan Sampolawa), Sungai 
Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Muna, Sungai Laeya di Kolaka. Iklim di 
Sulawesi Tenggara, umumnya mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim 
kemarau, curah hujan di wilayah ini umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan 
adanya dataran basah dan daerah semi kering, daerah basah mempunyai curah hujan 
lebih dari 2.000 mm pertahun, daerah ini meliputi, wilayah Sebelah Utara garis 
Kendari-Kolaka dan bagian Utara Pulau Buton, dan Pulau Wawoni. Sedangkan 
daerah semi kering mempunyai curah hujan kurang 2.000 mm pertahun, daerah ini 
meliputi wilayah sebelah selatan garis Kendari-Kolaka dan wilayah Kepulauan di 
sebelah Selatan dan Tenggara jazirah Sulawesi Tenggara.6 Karena wilayah daratan 
Sulawesi Tenggara mempunyai ketinggian umumnya di bawah 1.000 meter dari 
permukaan laut dan berada di sekitar daerah khatulistiwa maka beriklim tropis, dalam 
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kelembaban udara, kecepatan angin dan tekanan di Kendari  mencapai empat m/detik, 
dan tekanan udara mencapai 1.009,1 milibar. 
B. Kelompok Etnik dan Persebaran Penduduk 
 Provinsi Sulawesi Selatan berpenduduk hampir empat suku bangsa utama, yaitu 
suku bangsa utama, yaitu suku-bangsa To-Ugi Bugis, To Mangkasara’ (Makassar), 
To-Raja dan To-Menre’ (Mandar). Suku bangsa To-Ugi’ (yang disebut Bugis), adalah 
Suku bangsa tersebar di kawasan Sulawesi Selatan Jumlah mereka lebih dari tiga juta 
jiwa, mendiami 14 diantara 23 buah kabupaten Sulawesi Selatan yaitu kabupaten-
kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Bulukumba, Sinjai, Pinrang, 
Polewali-Mamasa, Enrekang, Pare-pare, Pangkajene dan Maros, Kedua kabupaten 
tersebut terakhir merupakan daerah-daerah peralihan yang penduduknya 
mempergunakan baik bahasa Bugis dan Makassar. Kabupaten Enrekang merupakan 
daerah peralihan Bugis-Toraja yang penduduknya sering juga disebut orang Duri dan 
Masenrengpulu, mempunyai dialek khusus, yaitu dialek duri dan Enrekang.7 
1. Bugis 
Bagi Suku-suku lain disekitarnya, orang Bugis dikenal sebagai orang 
berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu, demi 
mempertahankan kehormatan, mereka bersedia melakukan tindak kekerasan, namun 
demikian, dibalik sifat keras itu, orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah 
dan sangat menghargai orang lain serta sangat tinggi kesetiakawanannya. Dalam 
kehidupan masyarakat Bugis sendiri, interaksi sehari-hari pada umumnya sistem 
patron-klien-sistem kelompok kesetia-kawanan antara seorang pemimpin dan 
pengikutnya yang saling kait-mengait dan bersifat menyeluruh. Namun demikian 
                                                            





mereka tetap memiliki rasa kepribadian yang kuat. Meskipun orang Bugis merupakan 
salah satu suku di nusantara yang memiliki sitem hirarkis paling rumit dan tampak 
kaku, akan tetapi pada sisi lain prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai 
kedudukan sosial tinggi, baik melalui jabatan maupun kekayaan, tetap merupakan 
faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial-kemasyarakatan 
mereka.8 
Adapun asal muasal mengenai istilah Ugi atau Ogi, menurut Lontara’ 
Pammana kepunyaan Andi Makkara Arung Bettempolo sebagai diuraikan oleh Andi 
Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul “selecca Sejarah Sulawesi Selatan”. 
Bahwa istilah Ugi adalah berasal dari nama La Sattumpuugi Datuna Cina. La 
Sattumpugi ini memperistirikan We Tenriabeng yang kemudian melahirkan We 
Cudai’Daeng Risompa Punna Bola-e ri Latanete. We’ Cudai’ Daeng Risompa ini 
kemudiaan diperistirikan oleh La Maddukkelleng To Appanyompa Opuna Ware, 
yang lebih populer dengan nama Sawerigading sebagai tokoh utama dalam kisah La-
Galigo. La Situmpugi inilah yang pertama-tama menamakan rakyatnya sebagai 
orang-orang Ugi’ dan negerinya Cina dinamakannya sebagai “Tana Ugi” sesuai 
dengan kata ahir dari nama itu. Kerajaan Cina ini dirubah namanya menjadi 
Pammana sesuai dengan pesan Dato Cina terakhir yang bernama La Sangaji 
Ajippammana bahwa kelak bila aku mangkat maka abadikanlah namaku menjadi 
nama kerajaan ini.9 
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Pada sejarah lisan, pada suatu masa, permainsuri kerajaan Luwu, melahirkan 
bayi kembar namun berbeda jenis kelamin (yang satu laki-laki dan satunya lagi 
perempuan). Yang laki-laki sang pangeran diberi nama Sawerigading, sedangkan 
yang perempuan diberi nama Wetenri abeng. Kedua bayi kembar itu tumbuh sebagai 
remaja yang tampan dan cantik jelita. Ketika beranjak dewasa, Sawerigading senang 
berkelana menjelajah samudra yang luas dalam waktu yang cukup lama.10 ` 
Tradisi lisan juga menghubungkan keberadaan orang Kabaena dengan 
Sawerigading yang menurunkan (dua anak laki-laki dan perempuan) di Kabaena yang 
menikah denang La Buali dan Salindula. Perkawinan putra Sawerigading dengan 
Salindula menurunkan seorang anak perempuan, Anameantina yang kelak 
dipersunting anak raja Buton. Pasangan ini kemudiaan yang menjadi orang orang-
orang Kabaena sekarang. Dengan demikian menurut fersi sejarah lisan ini yang 
menjadi asal-usul penduduk, Kabaena, Polea, dan Rumbia adalah dari Luwu. 
2. Bugis dan Bajo 
Keberadaan orang Bugis dan Bajo yang mendiami pesisir pantai Sulawesi 
Tenggara termasuk Kabaena berkaitan dengan dua kemelut politik di jazirah selatan 
pulau Sulawesi. Pertama, pada abad XVII terjadi kemelut politik yakni perseteruan 
antara kerajaan Bone dengan Makassar. Hal ini kemudian menyebabkan Arung 
Palakka bersama para pengikutnya berpindah (migrasi) ke tanah seberang antara lain 
ke Pulau Buton. Kedatangan mereka disambut baik oleh La Awu, Sultan Buton ke-9 
(1664) untuk mempererat hubungan itu maka diadakan perjanjian persahabat antara 
kedua pihak, masing-masing diwakili oleh La Awu dari Buton dan Arung Palakka 
dari Bone atas nama seluruh anggota rombongannya yang disimpulkan dalam suatu 
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ungkapan “Bone ri lau Butung ri aja” yang berarti bahwa Buton adalah Bone Timur 
dan sebaliknya Bone adalah Buton Barat. Menurut Ligvoet tempat tinggal dari 
pengikut Arung Palakka tersebut kemudian dinamakan kampong Bone-Bone yang 
terletak dipinggir kali Bau-Bau. Kendatipun di Buton telah lama terbentuk komunitas 
masyarakat yang berasal dari jazirah selatan Pulau Sulawesi sejak masa pemerintahan 
raja Buton kelima, Raja Mulae yang menjalin persahabatan erat dengan raja Luwu 
melalui beberapa pengiriman orang Petani di Buton yang khusus memberikan 
petunjuk dalam hal peananaman padi. Mereka ditempatkan di suatu tersendiri yang 
diberi nama kampong Lowu-Lowu yang terdapat di Distrik Bungi.11 
Kedekatan orang Bajo dengan penguasa lokal juga tampak dalam sejarahnya 
di Sulawesi Selatan. Menurut cerita, tempat tinggal mereka di Bone terdapat banyak 
burung bertelur di atas pohon. Suatu waktu semua pohon itu ditebang. Telur-telur 
tersebut pecah sehingga menyebabkan banjir. Mereka terpaksa menggunakan pohon-
pohon tersebut untuk membuat perahu sebagai tempat tinggal mereka. Dengan 
perahu-perahu itu juga mereka menangkap ikan. Dalam perkembangannya, mereka 
menikah dengan orang Bone. Relasi kedua suku sangat erat yang disimpul dalam 
ungkapan “orang Bugis menjadi kakak laki-laki dan orang Bajo menjadi adik 
perempuan. Pada kisah lain dikatakan bahwa seorang gadis Bajo melarikan diri dari 
Malaka. Perahunya hanyut sampai di Bone. Di sana dia dipungut oleh raja. Karena 
sudah beberapa hari tidak kembali, keluarganya pergi mencarinya sampai ke Bone. 
Ternyata ditemukan bahwa anak itu telah dinikahkan oleh raja dengan putranya. 
Karena itulah kemudian Raja Bone menghadiahkan kepada mereka sebuah pelabuhan 
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(sekarang Pelabuhan Bajoe). Sejak itu, orang Bajo dan Bugis memiliki adat 
perkawinan yang sama. Orang Bajo mendapat perlakukan khusus di kalangan istana. 
Dalam upacara-upacara besar Kerajaan Bone, hanya mereka yang mendapat 
pengecualian untuk tidak membungkukkan badan saat memberi hormat.  
 Hubungan orang Bajo dengan Kerajaan Luwu terkait dalam perdagangan 
maritim kerajaan itu dengan Jawa. Mereka bertindak sebagai pedagang lokal dan 
regional. Sedangkan pedagang Jawa dan Melayu menghubungkan mereka dengan 
pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka dan pantai utara Jawa. Pada zaman Majapahit, 
Sulawesi merupakan pemasok sebagian besar besi yang diolah di Jawa. Biji besinya 
yang digunakan untuk membuat keris Majapahit, berasal dari Sulawesi bagian tengah. 
Ekspor besi tersebut dikuasai oleh Kerajaan Luwu. Pengangkutannya dilakukan lewat 
Teluk Bone. Dalam abad ke-14, Luwu merupakan tempat peleburan logam bagi 
kerajaan-kerajaan Bugis. Besi ditambang oleh penduduk perbukitan untuk para 
pedagang dari Jawa dan tempat-tempat lainnya. Pada awal abad ke-16, wilayah 
bawahan dan taklukan Kerajaan Luwu tersebar sangat luas, termasuk wilayah Teluk 
Bone, mulai dari Cenrana terus ke utara, serta ujung tenggara dan pantai selatan 
semenanjung, bahkan sampai Maros. Pada pertengahan abad ke-17, besi Luwu masih 
tetap merupakan salah satu ekspor utama dari Makassar ke Jawa bagian timur. 
Meskipun pada masa ini terdapat besi yang  lebih murah dari China dan Eropa, 
pembuat keris di Jawa tetap lebih menyukai besi Sulawesi yang banyak kandungan 
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3. Bugis dan Tolaki 
Cerita Sawerigading sangat dikenal baik di daerah ini (Kolaka dan Konawe). 
Dalam tradisi lisan bahwa sejak itu datanglah seorang laki-laki bernama 
Larumbalangi yang berasal dari daerah Luwu yang kemudian berhasil 
mempersatukan penduduk Unenapo menjadi satu kerajaan, yakni Kerajaan 
Mekongga. Bersama dia datang pula seorang putri, digelar Wekoila saudara 
Larumbalangi yang hendak dikawininya, tetapi tak dibenarkan oleh adat Kerajaan 
Luwu yang dikenal dengan nama asli Tenrirawe, ia juga mendirikan kerajaan 
Konawe (Kendari) yang memiliki kebudayaan tersendiri.  
Danau Matano dalam peta pulau Sulawesi terletak di sekitar danau Towuti 
kewedanaan Malili, kerajaan Luwu pada masa itu mereka melalui dua jalur, yakni 
kelompok pertama melalui daerah Mori Bungku, terus memasuki bagian timur laut 
daratan Sulawesi Tenggara dan ada yang melalui danau Towuti ke arah selatan dan 
tinggal beberapa lama di Rahambuu. Kelompok kedua mengikuti lereng gunung 
Watukila, lalu membelok ke barat daya dan sampailah di tempat-tempat yang 
dinamakan, Ulunggoloka, Kodeoha, Wolo, dan Puehu yang kemudian menjadi 
masyarakat Mekongga. Kelompok lain mengikuti kali besar (istilah Tolaki 
Konaweeha) dan berdomisili di suatu tempat yang disebut Andolaki. 
Kelompok inilah yang melanjutkan perjalanan mengikuti kali besar 
(Konaweeha) mendesak penduduk lama, yakni orang Moronene yang menurut 
penyelidikan para ahli dikenal sebagai orang Tokia Toaere di Poli-polia wilayah 
Kecamatan Lambandia Mekongga, dan akhirnya tibalah mereka di suatu daratan 
rendah yang kelak disebut Unaaha (padang luas). Pimpinan mereka namanya 




mencari tempat-tempat untuk berladang, berburu, dan sebagainya yang kemudian 
berkembang keturunan mereka. Pimpinan mereka adalah datuk-datuk yang dipanggil 
PUE dan dari beberapa kelompok yang berdekatan dipimpin pula oleh seorang 
sesepuh yang diberi gelar Mokole (raja). Dari beberapa generasi kemudian 
berkembang menjadi berberapa persekutuan hidup berupa masyarakat Tolaki yang 
dipimpin oleh Mokole masing-masing, antara lain: Mokole Padangguni, Mokole 
Wawolesea, dan Mokole Besulutu. Keturunan dari Bokeo Padangguni muncul 
seorang pemimpin (raja) yang diberi gelar Totongano Wonua (penguasa di pusat 
negeri). Totongano Wonua berjuang mempersatukan negeri-negeri disekitarnya 
dibawah pimpinan para Mokole mereka yang berkedudukan di Unaaha. Berdasarkan 
tradisi orang Tolaki bahwa pada masa itu tibalah di Unaaha seorang putri dari 
kerajaan Luwu bernama Wetenriabeng (saudara kembar Sawerigading) orang Tolaki 
diberi nama Wekoila, ia diperistrikan oleh Ramandalangi dan diberi gelar Langgai 
Moriana (putra Totongano Wonua). Kemudian diangkat (dinobatkan) menjadi 
Mokole (raja) More (wanita) kerajaan Konawe pada abad ke 10, setelah Sri Ratu 
Wekoila menjadi Mokole Konawe yang pertama.13 
4. Keadaan Ekonomi 
Tanda-tanda kebesaran masyarakat bukan terlihat pada penguasa tetapi 
melihat dari segi aspek kekuataan ekonomi masyarakat setempat, akan tetapi sebagai 
tanda kekuasaan penguasalah yang melaksanakan tugas akhir dari semua tanah. 
Tanah tidak dapat dibeli apalagi dijual. Tetapi melalui izin penguasalah hak untuk 
menggarap tanah diperbolehkan. Tanah yang dibudidayakan mempunyai sisi  
komunal. Kesemua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakannya 
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sebagai tempat penggembalaan, mengambil kayu, maupun hasil hutan lainnya asalkan 
tidak untuk dijual. Tanah yang hak penggunaanya dipegang oleh seorang penguasa,  
dapat dikerjakan berdasarkan perjanjian bagi hasil, dengan hasil panen dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu antara pemegang hak guna, pemilik binatang yang digunakan 
membajak sawah/tanah, dan orang yang sesungguhnya mengerjakan tanah. Hak 
penggunaan pribadi atau keluarga dapat diperoleh terhadap sawah, kebun, dan 
tambak ikan. Ada dua jenis tanah yang langsung berada dibawah kekuasaan 
penguasa, galung arajang tanah tanda kebesaran yang asli; dan galung akkarungeng, 
tanah yang ditambah pada penguasa atas mereka yang kehilangan hak untuk 
menggunakannya. Galung arajang adalah tanah milik tanda kebesaran, dan dengan 
demikian milik para penguasa/bangsawan. Galung arajang tanah pertama yang 
dibajak, dan bangsawan sendiri yang membuka pembajakan sawah dengan ritual 
upacara dengan bajak suci, kawula kerajaan berkewajiban mengerjakan galung 
arajang (dalam belanda disebut dengan heerendiensten, hasil dari tanah tersebut 
semua milik penguasa. Galung akkarungeng adalah tanah dimana rakyat memperoleh 
hak secara turun temurun, yang tanah ini tidak dikerjakan rakyat secara hak, tetapi 
dengan bagi hasil.14 
Bagi penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertaniaan dan 
perladangan, tanah garapan tersedia untuknya seluas + 150.000.000 ha. Daerah-
daerah Pinrang, Luwu, Polmas, Pangkep, Sidrap, Jeneponto, Bone, dan Wajo, tanah 
garapan ini merupakan garapan utama, merupakan potensi yang memenuhi syarat-
syarat persawahan dan perladangan, namun memerlukan sumber air dan tenaga 
manusia. Padi dan Jagung merupakan hasil sawah ladang yang utama. Selain itu 
                                                            





dihasilkan juga palawija, seperti ubijalar, singkong, kacang ijo,  dan kacang tanah. 
Padi dihasilkan rata-rata 1.000.000 ton padi kering dan Jagung rata-rata 250.000 ton 
pertahun, sedang palawija rata-rata 500.000 ton per tahun. Dalam penggarapan tanah 
pertanian masih tergantung pada situasi turunnya hujan, tetapi terdapat juga yang 
telah menggunakan pengairan yang teratur. Dari 450.000 ha jumlah areal baku sawah 
itu, terdapat 27% yang telah menggunakan pengairan secara teratur 24% memperoleh 
air  dari pengairan desa, selebihnya 49% masih tergantung pada saat turunya hujan. 
Sulawesi Selatan salah satu penghasil padi atau beras yang terpenting di Indonesia, 
dan sampai sekarang tetap masih potensial. Disamping  beras, daerah ini juga sangat 
potensial untuk menghasilkan Kopra. Kedudukan itu mempunyai hasil yang “khas” 
tidak hanya merupakan penentu posisi sektor ekonomi perdagangan, atau kebutuhan 
sehari-hari tetapi juga mempunyai posisi dibidang politik. Kopra selain untuk 
kebutuhan bahan baku minyak goreng (Boka) penduduk setempat. Namun 
mempunyai nilai ekpor yang tinggi. Luas perkebunan kelapa kopra Sulawesi Selatan 
pada tahun 1953-1965 ditaksir 59.193 ha dan 63.784 ha. Jumlah areal yang seluas ini 
menghasilkan 49. 531 ton dan terus mengalami peningkatan.15 
Pada tahun 1911 dimana kekalahan kerajaan Gowa yang menjadi pusat 
perdagangan di Sulawesi Selatan, terjadinya perubahan politik yang telah 
mempengaruhi jaringan perdagangan di Sulawesi Selatan. Pemerintah Belanda 
menguasai seluruh wilayah secara langsung dan menerapkan sistem adminstrasi 
modern. Jawatan-jawatan penting bukan lagi kalangan bangsawan, bahkan jawatan-
jawatan penting dalam istana kerajaan juga dihilangkan. Akibatnya terjadinya 
pengungsian dari kalangan bangsawan Bugis. Mereka keluar menuju daerah-daerah 
                                                            





yang sebelumnya merupakan daerah migrasi para pedagang Bugis-Makassar. 
Keberadaan Kerajaan Gowa hancur dan terjadi pengungsiaan besar-besaran keluar 
dari Sulawesi-Selatan. Daerah tujuan mereka wilayah barat Nusantara, dan 
kebanyakan mereka ini dikenal dengan orang Bugis. Orang-orang Bugis ini secara 
intensif melakukan perdagangan ke Kendari (Kolaka), Sulawesi Tenggara mereka 
berasal dari Bone, Luwu, Wajo, dan distrik bagian timur. Secara aktif mereka 
melakukan dan perdagangan yang menjadi ajang persaingan bagi kedua Kerajaan 
besar di Sulawesi Selatan. Dua kerajaan Bone dan Luwu memperebutkan supermasi 
pajak dan monopoli perdagangan Sulawesi Tenggara. Kegiataan pelayaran dan 
perdagangan yang dilakukan oleh pedagang pribumi dan asing mendorong 
pertumbuhan perdagangan di Kendari. Perdagangan komoditi terpenting memicu pula 
perkembangan aktivitas kehidupan di kawasan Teluk Bone, karena Teluk ini yang 
menghubungkan lalu lintas pelayaran perdagangan laut, antar kota-kota pantai 
dikawasan teluk seperti, Bone, Palopo, Wajo, Balanipa, Malili, Pallima, dan Kolaka.  
Perdagangan ini adalah komoditi beras, jagung, Kopra, kopi dan lain-lain. Hasil-hasil 
produksi ini semuanya diangkut dengan sarana transportasi laut, sungai dan darat. 
Transportasi laut berkembang dari segi kuantitasnya. Hal ini terlihat Dari Jumlah 
kapal yang singgah dipelabuhan Makassar berkaitan dengan kebijakan Gubernur 
Belanda, yang menetapkan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan wajib pajak sejak 
1 Agustus 1906. Jumlah kapal yang mengakut komoditi makin bertambah, dan 
periode pelabuhan bebas 1891-1906 pemerintah Belanda memberi hak utama kepada 
(Koninklijke Paketvaart Maatschappi) KPM. Perusahaan dagang Belanda yang 
tertarik dengan perdagangan perahu yang terjadi dalam perdagangan di Makassar.16 
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C. Sejarah Singkat Teluk Bone 
1. Masa kerajaan-kerajaan 
Adapun kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Teluk Bone termasuk 
kerajaan-kerajaan yang besar pada masa lalu: 
a. Kerajaan Luwu 
Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan utama di Sulawesi-Selatan, 
bersama kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, kerajaan Luwu terbilang kerajaan yang 
terbesar yang di sebut kerajaan “Tellu BoccoE” (Tellu = tiga, dan BoccoE= penuh 
dan utama), berada di utara Teluk Bone, raja pertama yang mendirikan yaitu kerajaan 
Ware ‘(Luwu) bernama Batara Guru, batara Guru Kawin dengan we neyilino, seorang 
puteri dewa dimana dari hasil perkawinannya menurunkan penguasa di kerajaan 
Luwu termasuk tokoh lagendaris Sawerigading. Pada masa pemerintahan 
Simpususiang (1268-1293) Kerajaan Luwu benar-benar berdiri sendiri dengan batas 
yang jelas. Kerajaan Luwu diperluas sampai batas sungai WalennaE bagian Selatan, 
Wilayah Utara hingga Danau Poso, Negeri Mekongga (Kolaka) dan wilayah bagian 
barat berbatasan dengan Puncak gunung Latimojong. Sebelum kerajaan Luwu 
mendapat pengaruh dari kerajaan Gowa ada beberapa raja berkuasa antara lain: 
Tampabalusu (1330-1356), Tanra Balusu (1365-1402), Tampanenge (1402-1426).saat 
Tampanenge berkuasa kerajaan Luwu sangat berpengaruh dan berkuasa, kerajaan 
Luwu sangat stabil, dan perdagangan berkembang dengan pesat dengan hasil laut, 
hasil hutan yang berlimpah. Selanjutnya kerajaan Luwu diperintah oleh Batara Guru, 
yang berkuasa pada tahun 1426-1458. Dibawa Batara Guru Luwu semakin diperkuat 






Dewa (1567-1541), gerakan ekpansi Luwu bergerak ketimur sampai ke sungai 
Cendrana. Yang bekerja sama dengan Kerajaan Wajo, dalam persekutuan sehingga 
merebut Sidenreng. Namun dalam ekpansi ke Kerajaan Bone mengakibatkan 
meletusnya perang “Perang Cenrana” sehingga muncul perjanjian yang terpaksa 
ditandatangani perjanjian yang disebut “Polo Malelae ri Unyyi” (Penghentian Perang 
Unyyi). Akibat perjanjian itu, Luwu tergeser kedudukannya dibagian timur jazirah 
dan diganti oleh kerajaan Bone.17 
b. Kerajaan Bone 
Kerajaan Bone merupakan kerajaan yang paling besar pengaruhnya di 
Sulawesi Selatan sepanjang abad XVII sampai pada abad XIX. Sejarah telah 
membuktikan bahwa kerajaan ini sejak kemunculan sampai pada mampu mencapai 
puncak keemasan mampu menyaingi dan mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lebih 
besar sebelumnya seperti kerajaan Luwu dean Kerajaan Gowa. Bukan hanya itu 
Kerajaan Bone juga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa asing sepanjang abad 
XIX untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Walaupun demikiaan kerajaan 
Bone bukan kerajaaan yang langsung jadi tetapi mengalami proses lahir, berkembang, 
maju, dan ahirnya mengalami kemunduran pada tahun 1905. 
Proses awal keberadaan umumnya diawali dengan mitos-mitos sebagai bentuk 
pengesahan dan legalitas kerajaan. Mitos itulah yang melahirkan atau memunculkan 
tokoh To Manurung (Mata Silompo,e)  yang keturunannya mewarisi raja-raja 
berikutnya. Namun yang paling menakjubkan karena kemunculannya selalu 
bertepatan dengan adanya konflik-konflik internal kerajaan yang bersangkutan, dan 
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tokoh inilah yang dianggap keamanan, ketentraman, dan kemakmuran kerajaan18. 
Tana Bone sebagai istilah wilayah kekuasaan pada masa itu berlangsung dari raja 
yang pertama sampai Raja itu berlangsung dari raja yang pertama sampai Raja Bone 
XIV (1590). Dalam perkembangan berikutnya Kawerang Tana Bone berkembang 
menjadi Watampone yang berarti pusat Bone. Kerajaan Bone sebelum kerajaan jatuh 
ke tangan Belanda pada tahun 1860 terdiri: Raja adalah Jabatan yang paling tertinggi 
dalam suatu wilayah kekuasaan. To marilaleng artinya orang di dalam. Nama ini 
diberikan sesuai dengan kedekatannya pada seorang raja. Jabatan To Marilaleng 
dapat di sejajarkan sebagai Perdana Menteri. Anggota-anggota Hadat, Hadat 
Kerajaan Bone lazim disebut sebagai Ade Pitue, Beranggotakan tujuh orang: Arung 
Ujung, merangkap sebagai To. Marilaleng Malolo; Arung  Tanete Riattang; Arung 
Tibojong; Arung Ponceng; Arung Tanete ri Awang dan Arung Ma Cege. Jemmang 
Tongengadalah pimpinan dari Suro Patappuloe (Kurir yang berjumlah 40 orang), 
yang bertugas menyampaikan berita dan amanat kepada pihak-pihak tertentu yang 
disampaikan oleh raja maupun pejabat-pejabat  kerajaan.19 
c. Kerajaan Mekongga  
Terbentuknya Kerajaan Mekongga, pusat pemerintahannya berkedudukan di 
Kowioha atau Wundulako sekitar 13 km dari Kota Kolaka sekarang ini. Pada tahun 
1906 ibu kota Kerajaan Mekongga pindah ke Kolaka, dan Bokeo yang memerintah 
pada saat itu Bokeo Latambaga hingga tahun 1932. Hubungan Kerajaan Mekongga 
dengan tetangganya adalah kerajaan Konawe, Kesultanan Buton, Kerjaan Muna, 
Kerajaan Tiworo, Kerajaan Moronene. Hubungan dengan kerajaan lain di luar Jazirah 
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Tenggara terutama dengan Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone. Dari beberapa sumber 
yang ada menyatakan bahwa asal usul kedatangan Orang Tolaki (Konawe) dan Orang 
Mekongga berasal dari arah utara pedalaman sekitar danau Matano dan Mahalona. 
Dalam tradisi Orang Tolaki dinyatakan bahwa Suku Tolaki kemudian terbagi atas 
Orang Tolaki Konawe (Tololaki= sebutan oleh Orang Bugis dan Buton) untuk 
masyarakat Kerajaan Konawe (sekarang Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan 
Konawe Utara) dan Orang Mekongga (Mengkokaa= sebutan oleh Orang Bugis) untuk 
masyarakat Mekongga (sekarang Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara), mereka 
berasal dari satu rumpun suku bangsa yang kemudian dikenal dengan nama Orang 
Mekongga. 
Kehidupan Sosial pada Masa Kerajaan Mekongga Sumber sejarah Sulawesi 
Tenggara diungkapkan dalam lontarak bahwa pada masa Sawerigading terdapat 
empat kerajaan, yaitu: Kerajaan Luwu, Kerajaan Cina, Kerajaan Tompo Tikka, dan 
Kerajaan Wadeng. Kerajaan Luwu berpusat di sekitar Danau Matana, Kerajaan Cina 
di Bone/Wajo dan Kerajaan Tompo Tikka terdapat di Sulawesi Tenggara dalam hal 
ini Kerajaan Mekongga dan Kerajaan Wadeng adalah Kerajaan Konawe. Berdasarkan 
ungkapan Bahasa Bugis Tompo Tikka artinya wilayah Tomporeng Kesso=wilayah 
tempat terbitnya matahari di sebelah timur. Wilayah Sulawesi Tenggara bagi orang 
Bugis dikenal dengan nama Tana Lau= negeri di sebelah timur. Bagi pelaut Bugis 
menyebut Mekongga dengan nama Mengkokaa. 
Berdirinya kerajaan-kerajaan tradisional di wilayah Kolaka ini berawal dari 
kedatangan Rongo Patambulo=rombongan yang beranggotakan 40 orang. Mereka 
berjalan kaki dari wilayah Konawe ke Rahambuu sekarang berada di wilayah 




88 buah tiangnya untuk dihuni oleh 40 orang yang terdiri atas 8 kelompok yang diberi 
gelar Mokole Miaso. Mereka kemudian membentuk 5 Mokole, yaitu:Mokole Masiku 
(sekarang berkolasi di wilayah Kecamatan Batu Putih),Mokole Watunohu (sekarang 
berkolasi di wilayah Kecamatan Ngapa), Mokole Kodeoha (sekarang berkolasi di 
wilayah Kecamatan Kodeoha), Mokole Lelewawo (sekarang berkolasi di wilayah 
Kecamatan Batu Putih), Mokole Latowu. (sekarang berkolasi di wilayah Kecamatan 
Batu Putih). Sumber lain menyatakan bahwa pada masa awal terdapat 4 kerajaan 
kecil, yang kemudian dikenal dengan patampanua (empat negeri/kampung), 
yaitu:Mokole Kodeoha, Mokole Watunohu, Mokole Lelewawo, Mokole Latowu. 
Dalam wilayah Mokole Kodeoha telah memerintah sebanyak 27 Mokole, dan Mokole 
terakhir bernama Suma. Salah seorang diantara Mokole Kodeoha berasal dari Luwu 
yaitu Opu To Mattangkilang yang diutus oleh Datu Luwu Andi Jemma, namun tidak 
lama memerintah karena tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah Pusat (Datu 
Luwu).20 
2. Masuknya Islam di Luwu, Bone, Kolaka 
a. Islamnya kerajaan Luwu 
Masuknya Islam di Pulau Sulawesi dibawa oleh tiga Datu dari Minangkabau, 
setibanya di Pandoso, Maddika Bua dan Para perangkatnya adatnya langsung 
menemui ketiga tamu tersebut, ketiganya memberi salam dengan ucapan selamat 
kepada Maddika Bua beserta pemangku adatnya lalu mempersilahkan pemangku 
adatnya naik ke perahu Qirama dan selanjutnya mereka memperkenalkan diri 
masing-masing : 
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1. Sulaiman khatib Sulung sebagai Pemimpin (nantinya bergelar Datuk 
Pattimang atau Datuk Sulaiman) 
2. Abdul Makmur Khatib Tunggal (nantinya bergelar Datuk ri Bandang) 
3. Abdul Jawal khatib Bungsu (nantinya bergelar datu ri Tiro) 
Islamnya kerajaan Luwu ditandai dengan masuk Islamnya Datu Luwu La 
Patiware dan Maddika Bua setelah memeluk Islam banyak  memperoleh pelajaran 
berharga dari ketiga ulama dari minangkabau tersebut, merasakan kebaikan-kebaikan 
ajaran Islam. Menjadikan ajaran Islam sebagai agama resmi kerajaan, menurut teks 
Luwu dan Wajo Datu Luwu La Patiware Daeng Parumbung (memerintah 1585-
1610), berhasil diislamkan pada 15 Ramadhan 1013 Hijriyah, 4 atau 5 Februari 1603, 
dua tahun sebelum diislamkannya kerajaan Gowa. La Patiware diberi gelar arab, 
Sultan Muhammad Mudharuddin, dan ketika mangkat diberi gelar Matinroe ri Ware. 
Raja Luwu bersedia membantu menyebarkan Islam ke daerah-daerah Bugis lainnya, 
akan tetapi menganjurkan kepada ulama agar memulai usahanya melalui Gowa, 
karena kekuataan ada padanya dan supermasi politik di Sulawesi Selatan ketika itu 
berada di Gowa, Maka bersepakatlah ketiga Datu tersebut mengunjungi Gowa dan 
berhasil mengislamkan kerajaan kembar Makassar, Gowa dan Tallo, Karaeng 
Matoayyapun masuk Islam dengan mengambil nama Sultan Abdul Awwalun Islam 
dan mendorong kemanakan sekaligus muridnya, Raja Gowa Manga’rangi Daeng 
Manra’bia yang masih muda untuk memeluk Islam dan kemudian berganti nama 
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b. Islamnya Kerajaan Bone      
Seperti yang di ungkapkan Mattulada sebelum datangnya Islam di Sulawesi 
Selatan pemahaman masyarakat Bugis-Makassar, Religi orang Bugis-Makassar 
dalam zaman pra Islam, seperti yang tampak dalam Sure’ Galigo, sebenarnya telah 
mengandung kepercayaan kepada yang tunggal yang disebut dengan beberapa nama 
seperti : Patoto-e (yang menentukan nasib), Dewata Seuwa-e (dewa yang tunggal), 
Turi a’rana (kehendak yang tertinggi). Kepercayaan masyarakat Bone menurut Andi 
Mappasissi yang berwujud dalam bentuk pemujaan yaitu : pemujaan terhadap 
kekuataan-kekuataan benda-benda (kayu, batu, dan lain-lain). Pemujaan terhadap roh-
roh nenek moyang, dan mahluk halus. Setelah masuknya Islam di Bone yang diterima 
La Tenri Ruwa (raja Bone ke-11), maka rakyat dan dewan anggota kabinet (ade’ 
Pitue), memutuskan untuk melepas raja La Tenri Ruwa sebagai raja Bone karena 
menyetujui masuknya Islam yang dibawa oleh pasukan Gowa, dan sebagai pengganti 
baginda diangkat La Tenri Pale sebagai raja Bone ke-12.  
La Tenri Pale inilah yang memimpin rakyat kerajaan Bone melawan kerajaan 
Gowa (Sultan Alauddin). Yang membawa agama Islam itu. Setelah mengalami 
berbagai peperang, akhirnya raja Bone (La Tenri Pale) menderita kekalahan dan 
kerajaan Bone resmi masuk Islam pada tanggal 23 November 1611 Masehi. Dengan 
masuknya agama Islam pada abad XVII M (tahun 1611 Masehi). Maka ditambanhya 
unsur Islam dalam Panggadereng yang berbunyi :Pattuppui ri ade’e Pasanre-I ri 
sara’e, Mauttanga ri Rappangg-e, Mualia Papegau ri pobiasang-e. artinya sebagai 
berikut: Sendikan kepada adat, sandarkan kepada Syariat, perhatikan keadaan 




Kandungannya dari hukum tersebut, segala sesuatu yang hendak dikerjakan, terlebih 
dahulu dirasakan kepada adat, seterusnya dikaitkan dengan ajaran Islam.22 
c. Masuknya Islam di Kolaka 
Masuknya Islam di Kolaka berdasarkan tradisi lisan masyarakat melalui 
kerajaan Luwu, dimana kerajaan Mekongga pada saat itu menjalin hubungan erat 
dengan kerajaan Luwu. Dari catatan sejarah (lontarak) di Sulawesi Selatan diperoleh 
keterangan bahwa agama Islam masuk dikerajaan Luwu abad-17 (1603 M) dibawa 
Datuk Sulaiman, mubaliligh dari Sumatra Barat. Agama ini diterima oleh raja Luwu 
yang bernama La Patiware Daeng Parabu tanggal 15 Ramadhan 1013 H, dan diberi 
gelar Sultan Muhammad Wallyul Mudharuddin. Setelah raja Luwu La Patiware Islam 
beserta segenap anggota keluarga dan menjadikan Islam sebagai agama kerajaan 
maka Datu Sulaiman meminta agar dapat membantu mengislamkan kerajaan-kerajaan 
Bugis, Makassar, beserta daerah-daerah sekutunya, termasuk wilayah sekutunya 
Kerajaan Mekongga untuk menerima ajaran Islam. Sebagai tindak lanjutan dari 
perintah pengislaman Datuk Luwu tersebut. Ia mengirimkan para muballigh ke 
daerah-daerah Kerajaan yang ada dibawah kekuasaanya untuk menyebarkan agama 
Islam. Untuk kerajaan Mekongga Datu Luwu mengutus Opu Daeng Massara untuk 
mengajak Bokeo Mekongga (Teporampe) memeluk agama Islam. Peristiwa ini terjadi 
sekitaran abad ke 17, pada pemerintahan Pati Arase (La Patiware) Daeng Parabu 
Sultan Muhammad Matinroe ri Ware. Pada masa itu Bokeo Teporambe tidak bersedia 
menerima ajaran Islam hanya putranya yang bernama Lelemala menerima ajaran 
Islam atas anjuran ayahnya masih enggan menerima ajaran Islam karena umurnya 
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sudah tua dan masih enggan meninggalkan kepercayaan dan tradisi yang telah 
dianutnya. 
Setelah Lelemala resmi memeluk Islam dengan mengucapkan dua kalimat 
syahadat dan memenuhi semua syarat pengislaman, maka Bokeo Teporambe 
memerintahkan rakyatnya agar istana raja di bagi dua dengan hijab yang memisahkan 
antara peristirahatan baginda Bokeo Teporambe, dengan tempat putranya Lelemala, 
dan Raja Teporambe mengizinkan utusan Datu Luwu Opu Daeng Massara untuk 
tinggal di istana Lelemala, setelah itulah terjadi pengislaman atas anak-anak raja-raja 
(mokole) dari kerajaan-kerajaan yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Mekongga 
dan Opu Daeng Massara mengajarkan mereka mengenai pengetahuan huruf-huruf Al 
Quran, tata cara berwudhu dan lain-lain, pada tempat itulah pertama kali diadakan 
sholat Jum,at yang dipimpin oleh Opu Daeng Massara, dan Lelemala diganti 
namanya dengan nama “Laduma” (La artinya ada, atau laki-laki , Duma artinya 
Jum,at). Jadi Laduma artinya artinya laki-laki yang melakukan sholat Jum,at.23 
3. Masa Penjajahan 
a. Belanda 
Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan dan 
Tenggara. Belanda menginjakkan kakinya di Sulawesi Selatan pada tahun 1905 
ditandai dengan Korte verklaring (19 September 1905).  Jatuhnya kerajaan-kerajaan 
Bugis ketangan Belanda, dengan membagi sistem kerajaan yang ada di Pulau 
Sulawesi menjadi beberapa bagian, seperti di Kerajaan Luwu, Belanda membagi 
puncak pemerintahan kerajaan Luwu menjadi dua bagian, yaitu pemerintah tingkat 
tinggi dipegang langsung oleh pihak Belanda dan pemerintah tingkat rendah dipegang 
                                                            




oleh pihak swapraja (raja, keluarga kerajaan, dan hulubalang). Belanda pun membagi 
wilayah menjadi beberapa bagian, yaitu : Distrik Pitumpanua (sekarang Kecamatan 
Pitumpanua dan Keera) dipisahkan dan masukkan ke dalam wilayah kekuasaan 
Kerajaan Wajo. Di bentuk Afdeling di Luwu yang di kepalai oleh serorang Asisten 
Residen yang berkedudukan di Palopo. Afdeling Luwu juga dibagi menjadi onder 
afdeling, yaitu: Onder Afdeling Palopo, ibukotanya di Palopo. Onder Afdeling 
Makale, ibukotanya di Makale. Onder Afdeling Malili, ibukotanya di Malili. Onder 
Afdeling Mekongga, mempunyai ibukota di Kolaka.24 
   Pengamatan Belanda terhadap Kerajaan Bone mereka setuju bahwa Bone 
adalah kerajaan-kerajaan yang paling berbahaya karena “sikapnya kurang baik untuk 
diajak berkompromi” dengan menolak mengenakan pajak impor dan ekspor yang 
ditetapkan atau membayar ganti kerugian yang mendapat dukungan dari penguasa 
penting lainya. Maka Belanda mengadakan ultimatum pada tanggal 21 Juni 1905 
dengan tiga buah kapal perang Belanda berjaga-jaga di lepas pantai Bajoe. Isinya agar 
Kerajaan Bone membayar ganti rugi, dan hak pegawai Belanda yang ditempatkan di 
Bone untuk melaksanakan tugas pemerintahanya guna mengatur dan mengawasi 
pelabuhan. Maka dari itu Belanda mengadakan kontrak baru, untuk di periksa dengan 
teliti. Namun dari kontrak tersebut Bone menolak ahirnya pada tanggal 21 Juli 1905 
dimulailah aksi militer Belanda ke Kerajaan Bone, Kerajaan Bone pun kalah dalam 
suatu pertempuran besar pada tanggal 28 dan tanggal 30 Juli 1905, Raja Bone pun 
mundur dan Bone pun diduduki oleh Belanda.25 
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Belanda pertama kali memasuki Sulawesi Tenggara pada tahun 1906, dan 
berhasil menguasai Kerajaan Buton, Muna, dan Mekongga pada tahun 1910 
menyusul kemudiaan kerajaan Leiwui tahun 1917. Sejak itu pemerintah Belanda 
melakukan berbagai reformasi sistematik. Termasuk kerajaan Tokatua (Kabaena) 
dihapuskan kecuali Buton dan Lewai sebagai Swapraja. Meskipun demikian wilayah 
kekuasaannya dijadikan perseketuaan hukum publik bawahan atau “adat 
gemenschap” dari kedua swapraja sebagai wilayah administratif yang disebut distrik. 
Bekas wilayah Kerajaan Muna, Tiworo, Kalensusu, Kaledupa, Poleang, Rumbia, dan 
Tokotua dimasukkan dalam Zelfbesturende Landschap (Swapraja) Buton. Untuk 
menjaga stabilitas keamanan, maka semua senjata api yang ada pada masyarakat 
semua dikumpul. Sementara perdagangan budak sebelumnya dan merupakan salah 
satu komoditas yang diambil dari Buton. Kepulauan Banggai, dan Selayar turut 
mewarnai aktifitas pelayaran dan perdagangan Nusantara, sejak saat itu dilarang.26 
Kedatangan Belanda di Mekongga pada tahun 1906 disusul dengan tindakan 
drastis dalam mengatur pemerintahannya. Pembentukan sistem pemerintahan Belanda 
dan pembukaan sekolah-sekolah ditambah dengan petugas-petugas keamanan 
(tentara, polisi dan jaksa) menambah banyaknya pegawai-pegawai pemerintah. 
Pegawai pemerintah ini kebanyakan didatangkan dari luar, sementara bagian yang 
diangkat di daerah adalah tamatan sekolah kelas V setempat, pengangkatan pegawai 
sekolah setempat nantinya setelah tahun 1910, mengingat pembukaan sekolah baru 
dilaksanakan pada sekitar 1910. Golongan pegawai-pegawai kerajaan (Zelfbestuur) 
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menjadi elit masyarakat yangt amat menonjol kira-kira 1930. Pada kehilangan sendi-
sendi ketradisionalnya, pada sekitar 1930 mulai hidup kembali dengan aspirasi dan 
prespektif baru. Mereka menyadari bahwa aspirasi-aspirasi itu hanya dapat dicapai 
melalui pendidikan (sekolah), dan sejak itu pula kelihatan adanya transpormasi sosial 
menuju masyarakat modern. Pegawai-pegawai yang didatangkan dari daerah lain 
(Jawa, Maluku, Nusa Tenggara, Manado, Bugis/Makassar) membawa pengaruh, 
tersendiri kepenghayatan masyarakat modern. Melalui mereka pula ide-ide baru 
dalam politik, agama, dan sosial budaya mulai dikenal dan mempengaruhi.27 
Dibidang pendidikan, pemerintah Belanda mulai mendirikan lembaga-
lembaga pendidikan sekalipun masih terbatas pada golongan tertentu dalam 
masyarakat. Pada tahun 1908 didirikan sekolah Anak Bumi Putera di Bau-Bau 
(Buton). Kemudian menyusul di Raha (Muna) 1910, Kendari 1916, dan Kolaka pada 
tahun 1918. Pendirian Sekolah Rakyat (SR) atau Volkschool di Teomokole (ibukota 
Distrik Kabaena) diperkirakan pada tahun 1925. Karena sejak tahun itu di tiap-tiap 
distrik telah terdapat satu sekolah dengan jenjang pendidkan 3 tingkat yakni SR. Pada 
tahun 1930 semua distrik. Onderdistrik dan bahkan beberapa kampong yang padat 
penduduknya dibuka sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang dibuka sebagian besar 
masa pendidikan 3 tahun, kecuali di Bau-Bau, Raha, Kendari, Wawotobi, dan Kolaka 
sampai pada tingkat 5 atau disebut Vervolgschool (sekolah sambungan).28 
Namun kenyataan pahit yang dialami Belanda pada bulan Mei tahun 1940 
Belanda benar-benar jatuh ketangan Nazi Jerman; adalah pukulan terbesar yang harus 
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dirasakan bangsa Belanda. Pada saat itu pergolakan politik kekuasaan sedang ramai 
di Pulau Jawa. Kesadaran orang pribumi akan pentingnya suatu kemerdekaan benar-
benar sudah mendesak. Pada 8 Maret 1942, akhirnya Belanda harus menyerah tanpa 
syarat pada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Subang (Jawa Barat). Perjanjian itu 
ditandatangani oleh Jendral Teerporten, sulaku Wakil Gubernur Jendral Hindia 
Belanda Jendral Immamura sebagai Pimpinan Tentara Jepang di Indonesia.29 
b. Jepang 
Pada 9 Februari 1942 Jepang mendarat di  Sulawesi Selatan dan  Tenggara 
berada pada wilayah angkatan laut  daerah-daerah termasuk di daerah Bugis. Seperti 
Luwu, Seorang pimpinan organisasi pemuda lokal,bernama Abdul Qahar Mudzakar, 
bersitegang dengan keputusan raja (Andi Jemma) yang memilih tunduk pada Jepang-
tak ada pilihan lain. Pemuda dengan berjiwa berapi-api itu ahirnya di usir dari Luwu.  
Dan meninggalkan tanah kelahiranya, dia pergi merantau ke Jawa mempelajari 
sebuah arti nasionalisme. Yang kemudian, disanalah ia tergabung dalam pasukan 
yang dipimpin Jendral Sudirman. Di Luwu jepang lebih bersifat terbuka soal 
perdagangan dan perekonomian. Rakyat dipersilahkan  mengatur sendiri pertanianya 
meskipun masih terpengaruh dengan apa yang dilakukan Belanda, konsentrasi pada 
tanaman tertentu yang memiliki nilai export. Nelayan diperbolehkan mengkap ikan di 
laut leluhurnya. Dari segi ini rakyat Luwu memang lebih bebas berekspresi meraka 
benar-benar hidup ditanahnya meskipun pajak mahal.30 
Pemuda di Sulawesi Selatan, berbeda dengan pemuda yang ada di Jawa, 
mempunyai sedikit kesempatan untuk ikut serta dalam organisasi massa atau untuk 
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menerima latihan militer selama pendudukan Jepang. Beberapa orang dikerahkan 
untuk korps pembantu Jepang (Heiho) dan korps pemuda (seinenden), tetapi sampai 
beberapa bulan sebelum Jepang menyerah tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 
Pembela Tanah Air (PETA). Bahkan kemudian barisanya hanya itu hanya terdiri dari 
satu kompi dan tidak lebih dari 250 orang pemuda saja.31 
Di bidang produksi, tenaga rakyat dikerahkan untuk mengelola tambang aspal 
di Kungka (Pasarwajo-Buton) dan tambang Nikel di Pomala (Kolaka), sementara 
rakyat yang sehari-harinya hidup sebagai pelayar diwajibkan untuk melayani 
kebutuhan pengangkutan. Perahu dan para awaknya terutama kepulauan Tukang Besi 
(Wawatobi) dikerahkan untuk mengangkut aspal dari pelabuhan Banabungik ke 
tempat lain serta pengangkatan beras untuk suplay kebutuhan Jepang dari Jawa Barat, 
Jawa Tengah, dan Jawa Timur ke daerah-daerah lain. Oleh karena itu, banyak 
diantara mereka (pelayar) menjadi korban penyerangan Sekutu yang rupanya telah 
mengetahui sistem pengangkutan tersebut pada saat Jepang mulai terdesak antara 
tahun 1944-1945.32 
Sebagai penjajah Jepang tentu harus mengisi kegiataan; minimal apa yang 
bisa disebut proyek baru, pembangunan jalan Trans Sulawesi, dan benar orang Jepang 
memperlakukan masyarakat Sulawesi tanpa belas kasih dengan “romusa”, ketika itu, 
orang pribumi Nusantara bisa menilai bahwa Jepang adalah saudara Tua Asia, yang 
jauh lebih disiplin terhadap pekerja paksa Belanda. Terlalu disiplinnya sehingga tidak 
jelas mengenai jam makan dan istirahat-Jepang hanya tahu semua adalah kerja. Dan 
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cambuk, peluru bagi pemalas, militer Jepang siap kapan saja untuk menghukum 
pejabat sipil yang membangkang. Pembangkangan inilah yang nantinya dikumpul 
dalam satu kandang, yang kemudian mereka akan mati perlahan karena romusha33. 
Meskipun demikian Jepang minimal telah meninggalkan dua akibat yang 
berlawan yaitu penderitaan dan munculnya semangat patriotrisme di kalangan 
pemuda. Semangat mereka tergugah dan banyak diantara mereka yang dapat 
berkenalan dengan senjata beserta taktik dan ilmu perang modern. 
4. Awal kemerdekaan proklamasi 1945  
Peristiwa proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak 
terlepas dari peran pemuda Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno 
dan Bung Hatta tidak berada di Jakarta. Malam hari sebelumnya, kedua pemimpin 
bangsa itu dibawa ke Rengasdengklok oleh pimpinan para pemuda dengan alasan 
untuk memberikan perlindungan bila terjadi pemberontakan. Tetapi Bung Karno dan 
Bung Hatta mengaku para pemuda itu memaksa untuk memproklamirkan Indonesia 
diluar rencana yang ditetapkan Jepang.  Mr achamd Subardjo, setelah berunding 
dengan para pemuda, menjemput para pemimpin bangsa tersebut kembali ke Jakarta. 
Bung Karno dan Bung Hatta meyakinkan para pemuda bahwa keduanya dapat 
mengatur hingga Jepang tidak akan menghiraukan jika kemerdekaan Indonesia 
diproklamirkan, malam 16 Agustus 1945 kedua pemimpin bangsa ini merancang 
proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksaman Maeda. 
 Bung Karno sendiri menulis teks proklamasi dengan bahasa yang sederhana, 
keesokan paginya, Jumat 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.30, teks proklamasi 
kemerdekaan  Indonesia dibacakan Bung Karno dihalaman rumah di Jalan Pangesan 
                                                            




Timur 56, Jakarta, dihadiri sejumlah tokoh PPKI dan masyarakat. Usai pembacaan 
teks proklamasi, Abdul Latif Hendraningrat, seorang perwira PETA (Pembela Tanah 
Air), mengibarkan Bendera Merah Putih, di iringi lagu Indonesia Raya. Dengan 
demikian, telah lahir bangsa Indonesia yang merdeka.34 
Berita kemerdekaan yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di 
Jakarta, akhirnya tersebar keluar Jakarta dan Pulau Jawa, termasuk ke Sulawesi 
(Selatan dan Tenggara). Peranan radio dan surat kabar yang kemudian beritanya 
menyebar melalui pribadi-pribadi dan mulut-kemulut, amat penting artinya di 
Sulawesi Selatan. Disamping itu melalui radio dan surat kabar Pawerta Selebes yang 
di pimpin Andi Burhanuddin, dukungan Proklamasi datang dari dukungan dua orang 
bangsawan yang memang menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI), yaitu Andi Pangerang Petta Rani dan Andi Sultan Daeng Raja, amat besar 
peranannya. Keduanya menyebarkan berita kemerdekaan dengan menyampaikan 
pesan-pesan pemberitahuaan kepada raja-raja dan bangsawan yang berpengaruh di 
Sulawesi Selatan. Dengan demikian sampai akhir bulan Agustus dapat dikatakan 
berita kemerdekaan itu telah sampai ke daerah-daerah di wilayah Sulawesi Selatan.35 
 Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 muncul kembali persoalaan baru yang 
dihadapi negeri ini, dimana pihak sekutu (Belanda) ingin kembali menancapkan 
kembali kukunya di Republik Indonesia, dengan berusaha memulihkan kembali 
kekuasaannya diwilayah yang pernah dikuasainya, diwilayah jajahannya (Hindia 
Belanda), termasuk di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini tentunya berkaitan dengan 
sikap sekutu yang tampil sebagai pemenang di dalam Perang Dunia II, yang tidak 
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mengakui sepenuhnya, proklamasi kemerdekaan dan Pemerintah Republik Indonesia. 
Karena PPKI merupakan wadah ciptaan pemerintah militer Jepang. Itulah sebabnya 
Inggris dan Australia yang mewakili sekutu untuk menyelesaikan persoalan 
Indonesia, tampaknya membenarkan keinginan NICA yang hendak memulihkan 
kembali pengaruh dan kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di 
Indonesia.36  
1. Luwu  
Lahirnya semangat nasionalisme dikalangan para elit bangsawan Luwu (Andi 
Jemma) yang seorang pengagum Soekarno, yang mendirikan laskar “Gerakan 
Soekarno Muda” yang dipimpin langsung oleh Andi Jemma. Rasa percaya diri yang 
tumbuh seiring terdengarnya kabar-kabar pergolakan yang terjadi di Jawa karena 
Belanda muncul lagi  tampaknya untuk kesekian kali perang kembali berkecamuk di 
Nusantara. Maka pada 5 Oktober 1945 Andi Jemma mengultimatum sekutu 
Nederland Indische Civil Administratie (NICA) yang juga dibalas ultimatum dari 
Gubernur Jendral Belanda: pembumi hangusan kota Palopo. Meletusnya perlawanan 
Pusat Keselamatan Rakyat (PKR) di  Luwu pada 23 Januari 1946, perang terjadi di 
Tanah Luwu, yang cukup melelahkan sekutu. Perang meletus sepanjang kurang lebih 
200 km. Lokasi yang merupakan bentang hutan, sungai, dan perbukitan yang 
menyulitkan sekutu. Sejak dahulu Belanda agak kesusahan menghadapi perlawan 
lokal di wilayah timur, terutama perang dengan orang Bugis yang mempunyai 
keberanian tinggi melawan penjajah. Sehingga Belanda mengirim komando maniak 
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perak, yaitu Raymond Wesreling. Mengakibatkan pembantaiyan rakyat Sulawesi 
Selatan, yang dalam sejarah pembantaiyan 400.000 jiwa.37 
2. Bone 
Setelah perjanjian Lingkarjati disetujui kebanyakan bangsawan di Sulawesi 
Selatan menolak bekerja sama dengan NICA, dan dipecat dari kedudukannya 
ditangkap atau diasingkan ke daerah-daerah tempat pembuangan yang 
menyengsarakan, mengakibatkan terbentuknya kelaskaran-kelaskaran di kalangan 
rakyat Bone yang dipelopori oleh bangsawan kerajaan, seperti misalkan di bone 
tergabung dalam; Pengawal Tanah Bone (PTB), Badan Pemberontak Rakyat Bone 
(BPRB). Sejak pemusatan koordinasi perjuangan pada Laskar Pemberontak Rakyat 
Sulawesi (LAPRIS) yang terbentuk 17 Juli 1946, kegiataan semakin terorganisasi 
baik, sehingga pihak  NICA semakin tampak tidak berdaya, untuk memulihkan 
keadaan di Sulawesi Selatan. Perjuangan juga dilakukan raja-raja di Sulawesi Selatan 
yang tidak ingin memperoleh negara federasi (RIS). Bangsawan Bone A. 
Mappanyukki berusaha membubarkan RIS melalui pemerintah RI dan melalui Hadat 
tinggi Sulawesi Selatan untuk membubarkan Negara Indonesia Timur (NIT). Itulah 
sebabnya A. Mappanyukki, beserta bangsawan kerajaan-kerajaan yang berada di 
Sulawesi Selatan seperti Andi Jemma, Padjonga Daeng Ngalle, Andi Sultan Daeng 
Raja, berangkat ke Yogyakarta pada ahir Maret 1950, untuk menyampaikan sikap raja 
dan bangsawan di Sulawesi Selatan, menuntut agar RIS dibubarkan dan terwujudnya 
kembali NKRI. Hal inilah yang mendasari pernyataan Pemerintah Daerah Sulawesi 
Selatan dan Dewan Sulawesi Selatan, yang masing-masing diwakili Andi Idjo 
Karaeng Lalongang (Wakil ketua Hadat Tinggi Sulawesi Selatan) dan Andi 
                                                            




Burhanuddin (Ketua Dewan Sulawesi Selatan), bahwa sesuai kehendak rakyat 
Sulawesi Selatan lepas dari NIT dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia 
sebagai satu provinsi pada tanggal 26 April 1950.38 
3. Kolaka    
Pada tanggal 10 September 1945, pemuda-pemuda Kolaka mengorganisir diri 
kedalam Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan berhasil menyakinkan Kepala 
Pemerintah Kolaka, Andi Kasim tentang situasi dalam negeri, sehigga pada tanggal 
17 September 1945 Kolaka dinyatakan sebagai bagian dari wilayah RI melalui 
upacara pengibaran bendera Merah Putih. Satu bulan kemudian tepatnya 17 Oktober 
1945 API berganti nama menjadi Pemuda Keamanan Rakyat (PKR) di bawah 
pimpinan M.Josep, seorang mantan anggota KNIL. PRI Kolaka menjalin kerja sama 
dengan PRI Luwu, berusaha untuk melebarkan wilayah pengaruh perjuangannya 
keluar Kolaka. Di Wawatobi berhasil dibentuk Sinar Pemuda Konawe (SPK) yang 
dipimpin oleh Jamin Muhsin di Andoolo. Kendari Selatan dibentuk PKR yang 
merupakan penjelmaan dari Pemuda Rakyat dibawah Pimpinan M. Ali Silondae yang 
dilengkapi 4 Kompi yaitu Andoolo. Palangga, Lean dan Kolono, PKR mengorganisir 
pemuda dan seluruh rakyat sampai ke desa-desa dengan membentuk pasukan parang, 
pasukan tombak, pasukan panah. Tokoh-tokoh pejuang berpengaruh di Kolaka seperti 
Andi Kasim, Tenriajeng, Muhammad Jufri Tambora, M. Tahir, Ch. Pingak, dan di 
Muna seperti Muhammad Idrus Efendi, Taede Ahmad La Karaila, dan masih banyak 
yang ditahan dan dipenjarakan oleh pasukan KNIL. Mereka dibebaskan setelah 
pengakuan kedaulatan RI tanggal 27 September 1949. Tokoh-tokoh pemuda lain asal 
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Sulawesi Tenggara seperti Edy Sabara, Andi Punna, Hamzah Pangrang, Abu Baedah, 
Hamid Langkosono, Husen, Sosedi, dan Kamaluddin melanjutkan perjuangan di 
Jawa.39 
   Setelah tentara sekutu menarik diri dari Sulawesi Selatan dan Tenggara, 
namun kembali muncul persoalan-persoalan yang dihadapi RI pada umumnya 
khususnya diwilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, kembalinya para pemuda yang 
bertempur di Jawa ke Sulawesi hampir 1000 pemuda Sulawesi Selatan dalam 
kelompok ekspedisi yang dikirim oleh TRI-PS dan ALRI Divisi VI. Akan tetapi 
hanya sekitar 100 orang yang terhindar dari penjara ataupun tewas, dan Saleh lahade 
dan Andi Mattalata termasuk tentara yang berhasil ke Jogjakarta. Tiga dari empat 
Batalyon TRI-PS telah dikirim ke Sulawesi Selatan sebagai kelompok-kelompok 
ekspedisi, dari antara para anggota satu batalyon yang tinggal di Jawa, pada awal 
tahun 1947 Abdul Qahar Mudzakkar membentuk dan memimpin pasukan berani 
mati, yang beroperasi di garis depan didaerah medium, Jawa Timur.  Sekalipun TRI-
PS dalam organisasinya mencakup semua pemuda Sulawesi Selatan, ada dua 
kelompok yang berbeda dalam TRI-PS, kelompok pertama yang inti terbentuknya 
TRI-PS yaitu kelompok pemuda yang dibebaskan oleh Abdul Qahar Mudzakkar 
bekas dari tahanan narapidana tahanan politik, maupun para tahanan bekas pencuri, 
perampok, pembunuh, mereka adalah kelompok yang kurang berpendidikan bahkan 
tidak berpendidikan, dan buta huruf, kelompok kedua, yaitu kelompok yang 
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berpendidikan seperti Saleh Lahade, Andi Mattalata, yang berpendidikan baik, yang 
sering sekali mengikuti sekolah Belanda.40 
Mengakibatkan adanya pertentangan dalam kubu militer, yang tidak 
berpendidikan dan yang berpendidikan, sehingga perbedaan itu berkembang dengan 
cepat dan menjadi isu politik dalam skala nasional. Gejala ini terlihat dengan 
pembicaraan masalah gerilya Sulawesi Selatan didepan sidang-sidang Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) pusat di Jakarta. Pada tahun 1950-1951 masalah ini yang 
sering muncul sebagai bahan pembicaraan yang hangat. Anggota DPR Sulawesi 
Selatan Daeng Lalo, Manai Sophian, Andi Gappa. Mereka banyak memberi informasi  
tentang situasi gerilya di Sulawesi Selatan kepada sidang-sidang DPR di Sulawesi 
Selatan. Ahirnya dikirim suatu misi parlemen ke Sulawesi Selatan yang 
beranggotakan 7 orang yang di ketua Mr. Sunarjo. Hasil yang diperoleh dari misi 
parlemen ini ialah membawa usul-usul dari Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan 
(KGSS). Isi usul tersebut yaitu agar mereka diakui sebagai anggota APRI didalam 
satu kesatuan brigade dengan komandanya Abdul Qahar Mudzakkar dan ditempatkan 
di Sulawesi Selatan.41 
Namun usulan tersebut ditolak oleh pemerintah RI karena adanya perbedaan 
jumlah gerilyawan yang diterima dalam Tentara Nasional Indonesia, kedua pemimpin 
Tentara menolak untuk membentuk suatu brigade yang terdiri semata-mata dari 
prajurit-prajurit yang dulunya gerilya “liar” tanpa adanya latar pendidikan yang baik, 
ketiga gangguan keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan disegaja atau tidak 
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disegaja adalah otoritas Abdul Qahar Mudzakkar.42 Demikian itulah penyebab 
lahirnya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dan Tenggara yang + 12 tahun lamanya, 
tidak dapat terselesaikan oleh Pemerintah RI, dengan lahirnya gerakan gerilya “Darul 
Islam” di Sulawesi Selatan Tenggara (Teluk Bone) pada tahun 1953-1965. Tampak 
gerakan gerilyawan pimpinan Abdul Qahar Mudzakkar yang ditandai dengan 
diproklamirkannya daerah Sulawesi dan Indonesia bagian timur termasuk Irian Barat 
sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di pimpin Imam Kartosuwirjo di Jawa 
Barat pada tanggal 17 Agustus 1953 – menandai babakan baru gerakan ini dengan 
mengindesifikasi diri sebagai gerakan DI/TII. Pangdam VII/Wirabuana pun 
melancarkan operasi dan berhasil mendesak kekuataan DI/TII di Sulawesi Selatan, di 
samping terjadinya perpecahan dalam struktur gerakan itu sendiri, menyikapi hal 
tersebut Abdul Qahar Mudzakkar bersama pasukannya mengundurkan diri dan 
memperkuat posisinya ke Sulawesi Tenggara 1953-1965.43  
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PERLUASAN GERAKAN DI/TII  DI KAWASAN TELUK BONE 
A. Teluk Bone dalam struktur gerakan DI/TII 
 Setelah tercapainya kemerdekaan di Indonesia persoalaan yang kini dihadapi 
bangsa Indonesia yaitu adanya permasalahan-permasalahan yang tidak dapat 
terselesaikan di antara kubu-kubu laskar-laskar pejuang yang dulu yang pernah 
membela tanah air bangsa Indonesia, terjadinya perbedaan paham antara para bekas 
gerilyawan dan para TNI, yang dulu laskar pejuang yang membela kemerdekaan 
Indonesia melawan penjajah namun malah membelok untuk melawan bangsa 
Indonesia (Alat Negara). Merujuk dari penjelasan di bab sebelumnya telah terjadi 
interaksi, akumulasi, antar wilayah yang berada di kawasan Teluk Bone, jauh 
sebelum kemerdekaan, sampai pada kemerdekaan , hingga sekarang ini, adanya 
persaingan antara tokoh-tokoh elite politik, hingga militer jauh sebelum 
kemerdekaan, sehingga dalam interaksi tersebut membentuk suatu kisah sejarah yang 
sama, namun di suatu fase/tahun yang berbeda. Demikian pula dengan gerakan DI/TII 
di Sulawesi Selatan adanya yang menimbulkan peristiwa sejarah yang amat dalam, 
yang harus di kaji secara mendalam, karena munculnya peristiwa ini adalah 
merupakan jalinan dari akumulasi peristiwa-peristiwa sebelumnya yakni persoalaan 
integrasi para gerilyawan kedalam APRIS sehingga munculnya persoalaan baru yakni 
munculnya gerakan DI/TII. 
1. KGSS, CTN,TKR,dan DI/TII 
 Sebagai organisasi bekas pejuang Sulawesi Selatan yang dibentuk, maka para 





menyalurkan kehendak mereka menjadi anggota APRIS. Tetapi ternyata tuntutan 
mereka tidak terwujud sebagaimana yang mereka kehendaki. Pemerintah RI tidak 
bersedia memenuhi tuntutan organisasi pimpinan Abdul Qahar Mudzakkar tersebut, 
yang mengakibatkan masalah gerilya Sulawesi Selatan menjadi semakin rumit.  Maka 
dari itu para tokoh politisi dan tokoh-tokoh masyarakat terlibat didalamnya.1 
KGSS yang lahir di Sulawesi Selatan atas prakarsa Saleh Syahban, 
sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh beliau sebab ia dikirim atas nama Komanda 
Group Seberang (KGS) pimpinan Letkol Abdul Qahar Mudzakkar. Seharusnya ketika 
ia tiba di Sulawesi Selatan dan berhasil menemui para pimpinan pemuda pejuang, 
cukup ia menjadi koordinator KGS saja. Saleh Syahban berangkat ke Sulawesi 
Selatan pada bulan Februari 1949 dengan tujuan mengumpulkan semua gerilyawan 
untuk dihimpun dalam satu wadah yang kemudian dikenal dengan nama Kesatuan 
Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). KGSS ini kemudian dipimpin sendiri oleh Saleh 
Syahban.2 
Ketika itu Saleh Syahban berhasil bertemu dengan para pemimpin gerilya dan 
kemudian hasil dari pertemuaan tersebut kembali dilaporkan kepada Abdul Qahar 
Mudzakkar. Pada bulan Agustus 1949 (yang kedua kalinya) Saleh Syahban di utus 
kembali ke Sulawesi Selatan untuk menindak lanjuti hasil pertemuaan pertama kali 
ini, ia ditugaskan untuk mengkordinir pasukan-pasukan yang masih aktif dengan 
membentuk staf koordinator dan ia sebagai penanggung jawab, yang kemudian 
mengeluarkan sebuah penetapan tentang status kelaskaran menjadi batalyon. Salah 
satu dari 10 batalyon yang dibentuk adalah Batalyon X07 untuk wilayah Kolaka dan 
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Kendari di bawah pimpinan M. Josep, yang kemudian diganti oleh Muhammad Jufri 
Tambora setelah di bebaskan dari penjara pemerintah NICA pada akhir tahun 1949.3 
 Pada bulan Desember 1949 diadakan konferensi di Maros yang di pimpin  
oleh Saleh Syahban sebagai kordinator Sulawesi dari KGS, batalyon-batalyon gerilya 
itu setuju untuk bersatu dalam KGSS. Akan tetapi meraka mengusulkan kepada 
pemerintah agar mereka diberi pengakuan sebagai TNI Divisi Hasanuddin, dibawah 
komando letnan kolonel Abdul Qahar Mudzakkar. Karena mereka merasa berhak 
bahwa perjuangan mereka berhak atas perlakuan yang sama. Beberapa pasukan, 
misalnya Lipan Bajeng, tidak menggabungkan diri dengan KGSS, tetapi tetap 
mengajukan tuntutan sebagai TNI Divisi Hasanuddin.4 
 Pemerintah Indonesia berusaha menguasai kesatuan-satuan gerilya Sulawesi 
Selatan untuk bergabung kedalam KGSS pada bulan pertama setelah pengakuaan 
kemerdekaan namun hasilnya pun gagal. Disebabkan adanya kekecewaan dari pihak 
KGSS akan kebijakan yang diambil pemerintah mengenai penggabungan KNIL 
secara besar-besar dalam kubu APRIS. Sementara jelas bahwa pihak  KGSS rela mati 
dalam pertempuran melawan Belanda, namun ternyata usulan mereka  en bloc 
ditolak. Ditambah lagi kebijakan terhadap pejuang yang baru kembali ke Sulawesi 
Selatan dengan pembubaran Brigade XVI pada tahun 1950 sehingga mereka tidak 
mempunyai tempat. Kecuali satu batalyon pimpinan Andi Mattalatta dan pasukan 
Wrong di kirim ke Kalimantan dan  sebagian ke markas besar AD di Jakarta 
sehubungan reorganisasi ketentaraan dan pembubaran Brigade XVI pada awal 
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tahun19505. Atas perkembangan tersebut perjalanan keliling yang dilakukan oleh 
Abdul Qahar Mudzakkar ke daerah-daerah KGSS, kemudian dilaporkan kepada 
Panglima TT VII/Wirabuana, yaitu Kolonel Kawilarang dalam sebuah rapat. Akan 
tetapi laporan yang diberikan oleh Abdul Qahar Mudzakkar tidak ditanggapi secara 
positif oleh Kawilarang, pada saat terjadinya kompromi politik terdapat perbedaan 
mengenai proses integrasi anggota KGSS ke dalam CTN (persiapan pembentukan 
Divisi Hasanuddin). Di dalam rapat yang diadakan pada tanggal 1 Juli 1950, 
Panglima Kawilarang mengeluarkan suatu dekrit yang dikenal dengan nama dekrit 
Kawilarang yang isinya menyebutkan bahwa KGSS dan organisasi gerilya di luar 
APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan 
organisasi tersebut, termasuk larangan untuk menjadi tentara. Hal-hal yang 
disampaikan oleh Abdul Qahar Mudzakkar dalam laporannya yang ditolak oleh 
Kawilarang adalah mengajukan permohonan agar mereka (anggota KGSS) dijadikan 
Brigade atau Resimen Hasanuddin dari TNI, dan ia sendiri sebagai komandannya.6 
Sementara itu dari pemerintah tetap berpegang pada sejumlah persyaratan 
menjadi anggota APRIS seperti lazimnya, persyarataan-persyaratan itu antara lain; 
(1) setiap calon anggota TNI (APRIS) tanpa kecuali adalah warga Negara RIS bekas 
anggota APRIS dan warga Negara RIS bekas Angkatan Darat atau memiliki 
pendidikan militer profesional yang disusun atau dibawah kekuasaan pemerintah 
Hindia Belanda dan warga Negara bekas anggota Angkatan Laut Kerajaan Belanda. 
(2) setiap calon harus mengadakan ikatan dinas selama tiga tahun, dibuktikan dengan 
surat pernyataan. (3) mereka yang tersebut pada point pertama dapat diterima menjadi 
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anggota APRIS sesuai dengan pangkat ahir yang dijabatnya. (4) bagi mereka yang 
diterima sesuai ketentuan pertama dengan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat 
yang dijabat terakhir hanya dilakukan apabila ada penetapan khusus dari presiden 
atau Menteri Pertahanan. Persyaratan-persyaratan tersebut sangat memberatkan bagi 
para gerilya terutama masalah pendidikan. Meskipun berbagai kompromi telah 
dilakukan kedua belah pihak tetap  bersikeras pada pendiriannya.7 Hal inilah yang 
menyebabkan Abdul Qahar Mudzakkar dan pengikutnya ahirnya memutuskan 
hubungannya dengan TNI dan menanggalkan tanda-tanda pangkatnya di depan 
Kawilarang, setelah itu beliau berkata ”Ini tidak ada gunanya”. Reaksi sangat keras 
itu diperlihatkan Abdul Qahar Mudzakkar sebagai tanda kekecewaannya terhadap 
TNI, terutama Panglima TT VII/Wirabuana, yaitu Kawilarang, Akibat ditolaknya 
permohonan Abdul Qahar Mudzakkar untuk membentuk satu Divisi atau resimen 
Hasanuddin di Sulawesi Selatan yang anggota-anggotanya berasal dari KGSS, 
ahirnya ia memutuskan lari masuk hutan untuk melakukan perang gerilya melawan 
TNI yang juga diikuti oleh sebagian besar para pengikutnya. Keputusan itu ternyata 
sangat besar pengaruhnya terhadap para gerilyawan di Sulawesi Selatan.8 
Hal tersebut yang membuat para gerilyawan lari masuk hutan. Meskipun 
demikian upaya dengan berbagai pendekatan tetap dilakukan pendekatan agar KGSS 
kembali ke masyarakat tetap dilakukan berbagai cara dengan pembentukan Corps 
Cadangan Nasional (CTN) persiapan TNI/ Brigade Hasanuddin pada tanggal 24 
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Maret 1951 akan tetapi pada 17 Agustus, Abdul Qahar Mudzakkar dan pasukannya 
tidak muncul untuk upacara  penggabungan diacara peringatan kemerdekaan yang 
penuh hikmat tersebut, Korps CTN telah mundur kedalam hutan, yang lebih 
celakanya mereka membawa uang senilai Rp 1,5 juta uang kontan dan 5.000 
pakaiyan seragam yang diberikan kepada mereka oleh Tentara sebagai hadiah dalam 
merayakan penggabungan mereka.9 
Namun dalam perkembanganya CTN usaha lanjutan pejuang, masuk 
keangkatan perang dari komando Be 40.000 dibawah Sjamsul Bahri dan Andi 
Tenriajeng tetap fanatik mengikuti perintah Abdul Qahar Mudzakkar, dengan 
menggabungkan diri dalam kubu Abdul Qahar Mudzakkar dengan berbagai usaha 
yang dilakukan pemerintah untuk penarikan anggota CTN keluar hutan namun tetap 
tidak bisa seperti percobaan yang dilakukan di Palopo dan Bone meraka tetap 
mengikuti kemauan dari Abdul Qahar Mudzakkar, sehingga lama perkembangannya 
gerakan Abdul Qahar Mudzakkar sudah mirip dengan kelaim idielogis, dan telah 
mempengaruhi masyarakat Islam yang ada di Wajo, karena Abdul Qahar Mudzakkar 
hanya ingin berunding dengan pemerintah dengan jalan perundingan antara Negara 
dan Negara.10 
Pada 5 Juli 1952, CTN dijelmakan menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). 
Bentuk pemerintahanya adalah Militer dengan sistem Distrik Militer atau Wherkraise. 
Untuk memudahkan jalannya administrasi dan teknik organisasi TKR. Maka daerah 
Sulawesi dibagi menjadi dua daerah yang disebut territorium de facto militer dan 
territorium di luar de facto militer. Territorium de facto militer meliputi daerah-
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daerah yang telah dapat distabileer dan dibentuk pemerintah militer yang diatur 
dengan sistem wherkraise yang dikepalai militer didaerah, tiap-tiap wherkraise 
militer daerah-daerah yang belum dapat distrabiliseer. Karena itu, dibentuk 
pemerintah militer yang diatur dengan jalan mengadakan komando post yang 
berkedudukan sebagai badan perwakilan Komando Pasukan Hasanuddin Pemerintah 
militer dengan sistem Wherkriese bertujuan untuk mewujudkan dan melaksanakan 
pertahanan de facto militer, pertahanan de facto pemerintah, dan kesejahteraan 
rakyat.11 
Pada 27 Dzulqaiddah 1372/7 Agustus 1953 Abdul Qahar Mudzakkar 
memproklamasikan berdirinya DI/TII, menyatakan daerah-daerah Sulawesi dan 
daerah-daerah yang berada disekitanya (meliputi wilayah Indonesia bagian timur 
termasuk “Irian”), menjadi bagian dari pihak Republik Islam Indonesia (RII), “Darul 
Islam” menyatakan diri bergabung dengan Imam Kartosuwirjo. Bahwa Abdul Qahar 
Mudzakkar bertujuan sama  dengan Bung Karno, mengenai pidatonya di Bone dan 
Palopo pada tanggal 11 dan 12 Oktober 1953, yang menyatakan bahwa masalah 
Sulawesi Selatan pada khususnya dapat diselesaikan secara politis, dan pertempuran 
antara pihak DI/TII dan TNI dapat terselesaikan apabila pemerintah bersedia 
mengakui berdirinya NII di Sulawesi Selatan yang mempunyai dasar hukum “Quran 
dan Hadist”.12 
 Maka dari itu babak baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kembali 
di uji “sebagaimana pesan bung Karno perjuangan saya lebih muda karena hanya 
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mengusir penjajah keluar dari NKRI, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena 
akan melawan sebangsa kalian sendiri” mungkin itulah pesan moral yang terjadi pada 
masa DI/TII pada tahun proklamasinya tahun 1953 dan berakhir pada tahun 1965. 
Dalam pandangan pemerintah gerakan mereka disebut gerakan separatis. Namun 
demikian gerilyawan mengalami pertentangan di dalam kubu DI/TII yamg akan 
dibahas berikut dalam sub bab berikut ini. 
a. Resimen Satu  
Setelah berganti namanya TKR menjadi Komando Pasukan Hasanuddin 
TT.IV. TII oleh Abdul Qahar Mudzakkar, berdasarkan berdirinya NII di Sulawesi 
Selatan Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1953 dimana Abdul Qahar Mudzakkar 
menyatakan daerah-daerah Sulawesi dan sekitarnya menjadi daerah DI/TII. TT IV, 
Abdul Qahar Mudzakkar sebagai panglima dari gerakan gerombolan DI/TII tersebut, 
yang mempunyai jumlah kekuataan Tentara, Tenaga manusia (mankracht) + 11.500, 
dengan gerilya rakyatnya + 20.000 orang, dan yang tidak bersenjata (Weerbaar)+ 
10.000 orang, mempunyai persenjataan yang cukup memadai, dengan Jumlah pucuk 
senjata keseluruhan (Vuurpunten) + 3.198 pucuk senjata, dengan tipe senjata 
(Watermantel) + 4 pucuk, dengan tipe senjata (Brengun) + 133 pucuk, jumlah senjata 
jenis bom daya ledak besar (Mortier “3” inci) 2 pucuk, jenis (Louncer) 1 pucuk, 
senjata jenis (Lewisgun tipe 7,7) 1 pucuk, dan masih banyak senjata-senjata jenis-
jenis senjata ringan lainnya yang terdiri dari, Karabijn, Pistol, Stengun, Owangun, 
Granat-tangan dan lain-lainnya.13  Senjata-senjata tersebut yang digunakan oleh 
pasukan DI/TII selama bergerilya di darat maupun di laut. 
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Sesudah Abdul Qahar Mudzakkar memproklamirkan negara Darul Islam, 
partai-partai politik di Palopo mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak Darul 
Islam dan mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara. Pemilihan umum yang 
pertama pada tahun 1955 di Sulawesi Selatan, terutama di wilayah pedesaan diluar 
Makassar, pertama-tama persaingan antara DI dan RI. Dimana Angkatan perang 
DI/TII melakukan penyerangan pada pemilihan umum lewat propaganda dan 
kekerasan seperti penculikan-penculikan dan penyerangan-penyerangan atas desa-
desa tempat berlangsungnya pendaftaran pemilih. Dua pejabat Depertemen 
Penerangan terbunuh tahun 1954 ketika kepedalaman dan memutar film tentang 
pemilihan umum. Anggota panitia pemilih diculik atau di bunuh, penduduk desa yang 
pergi mendaftar diri sebagai pemilih diancam, dan administrasi dihancurkan.14 
Setelah berdirinya NII maka Abdul Qahar Mudzakkar di kawasan Teluk Bone 
membagi struktur DI/TII di kawasan Teluk Bone, yang  organisasinya meliputi 
keresidenan Sulawesi Timur meliputi daerah-daerah Bone, Luwu dan Buton, dengan 
4 Brigade, 4 Wherkraise, 4 Comandoposten dan satu Daerah Militer Kota Besar 
(DMKB), mempunyai perincian Brigade dan daerah-daerah titik aksinya; Brigade 
BatuPutih masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu, Berigade 40.000 masuk dalam 
wilayah Kabupaten Bone bagian Timur  Kabupaten Pare-pare. Daerah princiaan 
daerah wehkraise dengan daerah aksinya, wehkreise I, perincian aksinya yaitu 
Kabupaten Luwu bagian Barat Sulawesi Tenggara, daerah perincian wehkreise II, 
masuk dalam wilayah kabupaten Bone perincian Commandoposten dengan daerah 
aksinya masuk dalam Comandeposten IV masuk dalam Kabupaten Sulawesi 
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Tenggara.15 Dimana kresidenan Sulawesi Timur berada dibawah komando Sjamsul 
Bahri.  
Terbentuknya lima batalyon yang semuanya merupakan persiapaan Brigade 
Hasanuddin, Batalyon Bau Massempe di Pare-Pare, Batalyon Batu Putih di Polopo, 
Batalyon Arif Rate di Bonthain, Batalyon Wolter Monginsidi di Enrekang, dan 
Batalyon 40.000 di Rappang. Masalah integritas CTN ke dalam APRIS, sehingga 
mengakibatkan terberbentuknya satuan-satuan DI/TII, namun dalam kubu DI/TII itu 
sendiri terjadinya pertentangan-pertentangan, pertentangan yang timbul akibat 
penggabungan Batalyon Bau Massepe Andi Selle ke Tentara Batalyon 719 pada 7 
Agustus 1953, menambah memperbesar pertentangan dalam kubu DI/TII. Namun 
tidak seluruh Batalyon Bau Massepe mengikuti komandannya , melainkan sebagian 
mengikuti tetap setia kepada Abdul Qahar Mudzakkar.16 
 Pembelotan Andi Sose bersama anak buahnya serta sebagian besar dari 
anggota ex-CTN disebabkan terjadi perubahan prinsip dan jalan yang ditempuh 
Abdul Qahar Mudzakkar yang tidak sesuai dengan prinsip perjuangan tahun 1945 
dengan mencari jalan lain yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri atau 
suatu golongan. Pada tanggal 5 April 1952 surat kabar harian Pedoman Rakyat 
memberitakan bahwa telah terjadi pembelokan antara pimpinan gerilyawan yang 
berbuntut pada pemecatan Kapten Andi Sose oleh Abdul Qahar Mudzakkar. Padahal 
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Andi Sose dikenal sebagai orang yang paling dekat dan merupakan Batalyon terkuat 
yang menjadi andalan Abdul Qahar Mudzakkar.17 
Pembelokan juga dilakukan oleh Bahar Mattalioe. Perseteruan antara kedua 
tokoh berpengaruh itu yaitu menyangkut pembentukan pasukan khusus yang diberi 
nama Momoc Ansarullah. Pasukan Momoc ini rencananya dibentuk untuk menjadi 
pengawal khusus Abdul Qahar Mudzakkar yang anggota-anggotanya ditarik dari 
pasukan TII. Oleh sebab itu, Bahar Mattalioe keberatan atas rencana itu sebab 
menurutnya bukan sekedar membentuk pasukan khusus, tetapi tujuannya adalah 
untuk merasionalisasi atau membubarkan pasukan DI/TII yang ada selama ini. Bahar 
Mattalioe menentang rencana itu dan tidak bersedia melebur pasukannya ke dalam 
pasukan Momoc Ansarullah. Sikap Bahar Mattalioe dianggap oleh Abdul Qahar 
Mudzakkar sebagai sikap menghalang-halangi rencana pembentukan Momoc 
Ansarullah. Membaca pernyataan tersebut menandakan bahwa jurang perseteruan 
antara kedua tokoh tersebut semakin terjal dan sulit untuk dipertemukan. Meskipun 
Bahar Mattalioe keberatan atas pembentukan pasukan khusus tersebut, namun 
kenyataannya tetap diwujudkan oleh Abdul Qahar Mudzakkar.  
Bahkan pasukan Momoc Ansarullah ini pada periode 1957-1959 merupakan 
pasukan kebanggaan Abdul Qahar Mudzakkar yang sangat ditakuti dan disegani oleh 
lawan-lawannya. Persenjataan yang dimiliki juga cukup kuat, bahkan ada jenis 
senjata tertentu yang dimiliki, belum dimiliki oleh TNI. Persenjataan yang dimiliki 
pasukan elit ini ditarik dari beberapa pasukan-pasukan teritorial dan semua senjata 
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berat serta lima persen dari semua senjata ringan dari untuk melengkapi persenjataan 
pasukan elit ini.18 
Yang paling mengecewakan lagi terhadap Abdul Qahar Mudzakkar yaitu 
gerombolan Hamid Ali/Usman Balo melepaskan diri dari organisasi Abdul Qahar 
Mudzakkar pada saat akan diadakannya persiapaan-persiapan oleh Abdul Qahar 
Mudzakkar pada pertengahan tahun 1953 pada saat akan beralihnya dari TKR ke 
DI/TII, gerombolan hamid Ali dan Usman Balo menamakan dirinya adalah Batalyon 
I Latimojong TKR, yang mempunyai cukup banyak tenaga manusia + 5.000 orang, 
persenjataan berat (Weerbaar) +2.000, persenjataan ringan (vuurpunten) + 1.397 
pucuk. Pertentangan antara Hamid Ali/Usman Balo dengan Abdul Qahar Mudzakkar 
mengakibatkan pertempuran-pertempuran yang terjadi diwilayah Sidenreng Rappang 
yang menyita banyak korban antara kedua belah pihak, sehingga Hamid Ali/Usman 
Balo merubah strategi dengan mengadakan kompromi dengan TNI, mengadakan 
hubungan dengan Ko. RI. 23/VII.19 Yang menyebabkan pemisah antara Hamid 
Ali/Usman Balo dan Abdul Qahar Mudzakkar menjadi terpisah dan terpecah. 
Bahwa TKR Kopas Latimojong termasuk gerombolan di Sulawesi Selatan, 
yang berfihak kepada pemerintah karena adanya suatu kepentingan agar angkatan 
TKR dapat di jadikan gerilya pemerintah dan ingin diberikan alat perang yang 
dibutuhkan dengan dalih untuk pemulihan keamanan di Sulawesi khususnya, apabila 
TKR  telah diberikan status gerilya pemerintah, maka sanggup menjaga keamanan di 
Sulawesi dalam jangka 2 tahun setelah diresmikannya, dengan catatan para anggota 
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TKR yang diterjunkan kemasyarakat mempunyai hak-hak yang merupakan objek 
pembangunan, agar pembangun yang ada di Sulawesi diserahkan penuh oleh 
pemerintah kepada anggota TKR Latimojong dan dilindungi UU RI dalam jangka 15-
20 tahun. Agar TKR dijadikan Kern Tentara Indonesia TNI. Meminta kepada 
pemerintah agar TKR dengan pasukannya dijadikan/dibiarkan masuk menyusun 
siasat didaerah Irian Barat secara angkatan bersenjata untuk merebut Irian Barat dari 
tangan Belanda. Mendesak kepada pemerintah agar mereka yang ikut berjuang di 
Irian Barat agar diberikan jaminan sosial/ekonomi termasuk kepada keluarga mereka 
yang gugur dan ditinggalkan.20 
Sehingga pada masa itu membuat kekuataan militer Abdul Qahar Mudzakkar 
semakin melemah, diterimanya Lipan Bajeng kedalam TNI sebagai kesatuaan, pada 
tanggal 28 April 1952 Lipan Bajeng bersama-sama dengan Brigade Mobile 
Jeneponto, diresmikan sebagai Batalyon TNI 721, dibawah komando Kapten 
Makatang Daeng Sibali. Satuan-satuan gerilya terus melaporkan diri. Satu kompi di 
bawah pimpinan Andi Singke diresmikan di sengkang tanggal 20 Mei. Dua 
diantaranya batalyon-batalyon CTN terpecah. pada tanggal 25 Mei, separuh dari 
Batalyon Arif Rate Diresmikan sebagai Batalyon TNI 722 dibawah komando kapten 
Aziz Taba, separuh lainnya di bawah komando Kapten M. Arief; separuh yang lain 
dibawah komando Sjamsul Bahri, tetap bersama Abdul Qahar Mudzakkar. Satu 
kompi di Daeng Pagessa dilantik di Majene pada tanggal 3 September. Sekitar 
separuh  dari anak buah Abdul Qahar Mudzakkar tetap bersama, dan separuh lagi 
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masuk TNI, kira-kira 5.000 orang bekas ex CTN telah dimobilisasi pada tahun 
1952.21 
Sehingga pertentangan antara Abdul Qahar Mudzakkar dengan Hamid 
Gali/Usman Balo mengakibatkan melemahnya kekuataan tentara Abdul Qahar 
Mudzakkar sehingga menguntungkan pihak TNI. Pemusatan kekuataan gerombolan 
Abdul Qahar Mudzakkar di beberapa daerah Sulawesi Selatan mengalami kesulitan 
untuk menghadapi pihak TNI, disuatu titik objek-objek penting, menjadikan titik 
berat medan Abdul Qahar Mudzakkar terbagi-bagi, dapat memudahkan pihak TNI 
melakukan penyerangan secara tepat (efisiensif), karena pihak Abdul Qahar 
Mudzakkar kesulitan dalam menghadapi pihak TNI secara terbuka (fronten), melalui 
serangan darat maupun laut dan berimbas juga gerakan DI/TII agak kesusahan 
mendapat informasi mengenai berita-berita yang tersebar pada saat itu.22 
Sehingga memaksa pihak gerilyawan untuk menerapkan taktik gerliya dimana 
pengertian taktik gerilya adalah perang si kecil dan si besar, pihak gerilya menahan 
lawan selama mungkin dengan mundur berangsur-angsur, sehingga baginya cukup 
waktu dan ruang untuk mengarahkan dan menyusun tenaga yang cukup kuatnya 
(jumlahnya) untuk membalas dengan serangan kembali. Jadi selama sebelum tercapai 
tingkatan itu ia terus melakukan defensif (bertahan), membela diri, dengan 
mengelakkan pukulan musuh, sampai pada saat dan tempatnya, dimana ia telah cukup 
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mengerahkan jumlah-jumlah (kekuataan) buat beralih kepada ofensif (menyerang), 
,kepada pihak lawan.23 
Pihak gerombolan Abdul Qahar Mudzakkar memindahkan pasukan-
pasukannya pada pertengahan Desember 1953 yang dulunya kekuataannya terletak 
disebelah utara daerah Palopo, telah beralih ketengah dan sebelah Selatan Sengkang, 
dan mendekati wilayah Kabupaten Makassar, pergeseran tersebut dilakukan oleh 
pihak Abdul Qahar Mudzakkar dengan tujuan untuk merebut atau menduduki daerah 
stratergis daerah-daerah militer, ekonomis, politis di daerah Makassar DMKB. 
Dengan mengirim pasukan momoc untuk menyerang secara intensif, dengan 
mengambil keuntungan dari politik terutama didaerah Makassar, dengan mengadakan 
gerakan pancingan terhadap Alat Negara TNI, agar daerah pertahanan yang potensial 
yang diduduki pihak TNI, dapat diambil alih kembali oleh gerombolan DI/TII.24 
Namun pihak TNI tidak hanya tinggal diam, dengan adanya serangkaian 
operasi TNI dalam rangka penumpasan gerakan ini. Operasi dalam rangka 
penyelesaian ini dapat dibagi dua periode TT.VII Wirabuana (1951-1957) dan 
periode Kodam XIV Hasanuddin (1957-1965). Operasi militer pertama (Merdeka) 
dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang setelah keluarnya pernyataan Perdana 
Menteri Sukiman bahwa sejak 17 Agustus 1951 alat-alat negara dapat bertindak 
kepada mereka yang menentang pemerintah yang sah (separatis). Hasil dari 
penyerangan ini menyerahnya Andi Selle Matola, tanggal 7 Agustus 1951. Ketika 
operasi sedang berlangsung terjadi pergantian pucuk pimpinan dalam TT 
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VII/Wirabuana, dari Kolonel A.E Kawilarang kepada Kolonel Gatot Subroto. 
Langkah yang ditempuh Gatot Subroto merupakan realisasi dari hasil konfrerensi 
keamanan di Denpasar pada 24-27 Februari 1952 bahwa penyelesaian masalah ex-
CTN dilakukan melalui pendekatan psikologis politis dan operasi militer. Pendekatan 
psikologi dilakukan dengan cara langsung menghubungi para komandan batalyon 
gerilya agar menjauhkan diri dari Abdul Qahar Mudzakkar dengan berbagai tawaran 
jabatan. Pendekatan kedua apabila pendekatan pertama tidak berhasil untuk 
melakukan operasi militer, maka di bentuk satuan komando militer Halilintar, yang 
dipimpin J.F Worouw. Menyebut operasi sebagai satuan samudra karena ibarat 
ombak laut gemuruh yang datang secara bergelombang. Untuk itu dibentuk Mobile 
Comando Operasi (MCO) yang berkedudukan di Palopo bertugas melakukan 
pengejaran terhadap pasukan Abdul Qahar Mudzakkar.25 
Namun penyerangan-penyerangan yang dilakukan pihak TNI, serta 
pembelokan-pembelokan yang dilakukan para anggotanya tidak sama sekali 
mengurungkan semangat beserta tekat Abdul Qahar Mudzakkar, untuk 
memperjuangkan idielogi yang menurutnya benar, dengan memperjuangkan NII, di 
pulau Sulawesi, dengan semangat ketentaraan Abdul Qahar Mudzakkar mengubah 
taktik dan strukturnya kearah bagian Sulawesi Tenggara yang menjadi markas DI/TII 
setelah terdesak di Sulawesi Selatan. 
b. Resimen Dua   
Pemindahan pasukan yang dilakukan gerilyawan DI/TII pada tanggal 23 
Desember 1953, 1 Batalyon yaitu Batalyon III dari Berigade BatuPutih dari daerah 
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Palopo bergeser ke daerah CP IV yaitu daerah Sulawesi Tenggara, sebagian dari 
kegiataan Batuputih bergerser dari daerah Palopo ke Selatan dekat perbatasan Kab. 
Makassar, nantinya disusul Sebagian dari Batalyon Patawari Berigade 40.000 
bergeser dari daerah Bone masuk kedaerah perbatasan Kabupaten Makassar, sehingga 
antara Berigade Batuputih dan Brigade 40.000 berkumpul pada satu titik untuk 
mengadakan penyerangan kekacauaan ke Sulawesi Ternggara, CP II dari Kabupaten 
Mandar telah mendapat bantuan untuk mempergiat serangan-serangan dan gerakan-
gerakan ke Sulawesi Tenggara di Kolaka dan sekitar Bau-bau.26 Bertambah kuatnya 
pasukan DI/TII dimana Be. 40.000 yang dikomandoi Patawari, digabungkan dengan 
Be. Lereng Tjinta agar kekuatan gerombolan DI/TII bertambah kuat untuk melakukan 
perlawanan-perlawanan.27 
Adanya perubahan struktur operasional dari daerah Sulawesi Selatan kedaerah 
Sulawesi Tenggara, termasuk dalam wilayah resimen II DI/TII pimpinan Muhammad 
Jufri Tambora, yang bermarkas di Boepinang, Kolaka-Sulawesi Tenggara Resimen 
ini dibagi dalam empat kesatuaaan territorial setingkat batalyon. Pertama Batalyon 21 
dipimpin oleh Kapten TII A. Bachtiar, bermarkas di Tinanggae (Kendari Selatan). 
Daerah-daerah operasinya mulai dari daerah Uluraya (Sungai Roraya) sampai daerah 
Kendari dan Muna. Kedua, Batalyon 22 dipimpin oleh Kapten TII Suparman, 
bermarkas di Mulaeno (Boepinang). Daerah operasi meliputi daerah Toaributon 
sampai Uluraya dan Kabaena. Ketiga, Batalyon 23 dipimpin oleh Kapten TII Hasan 
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Hasra (yang diganti oleh Mansur), bermarkas di Lasolo, Kolaka Utara. Wilayah 
operasinya meliputi sebagian daerah Kolaka dan Kendari. Keempat, Batalyon 24 
Komandan Kapten TII Khaerun Syahada (Hasra), bermarkas di daerah Kolesusu yang 
terletak di ujung utara pulau Buton. Wilayah operasi meliputi daerah Buton dan 
kepulauan Wakatobi. Rencana awal penempatan markas Batalyon 24 ini adalah di 
daerah Kepulaun Wakatobi, tetapi karena tidak memiliki hutan yang luas untuk 
bergerylia maka kemudian ditempatkan di Kolesusu. Pimpinannya juga mengalami 
perubahan yang sebelumnya dijabat Kapten TII Haerun Syahada (Hasra) kemudian 
diganti oleh Kapten TII Muuas atau La Mui.28 
Daerah Poleang Rumbia adalah merupakan sentral basis yang kedua dari 
Kolaka kedudukan didesa Boepinang, pimpinannya ialah Mappiare Deng Mananrang 
dan S. Rumbajan. Semenjak tahun 1947 mereka telah tunduk oleh pasukan-pasukan 
KNIL dan pada waktu itu pimpinan-pimpinan itu cerai berai dan sebagian lagi 
terbekuk yang bertahan adalah J. Rumbayan karena bekerja kepada kepala Distrik 
Poleang Bugis dan setelah tahun 1947 menjabat wakil kepala Distrik J.C. Rumbayan 
yang melanjutkan perjuangan di belakang layar menyusun barisan dibawah tanah. 
Pada  umumnya di Sulawesi Tenggara hanya pernah mengadakan pasar malam 
tanggal 1 Agustus 1948 dan penaikan sang saka merah putih di tahun tersebut 
J.Rumbayan bertanggung jawab atas perjuangan di bawah tanah tersebut dan menjadi 
Buronan oleh Belanda, sehingga pada tahun 1949 ia dengan beberapa anak buahnya 
melarikan diri ke Bone dan langsung ke Makassar. Anak buah dari J. Rumbajan 
sebagian besar ditinggal dan mereka inilah yang meneruskan perjuangan dan mereka-
mereka inilah sebagian besar anggota-anggota dan pimpinan DI/TII di Sulawesi 
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Tenggara, dan sebagian besar anggotanya berasal  dari Kolaka menggabungkan diri 
dan pada masa Belanda masih menginjakkan Kakinya di Pulau Sulawesi mereka 
inilah yang tidak mau tunduk kepada perintah Belanda, dan mereka pulalah yang 
mengadakan gerombolan gerakan gerilya didaerah Kewedanan Kolaka, Poleang 
Rumbia, kewedanan Kendari, Muna dan Buton. Setelah tahun 1950 Andi Tenriajeng 
memimpin melanjutkan memperjuangkan daerah tersebut hingga awal tahun 1952, 
maka pimpinan berganti ketangan Jufri dan Haji Wahid.29 
 Taktik perjuangan Abdul Qahar Mudzakkar sejak bergesernya ke Sulawesi 
Tenggara yaitu menggunakan taktik Gerilya laut. Dimana Abdul Qahar Mudzakkar 
mampu menempatkan konsentrasi-konsentrasi pasukannya dalam jumlah besar, 
dalam medan laga sebelum tahun 1954, sekalipun TNI tidak sekali tanpa sukses 
untuk memukul mundur pasukan Abdul Qahar Mudzakkar sebelum tahun 1954. 
Apabila TNI memperoleh kemenangan, TNI mengikut sertakan artileri beratnya 
maupun pesawat-pesawat tempur angkatan udara, yang menekan gerakan Darul 
Islam. Juga Angkatan Laut turut serta dalam beberapa operasi ini, tidak hanya 
menghujani pantai dengan tembakan meriam, akan tetapi juga untuk menghentikan 
kegiataan kapal-kapal perompak Abdul Qahar Mudzakkar yang kadang-kadang 
menyerang kapal dagang.30 
B. Faktor Geografis dan Demografis  
Untuk dapat menerapkan tektik gerilya dengan taktik muncul dan menghilang 
yang tak dapat dicari tetapi selalu terasa dimana saja, gerilya memerlukan pangkalan-
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pangkalan, diantara kedudukan-kedudukan musuh, yang diladeni oleh rakyat, yang 
cukup tersedia di berbagai pelosok buat keperluan gerilya yang mondar-mandir, 
pangkalan-pangkalan tersebut harus bertempat dimana wilayah dan rakyatnya bisa 
bekerja sama diajak berkompromi. Wilayah yang sulit ditembus oleh musuh, yang 
cukup tempat persembunyian dan jalan penyingkiran, yang tak dapat diserbu oleh 
musuh secara besar-besaran dengan peralatan-peralatan yang berat, dimana pihak 
gerylia dapat memaksa musuh untuk berhadapan dengan peralatan yang sama, yakni 
secara infantry belaka. Wilayah atau bumi yang memang dikenal oleh gerilyawan, 
bumi yang didiami masyarakat yang mempunyai nilai semangat juang yang tinggi, 
yang mempunyai ideologi yang sama oleh gerilyawan. Syarat-syarat bumi dan rakyat 
adalah yang terbaik, akan sempurna taktik gerilya apabila si gerilya bersarang 
ditanahnya didaerah dikawasan kampung halamanya dan sanak saudaranya.31 
Sebagaimana di Sulawesi Selatan yang mempunyai menunjukkan provinsi 
yang mempunyai daerah pantai yang cukup luas. Didaerah ini juga terdapat Teluk 
Bone dan Selat Makassar, 23 daerah tingkat II yang dimilikinya, terdapat 20 daerah 
yang mempuyai garis pantai dan hanya tiga daerah yang tidak mempuyai garis pantai, 
yaitu Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Soppeng. Terdapat pegunangan Latimojong 
lebih 30 km membentang dari barat-laut tenggara,puncaknya 3.412 meter, dan masih 
adalagi gunung yang tingginya  800-1000 meter, wilayah daratan rendah Masamba 
Kab Luwu.32 dan daerah-daerah Bugis yang lainnya. 
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Alasan Abdul Qahar Mudzakkar menempatkan satuan angkatan bersenjata 
yang terdiri  berapa resimen dikawasan Kabupaten Luwu yaitu Berigade Batuputih 
karena georafis daerah tersebut strategis untuk taktik bergerilya. Ketikia TNI 
mengirim Batalion inf 518 pada tahun 1956, yang diberi kode Garuda, yang terdiri 
atas Kdo 48 Garuda dibawah pimpinan Kapten Roesdijanto dengan kekuataan 40 
orang termasuk 1 platon piomir, Kompi senapan I di bawah pimpinan Lts. Soetaji, 
Kompi senapan II di bawah Ltd Satino, Kompi senapan IV di bawah Soewarjo. 
Medan Pantai Babana Sampano sampai BonePutih, sepanjang pantai merupakan kaki 
bukit berbatu-batu menanjak, di daratan ditumbuhi pohon-pohon kelapa semak 
belukar, sebagian kecil terdapat pula empang-empang pada bekas perkampungan. 
Boneputih sampai Lalo’a sebagian besar medannya datar dan tertutup semak belukar, 
sebagian kecil terdapat ladang-ladang baru dan perkampungan, diantaranya terdapat 
medan terbuka karena bekas persawahan dan ladang. Lalo’a sampai Latalla sebagian 
besar medannya datar dan tertutup hutan belukar, sebagaian kecil terdapat dataran 
tinggi terutama di Latalla. Medan jalan sehabis hujan sangat licin. Sepanjang jalan 
terdapat rintangan pohon yang ditumbangkan oleh gerombolan DI/TII, terdapat pula 
tanah-tanah yang berlubang yang mengakibatkan becek ketika habis hujan. Lalo’a 
sampai Boneputih melalui route Lalo’a Lambompong dan melalui jalan besar sampai 
ke Boneputih, sebagian besar medan datar tertutup hutan belukar. Dikampung 
Labampang terdapat banyak perkebunan sayur/sawah menyusur jalan besar dari 
Labampang sampai Boneputih kiri kanan terdapat ketinggian medan tertutup belukar, 
sebagian rawa-rawa dan sebagian kecil sawah-sawah. Selama dalam perjalan 
mengalami + 5 kali menyebrangi sungai Sungai Rauwang, Sungai Latalla, dan Sungai 





desar dan kedalaman 1 sampai 3 meter. Keadaan perkampungan yang sempat dicapai 
Batalyon Infatri 518, kampung sudah tidak merupakan suatu perkampungan yang 
besar tetapi terpencar-pencar menjadi kelompok-kelompok kecil. Umumnya terdapat 
ditengah hutan dan semak belukar, atau tempat-tempat yang sukar didatangi oleh 
pihak TNI, dan perkampungan yang dijangkau TNI, rumah-rumah masyarakat sudah 
kosong tidak berpenghuni.33 Dari keterangan tersebut faktor georafis menjadi faktor 
pendukung gerakan DI/TII, melalui pengenalan medan yang baik akan menyulitkan 
pihak lawan untuk menyerang dalam jumlah banyak. 
Selain daerah Luwu, Abdul Qahar mudzakkar menempatkan salah satu 
Brigadenya yaitu Berigade 40.000 di kab. Bone yang berada dikawasan dataran 
rendah yang cukup luas dan mempunyai lahan yang cukup luas untuk pertanian yang 
membujur dari  utara ke seletan sampai pantai Teluk Bone, pegunungan yang 
membujur sepanjang pesisir barat, daratan rendah, terhampar dibagian tengah dan 
tepi pantai bagian timur, daratan rendah yang membujur sampai pantai Teluk Bone34. 
Kabupaten Bone Sendiri, mempunyai pelabuhan-pelabuhan. Dimana pada masa 
gerakan DI/TII terdapat pelabuhan-pelabuhan tertentu yang digunakan oleh 
pendukung DI/TII untuk kepentingan berlangsung gerakannya, khususnya untuk 
memperoleh senjata bagi pasukan DI/TII, ada juga pelabuhan yang digunakan untuk  
penyelundupan-penyelundupan hasil bumi yang dijual dan diperdagangkan di daerah 
lain, antara lain pelabuhan Bajo,e.35 Gerakan DI/TII daerah Bone mempunyai satuan 
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angkatan bersenjata yaitu Brigade 40.000, Kabupaten Bone masuk dalam dalam 
daerah perincian Wehrkreise II.36 
Daerah operasi DI/TII di Sulawesi Tenggara umumnya didaerah perairan dan 
kepulauaan. Dari empat kesatuaan Batalyon yang dibentuk, kecuali Batalyon 23, tiga 
Batalyon lainnya daerah operasi mencakup daerah perairan dan pulau-pulau. 
Konsentrasi wilayah operasi yang demikian disebabkan kondisi geografis daerah 
yang memiliki wilayah perairan lebih kurang 110.000 km2  dan panjang garis pantai 
lebih kurang 1.740 km2 dari total luas wilayah daerah Sulawesi Tenggara lebih 
kurang 149.740 km2 sebaran wilayah daratannya lebih kurang 38.000 km2. Dengan 
demikian perbandingan wilayah darat dan laut dinyatakan 1 : 3 luas daratan  1 km dan 
laut 3 km. oleh sebab itu, penempatan markas umumnya berada dipesisir pantai dan 
bergeser ke daratan jika terdapat serangan dari arah laut. Strategi perjuangan adalah 
gerilya laut. Dengan menyerang sasaran pada saat lemah atau tidak siap, dan 
meninggalkan bila tidak mampu menghadapinya, atau sasaran dalam kondisi siaga. 
Taktik gerilya laut umumnya dialamatkan kepada penduduk dipesisir pantai, 
kepulauan, dan para pelayar.37 
  Selain faktor geografis faktor demografis pun berpengaruh, mengapa Abdul 
Qahar Mudzakkar memilih daerah konsentrasi Sulawesi Selatan dan setelah terdesak 
oleh satuan Alat Negara RI (TNI), Abdul Qahar Mudzakkar memilih bergeser 
kedaerah atau Wilayah Sulawesi Tenggara.  Karena adanya perasaan kedaerah 
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perasaan kekeluargaan, dan karena fanatisme keagamaan.38 Sulawesi Selatan 
khususnya diwilayah pesisir pantai Teluk Bone yaitu rata-rata wilayah orang Bugis, 
antara lain Bugis-Luwu, dan Bugis-Bone, Bugis-Wajo. 
 Bagi suku-suku lain, orang Bugis dikenal sebagai orang yang berkerakter 
keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan, demi mempertahankan kehormatan, 
mereka bersedia melakukan tindak kekerasaan. Dalam interaksi orang Bugis 
menggunakan sistem patron-klien sistem kelompok kesetiakawanan atau 
kekeluargaan (Sompunglolo), antara pemimpin dan pengikutnya yang saling kait-
mengait dan bersifat menyeluruh39. Abdul Qahar Mudzakkar mempunyai watak yang 
keras, lingkungan keluarga Abdul Qahar Mudzakkar lingkungan keluarga Bugis 
Luwu yang memang digambarkan mempunyai tingkat keberanian yang tinggi40. Pada 
masa pendudukan Jepang ia sempat bersitegang dengan Raja Luwu (Andi Jemma) 
karena Raja Luwu memilih tunduk kepada Jepang, sehingga Abdul Qahar Mudzakkar 
diusir dari tanah kelahirannya (di paoppangi tana), sehingga ia pergi merantau ke 
Tanah Jawa.41 
Sebagaimana dalam pidato Abdul Qahar Mudzakkar dalam sidang konferensi 
Republik Islam Indonesia (RII) bagian Timur pada hari ke II, dalam pidatonya Abdul 
Qahar Mudzakkar beliau berkata “Sedari dahulu dizaman Penjajahan Belanda, 
Bangsa Bugis-Makassar bernama dengan julukan “Z” Rovers” atau Bajak Laut, 
memang Bangsa Bugis-Makassar adalah bangsa yang berhati keras, berjiwa baja, tak 
                                                            
38Arsip M. Saleh Lahade (1953-1957) Reg. 191; Laporan Mengenai Kekuataan Tenaga, 
Kekuataan Senjata-Senjata Organisasi, Taktik dan Rencana-Rencana Dari Gerombolan-Gerombolan  
di Sulawesi Selatan, Mh. Sajuti, tanggal 28 Januari 1954. 
39C. Perlas “Manusia Bugis”…h. 5. 
40Anhar Gonggong, Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak”…h. 97. 





gampang ditundukkan, berani mengarungi lautan sampai Australia hingga Tiongkok. 
Dengan tuntunan tauhid bangsa Bugis-Makassar akan menjadi pelopor dalam 
menegakkan panji-panji Islam, tetapi Zonder (tanpa) tauhid akan menjadi perusak 
perikemanusiaan.42 
Daerah Bugis mempunyai areal pesawahan yang cukup luas, padi dan Jagung 
merupakan hasil pertanian yang utama dan ada juga kacang ijo, kacang tanah.  Pada 
masa DI/TII dalam keadaan yang tidak aman, Sulawesi Selatan tetap menjadi 
penghasil padi/beras, daerah ini juga sangat potensial untuk menghasilkan Kopra 
didalam hubungan dalam situasi di Sulawesi Selatan periode DI/TII hasil bumi 
tersebut mempunyai kedudukan yang khas. Hasilnya tidak hanya diperhitungkan 
untuk kebutuhan perdagang-ekonomi dan kehidupan sehari-hari melainkan juga 
mempunyai kedudukan yang penting dalam bidang politik, namun tetap tidak 
dinafikkan arti perdagangan ekpor. Pada tahun 1953-1965 ditaksir 59.193 ha dan 
63.784 ha. Jumlah areal yang seluas ini menghasilkan 49.531 ton setiap tahunnya dan 
terus mengalami peningkatan.43 Alasan ini pula yang menyebabkan Abdul Qahar 
Mudzakkar memilih kawasan daerah Bugis untuk wilayah konsentrasi DI/TII. 
Sebagian besar daerah penghasil Beras dan Kopra berada di bawah kekuasaan DI/TII, 
dan Kopra merupakan komoditi ekspor pada tahun 1930. Dan pada masa gerilyawan 
Kopra banyak diselundupkan keluar negeri oleh Abdul Qahar Mudzakkar maupun 
Andi Selle.44 
                                                            
42Arsip M. Saleh Lahade (1951-1953) , Reg 187,  Saleh Lahade Republik Islam Indonesia, 
Notulen  Confetrensi Organisasi Revolusi, Sewilayah R.I.I. Bahagian Timur.  
43Anhar Gonggong, “Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak”… h. 22-
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     Dalam menjalankan aksinya Abdul Qahar Mudzakkar sebagai orang Bugis, 
juga menjalin hubungan dengan orang Bajo, apabila ia berada dalam medan laut ia 
menggunakan taktik gerilya laut. Gerilya laut umumnya ditujukan kepada penduduk 
yang berada dipesisir pantai, kepulauaan, pelayar. Secara ekonomi dan strategi, objek 
sasarannya dapat mendukung kebutuhan perjuangan. Potensi ekonomi daerah 
kepulauan, sumberdaya manusia yang dimobilisasi dalam gerakan dan perahu sebagai 
sarana penghubung mobilitas gerilya laut, merupakan kesatuan yang menjadi sarana 
setiap kali melakukan aksinya, kelangsungan gerilya laut tidak luput dari keberadaan 
dan peran orang Bajo yang tersebar dikawasan Teluk Bone, seperti orang Bajo yang 
berada di kabupaten Bone tepatnya di Bajo,e. Sebagaimana orang Bajo hidupnya di 
laut dan perahu tradisionalnya merupakan aset. Kepiawaiyan orang Bajo dalam 
Intensitas mobilitas mengarungi lautan dimanfaatkan oleh para gerilyawan untuk 
mengangkut barang antar pulau maupun sebagai penunjuk jalan (mata lala)45. Dalam 
sejarah keberadaan orang Bajo di pantai Bone,  dikisahkan seorang gadis Bajo 
melarikan diri dari Malaka. Perahunya hanyut sampai di Bone, disana ia ditemukan 
oleh raja, karena beberapa hari tak kembali keluarganya pergi mencarinya, ternyata 
ketika ditemukan ia telah dinikahkan oleh raja Bone dengan putra raja, karena itulah 
kemudian Raja Bone menghadiahkan kepada mereka sebuah pelabuhan (sekarang 
bernama pelabuhan Bajo,e).                              
Cerita Sawerigading juga sangat terkenal di Sulawesi Tenggara, masyarakat di 
Sulawesi Tenggara  menganggap Sawerigading adalah pemersatu rumpun yang ada di 
Kolaka dan Konawe, dari tradisi lisan datanglah seorang laki-laki bernama 
Larumbalangi  yang berasal dari daerah Luwu,yang berhasil mempersatukan 
                                                            





penduduk menjadi satu kerajaan yaitu Kerajaan Mekongga. Jadi sejak dahulu antara 
Luwu dan Kolaka sudah menjalin hubungan yang baik. Adanya hubungan kedekatan 
emisional (etnis). 
Selain faktor kedekatan emosional juga menjadi daya tarik tersendiri pasukan 
DI/TII untuk memperkuat posisi di Sulawesi Tenggara, keberadaan orang Bugis-
Makassar diberbagai sub etnis dibeberapa daerah ini adalah pesisr pantai Poleang 
Barat, Poleang Timur, Rumbia, Tianggae, dan Lainea serta pantai barat Kabaena 
yakni Baliara dan Sikeli serta Toli-toli di pantai timur Kabaena. Daerah Poleang dan 
Rumbia yang masuk dalam wilayah pemerintah Swapraja dan Kewedanan Buton 
merupakan lumbung bahan pangan daerah ini. Dengan demikian, ketika pasukan 
DI/TII masuk ke daerah-daerah tersebut adanya rasa solidaritas diantara mereka, 
sehingga dengan mudah berjuang dengan masyarakat dan bahkan turut pula dalam 
pergerakannya. Sulawesi Tenggara pun merupakan perembesan melalui jalur laut 
yaitu melalui Teluk Bone kemudian masuk dan menyebar ke Boepinang, yang 
kemudian dijadikan markas Korem II DI/TII, dan berbagai daerah konsentrasi DI/TII 
di Sulawesi Tenggara.46 Dimana dari sektor ekonomi dimana-mana sepanjang pantai 
maupun pedalaman terdapat perkebunan kelapa. Kelapa-kelapa ini pun dijual kepada 
orang Bugis.47 Maka dari pada itu gerakan DI/TII, lebih memilih Kolaka sebagai 
tempat Konsentrasi di Sulawesi Tenggara, karena hampir seluruhnya daerah Kolaka 
berada di daerah de fakto DI/TII, dan beberapa tempat antara lain daerah Rumbia 
Poleang, Pulau Muna, sebelah Utara dan Barat, ,Kewedangan Buton bagian Selatan 
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sampai Kepulauaan Tukang Besi dan sebelah Utara adalah di duduki gerombolan 
DI/TII.48 
C. Faktor Sosial Politik     
Apabilah dipandang dari perseptif pendekan agama maka orang Bugis-
makassar hampir 90% beragama Islam terutama orang-orang Bugis. Kedatangan 
Islam di Tana Bugis ditandai dengan Islamnya Kerajaan Luwu, yang dibawah oleh 
tiga muballik asal Minangkabau, mereka dikenal dengan nama (datu tellu,e) Bugis, 
dan (datuk tallua) Makassar, yaitu Abdul Makmur, Khatib Tunggal, Datuk 
Ribandang. Sulaiman, Khatib Sulung, Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman. Abdul 
Jawab, Khatib Bungsu, Datuk Tiro.49 
Masuknya Islam di tanah Bugis membawa pengaruh/perubahan yang cukup 
signifikan dimana adanya akumulasi Islam dalam struktur panggadereng ditambahnya 
unsur syara dalam Bugis, syariat dalam bahasa Indonesia. Dikalangan masyarakat 
Sulawesi Selatan, dimana sistem penyebaran Islam di Sulawesi Selatan yaitu 
menggunakan metode (Top down) dari atas ke bawah, para ulama-ulama penyebaran 
Islam yang datang ke Sulawesi Selatan, pertama-tama mengislamkan raja-raja yang 
ada di Sulawesi Selatan. Pada paruh abad ke 16 hampir seluruh kerajaan Bugis-
Makassar masuk Islam. Ditandai dengan masuk Islamnya Kerajaan Luwu pada tahun 
1603, ditandai dengan Islamnya Raja Luwu La Patiware,  dengan gelar Arab, Sultan 
Muhammad Mudharuddin. 
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Setelah Islamnya kerajaan Luwu kemudian disusul kerajaan kembar Gowa-
Tallo (Makassar), yaitu ditandai masuk Islamnya Raja GowaTallo I Malingkaana 
Daeng Nyonri, setelah memeluk agama Islam beliau berganti nama Sultan Abdullah 
Awwalul Islam. Raja Gowa yang pertama I Manggarangi Daeng Manrabia diberi 
Gelar Sultan Alauddin, pada malam Jumat 9 Jumadil Awal 1104 H/22 September 
1605 M. Selanjutnya penyebaran Islam ditanah Bugis kadang-kadang harus melalui 
Jalur ekpansi, karena adanya sentiment persaingan antara kerajaan-kerajaan, setelah 
ditaklukkannya kerajaan-kerajaan Bugis,  Sidenreng dan Soppeng memeluk Islam 
paru tahun 1906, Wajo paru tahun 1610, dan terakhir kerajaan Bone 1611.50 
Maka dari penjelasan tersebut dari zaman kerajaan, masyarakat Sulawesi 
Selatan Tenggara, sudah mengenal Islam, jauh sebelum lahirnya, gerakan gerilyawan 
DI/TII, di Sulawesi Selatan Tenggara yang dipimpin oleh Abdul Qahar Mudzakkar, 
dengan gerakan DI/TII, Maka dari pada itu dari pengamatan penulis, pendekan sosial 
politik yang amat cocok untuk masyrakat Sulawesi Selatan Tenggara yaitu 
pendekatan kekeluargaan dan juga amat menguntungkan apabila menggunakan 
pendekatan keagamaan maka dapat menguntungkan Abdul Qahar Mudzakkar 
merebut hati masyarakat untuk memperoleh pengikut. Dimana perjuangan Abdul 
Qahar Mudzakkar melalui beberapa fase-fase dipakai dasar sebagai berikut : pertama, 
Kekecewaan terhadap pejuang 1945 terhadap penghargaan dari pemerintah, tidak 
diterpilihnya para anggota gerilyawan yang dipimpin Letkol Abdul Qahar Mudzakkar 
kedalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang kini menjelma 
menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia TNI. Kedua, yaitu adanya perasaan 
kedaerahan, sebagai orang Bugis dimana rata-rata jabatan-jabatan yang strategis di 
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Sulawesi Selatan Tenggara diduduki oleh orang dari luar Sulawesi, melainkan orang-
orang Minahasa. Dan ketiga yaitu adanya pendekatan keagamaan yaitu adanya 
fanatisme agama dalam diri Abdul Qahar Mudzakkar.51 
Abdul Qahar Mudzakkar dalam masa kecilnya di panggil La Domeng, pada 
usia 17 tahun ia dikirim ke Solo-Surakarta (Jawa) untuk belajar perguruan Islam, 
sebuah sekolah Muhammadiyah, dan dari Hizbul Whaton gerakan panduan 
Muhammadiyah.52Maka dari itu Abdul Qahar Mudzakkar mempunyai dasar agama 
yang baik. Dan satu-satunya kekuataan sosial-politik terorganisasi yang mempunyai 
akar cukup dalam di Sulawesi Selatan adalah Muhammadiyah. Organisasi ini 
mempunyai cabang-cabang di semua keresidenan pada tanun 1930-an,dan pada 
waktu itu menyelenggarakan kira-kira enam puluh sekolah, yang lulusan-lulusan 
sekolah tersebut mempunyai kader-kader yang siap mendukung kegiataan politik 
Islam. Setelah tahun 1950 Masjumi mulai aktif di Sulawesi Selatan, dan dengan 
memanfaatkan inti dukungan tersebut. Ditingkat nasional masjumi matian-matian 
menentang Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sangat anti komunisme. Meskipun 
tidak ada hubungan antara masjumi dan DI, akan tetapi adanya hubungan-hubungan 
simpatik atas dasar pribadi dan perseorangan, dan adanya kesejajaran  tujuan tertentu 
untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam dan berlakunya hukum 
Islam bagi warga negara yang beragama Islam.53 
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Para gerilyawan DI/TII berusaha mengajak masyarakat mendukung gerakan 
DI/TII dengan ajaran jihad, dengan bukti-bukti yang terang, bahwa seperti pada saat 
pembentukan PRRI/PERMESTA di Indonesia. Sebagaimana pendapat gerilyawan 
DI/TII bahwa Sukarno akan ditinggalkan oleh rakyat karena tidak mau dikomuniskan, 
mereka mempengaruhi rakyat di Sulawesi Selatan Tenggara dengan barisan anti 
komunis, gerombolan DI/TII berpendapat bahwa Sukarno telah menyeleweng dari 
UUD 1945: dengan kunjungan Sukarno yang pertama ke Rusia tahun 1947. Disana 
mendapat isteri tidak resmi (gundik) di Rusia. Bahwa Sukarno akan menjelmakan 
politik diktator ala Komunis Rusia. Dengan menjalankan Demokrasi terpimpin ala 
Komunis Rusia. Membentuk Kabinet Gotong Royong ala komunis Rusia. 
Membentuk Dewan Nasional ala Komunis Rusia untuk membubarkan DPR. 
Gerilyawan DI/TII juga berpendapat kepergian kedua kalinya Sukarno ke 
Rusia tahun 1959, secara diam-diam mengunjungi isteri sirihnya, dan Sukarno 
diminta oleh Komunis Rusia setelah kembali ke Indonesia supaya membubarkan 
Konstitusi. Kepergian ketiga Sukarno ke negara-negara Komunis, dibacakan oleh 
pimpinan Komunis Rusia, supaya sekembalinya di Indonesia membubarkan DPR, 
dan diganti DPR ala Sukarno Komunis. Gerombolan DI/TII berusaha menyakinkan 
rakyat, bahwa Sukarno berpolitik palsu, sebagaimna Sukarno meneriakkan manifesto 
tahun 1959, kembali ke UUD 1949. Menurut pasukan gerilyawan bahwa Sukarno 
sendiri telah menghianati UUD 1945. Bahwa Sukarno berkata kebijakan RI dipimpin 
oleh kebijaksanaan ”musyawarah” (Kedaulatan Rakyat). Tetapi apakah Sukarno 
mengadakan Musyawarah sewaktu membubarkan Konstitutie jawabanya tidak, 
apakah Sukarno mengadakan musyawarah  sewaktu membubarkan DPR jawabanya 





musyawarah jawabanya tidak. Dengan penjelasan diatas maka para gerilyawan 
mengajak masyarakat untuk memperjuangkan Revolusi Islam, untuk menghilangkan 
Komunis dalam waktu yang singkat, para gerilyawan DI/TII mengajak semua 
masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan Tenggara untuk hidjrah meninggalkan 
kampung halamanya, dan segera bergabung ke daerah de fakto DI/TII dimana saja 
berada54. Dari penjelasan diatas bahwa gerombalan DI/TII berusaha mempengaruhi 
masyarakat Bugis supaya mengikuti gerilyawan memperjuangkan NII di atas 
pemerintahan RI, dengan prinsip hijrah dan bergabung dengan DI/TII. 
Selain dari pada faktor diatas adapula faktor lain yaitu mengenai otonomi 
daerah sebagai hasil dari pemikiran tokoh-tokoh Perjuangan Rakyat Semesta 
(PERMESTA), yang diemplimentasikan dalam berbagai kegiataan pembangunan. 
Supaya pengimpelementasian ide otonomi daerah ini dapat efektif dan merata, maka 
di perlukan daerah pembagian otonomi, agar terjadi distribusi kekuasaan kedaerah-
daerah yang efektif dan merata. Bedasarkan keterangan yang diatas maka pada 
tanggal 20 Maret 1957, Sumual selaku Kepala Pemerintah Militer, mengeluarkan 
Surat Keputusan No. Kpts 0139/30-1957, mengenai pembagiaan daerah otonomi 
tingkat I, maka wilayah wirabuana terdiri atas; daerah Sulawesi Selatan Tenggara 
dengan ibukota Makassar. Selain pembentukan daerah otonomi tingkat I, juga muncul 
tuntutan beberapa daerah kabupaten menuntut otonomi tingkat II. Seperti daerah 
Sulawesi Selatan dan Tenggara diantaranya tuntutan daerah kabupaten Gowa, Bone 
dan Luwu dibagi menjadi beberapa kabupaten lebih kecil55. Ini juga merupakan 
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faktor sosial politik mengapa DI/TII memilih tempat konsentrasi di kasawan Teluk 
Bone karena pada tahun 1957, Kolaka masuk dalam Wilayah otonomi Luwu. ini 
menjadi alasan DI/TII memilih daerah konsentrasi di kawasan Teluk Bone, terutama 
Luwu, Bone, Kolaka yang mempunyai pelabuhan-pelabuhan, dan terletak diwilayah 
pesisir pantai Teluk bone, yang dapat digunakan untuk mengekspor Kopra keluar 
daerah/negara (daerah Jawa), guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan bergerilya di 
darat dan di laut. 
Setelah mengalami perembesaaan ke Sulawesi Tenggara khususnya 
kewedangan Kolaka, peran para tokoh masyarakat dan pemuda dalam pembentukan 
perjuangan organisasi kelaskaran di daerah Kolaka turut berpengaruh terhadap 
perembesan dan penempatan konsentrasi DI/TII. Tokoh-tokoh terkemuka pada masa 
kelaskaran seperti Muhammad Jufri Tambora kemudian menjadi Komandan Resimen 
II DI/TII Sulawesi Tenggara. Penempatan markas pasukan DI/TII di daerah Kolaka. 
Karena merupakan pusat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia. Disamping daya tarik geografis dan demografis (adanya kedekatan 
emosional etnis Bugis-Makassar). Perkembangan organisasi-organisasi sosial politik 
yang berasaskan Islam, yang mempunyai tujuan yang sama, seperti Muhammadiyah 
memiliki daya tarik tersendiri bagi Abdul Qahar Mudzakkar, Muhammadiyah berdiri 
di Kolaka pada tahun 1934 atas usaha Mat Giri (seorang guru sekolah asal 
Kalimantan) dari Government 2 de klas bersama H Daeng Marakka, Abd. Rahim, dan 
M Sanusi di daerah ini pula di ikuti oleh kepanduaan Hisbul Whaton. Kegiataanya 
sampai ke desa-desa, sehingga terbentuk cabang-cabang di beberapa tempat di 





sebagai Komandan Batalyon 20, Mayor TII)56, M. Junus Madjid, dan Petta Rakka. 
Abdul Qahar Mudzakkar, pada usia 17 tahun belajar di perguruan Islam 
Muhammadiyah Solo-Surakarta (1937-1940) dan juga aktif dalam organisasi 
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KEHIDUPAN MASYARAKAT DI TELUK BONE  
A. Situasi Keamanan 
Situasi keamanan Sulawesi Selatan Tenggara pada masa gerilyawan DI/TII, 
berdasarkan keputusan Koperatie Pertahanan Tentara Islam Indonesia Territorium IV, 
pada tanggal 8 Agustus 1953, yang memandang telah tiba saatnya mengadakan 
mobilisasi secara besar-besaran diseluruh daerah TT IV. TII. Berlaku mulai tanggal 
10 Agustus 1953 sampai seterusnya, diseluruh daerah TT IV. TII, berdasarkan 
pernyataan tersebut, maka hukum Negara Republik Islam Indonesia (NRII), terutama 
daerah TT IV. TII ialah “ Hukum Syari’at Islam Dalam Masa Perang”. Maka 
berdasarkan pernyataan tesebut DI/TII mengajak segenap lapisan masyarakat warga 
NRII, dan terutama yang beragama Islam diwajibkan turut serta dalam pertahanan 
negara untuk melaksanakan rencana pertahanan rakyat secara total “ total people’s”.1 
Berdasarkan keterangan tersebut bahwa peristiwa DI/TII di Sulawesi Selatan 
Tenggara mengalami darurat keamanan, yang tentunya berimbas kepada keadaan 
keamanan-keamaan  pada masa tersebut 1953-1965, karena terjadinya pertempuran 
antara pihak DI/TII dan TNI mengakibatkan terjadinya kekacauaan yang terjadi di 
wilayah tersebut yang berimbas kepada masyrakat sipil, tidak menentunya keadaan 
pada masa itu, karena antara pihak DI/TII dan TNI, menggunakan tektik siasat gerilya 
dengan mengikat musuh sebanyak mungkin, melelahkan, memeras darah dan 
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keringatnya sebanyak mungkin, dan mengguncangkan urat saraf.2 Sehingga dari 
penjelasan tersebut mengakibatkan seringnya terjadinya penyerangan secara tiba-tiba 
dengan taktik antisipasi harus menahan musuh sebisa mungkin, apabila terdesak dan 
mundur maka akan adanya penghancuran pembakaran-pembakaran pembumi 
hangusan suatu wilayah, yang menimbulkan begitu banyak kerugian yang 
ditimbulkan.  
Seperti gerakan operatif yang dilakukan resimen TT V Brawijaya infantri 17 
Batalyon 518, pada  tanggal 8 September sampai dengan 23 September 1956 di 
daerah pantai Babana Sampano sampai Boneputih dengan kode Garuda, terdiri atas 
Komando Daerah (Kdo) 48 Garuda dibawah pimpinan kapten Rusdijanto dengan 
kekuataan tenaga 48 orang termasuk satu pelaton piomir, kompi senapan I dibawah 
pimpinan Lts. Soetadji, Kompi senapan II dibawah pimpinan Ltd. Satino, Kompi 
senapan IV dibawah pimpinan Ltd. Sowerjo dengan mengadakan penyisiran 
pemulihan keamanan di lokasi konsentrasi DI/TII di Luwu, dari pantai Palopo 
menuju Lattalla dengan melalui; Babana Sampano dengan diikuti Kompi senapan I. 
Ongkowe, Boneputih, Labelang, Laloa, lalu Latalla. Dalam misi tersebut pihak TNI 
terlibat beberapa pertempuran-pertempuran. Dengan menggunakan Kapal Naiko Kdo 
Garuda berangkat menuju Babana Sampano dengan di ikuti Kompi Senapan satu 
dibawah Letnan Satu Soetadji, pada saat sampai di Babana Sampano bertemu dengan 
Kompi Senapan II dibawah pimpinan Letnan Dua Satido yang berangkat lebih dulu 
dengan LCVP sebagai voorpits, Kdo Garuda diikuti Kompi senapan mendarat di 
Sampano didahului Kompi senapan II, kompi senapan II melanjutkan tugasnya 
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sebagai verkenninge-patrolie untuk mengawasi daerah konsentrasi DI/TII di Lalo’a, 
Kdo Garuda diikuti Kompi senapan berangkat menyusur pantai menuju Boneputih, 
Jam 12.00 pada saat sampai ditempat dengan aman, pasukan terus berkemah, 
disamping terus bevellinginge patroullie. Dengan kapal Naiko yang membawa Kompi 
IV dibawah pimpinan Letnan II memasuki perairan Boneputih dan berlabuh, setelah 
Kompi IV mendarat memerintahkan I pelaton dari Kompi I untuk mengadakan 
gevechts-patroulie ke Bua, Kdo Garuda diikuti Kompi IV dan sisa dari Kompi I 
meninggalkan Boneputih menuju Lalo,a, ketika sampai di Labellang, voorpits dari 
pelaton pioneer melihat beberapa orang yang diduga gerombolan DI/TII pada jarak + 
200 meter, gerombolan tersebut melihat voorspits dari TNI dengan tembakan kearah 
Selatan. Maka pihak TNI melakukan Consulidasi dan melanjutkan perjalannya.  
Pada saat jam 14.00 pasukan TNI sampai di Lalo,a dengan aman, bertemu 
dengan kompi II dan pasukan Garuda menjadi Kompak kembali setelah Pelaton 
Govechts-patroullie dari Bua, dan tambah mempersulit pasukan DI/TII, pasukan terus 
berkemah dan bermalam, disamping terus mengadakan patroli keamanan, agar 
suasana tetap kondusif ditangan Infantri 518 TNI, didahului dengan Mrt. Kdo OP 
(STT. V), pasukan garuda kompak menuju titik serangan di Latalla 3 dengan  
didahului Kompi II sebagai voorpits, melambung kekiri menuju Lalo,a 3 dari selatan 
menyusuri sungai Latalla 2, sampai menduduki Latalla dengan aman, setelah TNI 
mengadakan consulidasi, pasukan infantri 518 TNI terus melakukan patroli ke sekitar 
Latalla 3 Complex, jam 13.00 pelaton CV patrolie dibawah pimpinan Sersan Soeselo 
yang menuju utara Latalla 1 Kompi + 2 km dari lokasi melihat beberapa orang diduga 
diduga gerombolan yang melarikan diri setelah melihat pasukan TNI, kemudian yang 





Jam 15.30 platon kembali dengan aman. Jam 15.00 atas perintah Kdo OP di 
Lalo,a lewat Latalla 2. Sambil menuju tempat yang telah diduduki  Kdo OP di Lalo’a 
lewat Latalla 2. Sambil mengadakan pembersihan di Bua complex setelah itu pasukan 
TNI, meninggalkan Bua menuju Boneputih jam 16.00 bersama Kdo OP terus menaiki 
kapal Naiko kembali ke pangkalan semula, Kdo Garuda mengadakan pergeseran ke 
bagian Kaini diduga pelarian gerombolan DI/TII yang terdesak berada dibukit 
tersebut. Jam 07.30 bersama sisa pasukan yang ada pasukan TNI meninggalkan 
pendudukan Latalla 3 setelah menghancurkan bangunan-bangunan selanjutnya 
menuju Lalo,a. Jam 09.00 pasukan TNI sampai di Lalo’a dengan aman dan pada jam 
09.30 terus menuju Labompong dan pada jam 12.30 sampai di tempat dengan aman 
dan pasukan TNI pun beristirahat, jam 16.00 pasukan TNI meninggalkan Labompong 
dan menuju Boneputih , jam 17.45 sampai di Boneputih dengan aman. Pasukan TNI 
berkemah dan terus bermalam. Kdo Garuda dengan sisa pasukan yang meninggalkan 
Boneputih terus naik kapal Naiko menuju pangkalan semula. Jam 02. 00 sampai di 
Palopo dengan aman.  
Dari hasil operasi yang dilakukan TNI kode pasukan Garuda, setelah kapal 
Naiko merapat di perairan Palopo dan akhirnya berturut pasukan garuda kembali 
kepangkalan semula dengan aman, dalam misi yang dijalankan TNI tersebut tidak ada 
kerugian yang diderita dari pihak Batalyon Infantri 518, adapun kerugian yang 
diderita dari pihak gerombolan DI/TII yaitu; 2 personil  anggota gerombolan DI/TII 
ditembak. Kerugiaan dari materil Alat-Alat yang ditimbulkan dari aksi operasi 
tersebut , 4 Kalong minyak tanah dibakar, 196 rumah termasuk pos-pos pengawas 
milik gerombolan dan 2 rumah peristirahatan/pesenggrahan dibakar, 20 perahu 





jumlah mesiu yang dipergunakan ; Kdo C.P (10 butir L.E, 20 butir Bulgie), Kompi I 
(30 butir 9 mm ball IZ, 40 butir 303”VII.Z, 50 butir 303”VII), Kompi II (55 butir 9 
mm, 75 butir L.E, 45 butir 7,7 z, 40 butir 7,62).3 Berdasarkan laporan gerakan 
operatif Brawijaya resimen infantry-17 Batalion-518, adanya operasi pembersihan 
didaerah kekuataan DI/TII diLuwu yang mengakibatkan bergesernya para anggota 
DI/TII yang berhasil selamat dari operasi yang dilancarkan TNI, mengkibatkan 
bergesernya DI/TII ke Sulawesi Tenggara. 
Berdasarkan operasi yang dilakukan Teritorium V Brawijaya SS II Batalyon 
Infantri 501 di derah Songka dekat Siwa (Wajo) tahun 1956, sekitaran + 250 orang 
grombolan D/TII turun dari Rantebala bertempat di desa Tallang (Enrekang) bagian 
atas desa Songka, yaitu gerombolan dari pasukan DI/TII berencana mengadakan 
pengadangan antara Larompong  Suli (Luwu) dan mengadakan gangguan terhadap 
pos-pos TNI, bahwa pasukan Abdul Qahar Mudzakkar tersebut merupakan voorpost 
dari Kaili (Sulawesi Tengah) yang menjadi tempat tujuan Abdul Qahar Mudzakkar 
beserta Infantrinya, setelah meninggalkan Ranteballa (Luwu) setelah terdesak oleh 
para pasukan Angkatan perang TNI. Dalam operasi Batalion Infantri 501 yaitu 
operasi pengamanan di desa Tallang (Enrekang), dan daerah sekitarnya yang menjadi 
konsentrasi DI/TII, seperti pembersihan daerah-daerah, desa Larompong (Luwu) 
sampai Suli (Luwu), daerah-daerah tersebut yang kadang dijadikan tempat 
konsentrasi DI/TII untuk melakukan penghadangan terhadap pasukan TNI.4 Dari 
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penjelasan tersebut terdapat kesimpulan bahwa pasukan DI/TII di Sulawesi Selatan 
dalam situasi terdesak sehingga terpaksa meninggalkan Sulawesi Selatan mencari 
daerah pertahanan-pertahanan di Sulawesi Tenggara. Dimana pada periode tersebut 
dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan masyarakat pada masa itu sangat 
mengalami kesulitan, dimana lahan-lahan sawah pertanian tidak dapat tergarap 
dengan baik dan tidak lancarnya perputaran ekonomi Sulawesi Selatan Tenggara. 
Sesuai laporan bulan Oktober 1956 maka dasar  untuk pegangan bekerja dari 
pada sektor III pada umumnya yang diambil dari keputusan presiden RI, bahwa 
wilayah Kabupaten Luwu sejak 28 April 1952 dinyatakan dalam keadaan perang dan 
olehnya itu cara bekerja Kdo. Sektor III, Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan 
Tenggara (DPSST), dilapangan militer bersifat operasi militer Siaga Operasi (SO). 
Sedang dalam segi-segi politik, Sosial ekonomi agar dalam pelaksanaannya oleh para 
para pejabat sipil dan polisi dapat bekerja sama dengan adanya kegiataan-kegiataan 
militer maka segi-segi tersebut dapat tersalurkan melalui Kordinasi Keamanan 
Kabupaten (KKK). Berdasarkan laporan polisi Kabupaten Luwu gangguan keamanan 
dalam bulan tersebut meningkat bulan Oktober 1956 terdapat 82 perkara, bulan 
Nopember 1956 terdapat 93 perkara. Gangguan keamanan oleh gerombolan DI/TII 
mengenai yang ada hubungannya dengan tugas-tugas daerah terdapat aktif didaerah 
Sub Sector (SS) daerah SS II daerah Belopa dan SS IV daerah Masamba-Malili, sifat 
gangguang keamanannya terhadap daerah tersebut seperti : pembakaran rumah, 
penculikan, dan pembunuhan rakyat, dalam bulan November berhubungan dengan 
adanya kegiataan-kegiataan pasukan TNI yang berpatroli secara teratur 
mengakibatkan berkurangnya perluasaan gangguan DI/TII. Dengan adanya 





kesejahteraan dalam artian yang luas. Namun terdapat kesulitan yang didapatkan 
pihak sektor karena susahnya dalam membimbing masyarakat utuk perluasaan 
pertanian, usaha tersebut hanya dapat berjalan di daerah SS III (Makale-Rantepao). 
Daerah SS I (Palopo) sedang daerah SS II (Belopa) dan SS IV (Masamba) , 
melainkan masih belum sempurna disebabkan pada daerah terakhir tersebut kegiataan 
gerombolan DI/TII meningkat. Sedang daerah-daerah SS I (Palopo). SS II (Belopa) 
dan SS IV (Masamba) masih dalam taraf untuk disempurnakan oleh Kdo DPSST. 
Dengan adanya bantuan-bantuan militer dari Angkatan Darat (AD) juga 
diberikan menurut pertimbangan dari segi faktor, ekonomi dan politik, agar rencana 
perbaikan dan pemerintahan sipil dapat berjalan lancar, dalam rencana untuk 
mengkondusifkan situasi keamanan, kesejahteraan dapat meluas, maka pekerjaan-
pekerjaan. Pengawalan terhadap pembuatan-pembuatan jalan dan jembatan, adanya 
penjagaan (perondaan) terhadap rakyat yang mengerjakan sawah ladangnya, 
penyuplai (kon,voi) bahan-bahan, barang-barang yang diperlukan dari daerah satu 
kedaerah yang lain. Dalam memberikan perbantuan militer AD selalu disesuaikan 
dengan pergerakan-pergerakan pemerintah sipil. Adanya kerjasama pemerintah sipil 
bersama AD dengan segala kemampuan yang ada maka diadakannya pengiriman 
bahan-bahan pokok kedaerah-daerah bekas konsentrasi DI/TII yang mulai kondusif 
seperti gula, minyak, obat-obatan, garam, beras dan lain-lainnya.5 
Setelah adanya gerakan-gerakan operatif yang dilakukan pihak Angkatan 
Perang TNI, didaerah Luwu dan daerah konsentrasi-konsentrasi DI/TII, maka dalam 
keadaan terdesak tersebut pihak DI/TII memilih memindahkan markas kesatuannya 
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resimen II di daerah Sulawesi Tenggara daerah Kolaka di daerah Boepinang, adanya 
operasi pemulihan keamanan tersebut, menimbulkan, berbagai kekacauaan ditengah 
masyarakat pada waktu itu, adanya pembakaran-pembakaran perkampungan yang 
dilakukan alat negara maupun dari gerilyawan DI/TII, mengakibatkan adanya ingatan 
kolektif terhadap masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara pada masa itu hingga kini, 
khususnya masyarakat Bugis, menyebut gerakan gerilyawan DI/TII dengan Istilah 
(Gourilla), mereka mengistilahkan dengan sebutan Gourilla karena ketika para 
pasukan datang disuatu tempat mereka tidak segan-segan langsung membantai atau  
membakar perkampungan yang mereka datangi, dalam bahasa Indonesia masyarakat 
Indonesia menyebutnya dengan istilah gerilya, melainkan dalam bahasa Bugis dengan 
istilah Gourilla. 
Setelah bergesernya pasukan DI/TII ke Sulawesi Tenggara, berdasarkan 
laporan kapala Distrik Kalisusu 25 Januari 1962, yang ditujukan kepada pemerintah 
sipil dan pos Berigade, Mobile , Kompie 5153 di Ereke, melakukan sengketa-
sengketa lahan pertanian antara gerombolan DI/TII dan masyarakat, bahwa 
gerombolan DI/TII mengaku bahwa mereka yang mempunyai semua pohon kelapa di 
Distrik Kalisusu, masyarakat dilarang untuk memungutnya, sehingga masyarakat 
merasa tertekan karena tidak mempunyai penghasilan ekonomi khususnya kopra, 
pasukan DI/TII tersebut mengambil kopra masyarakat dengan kapal sampan (Koli-
Koli) besar, guna memenuhi kebutuhan gerilya selama di Sulawesi Tenggara, anggota 
DI/TII tersebut bernama Arsjat menurut kepala Distrik Kalisusu, anggota DI/TII 
tersebut ketika melakukan aksinya menggunakan senjata sepucuk pistol, tindakan 
gerilyawan DI/TII di Sulawesi Tenggara mengakibatkan terhambatnya kemajuan 





penghasilan harta benda milik masyarakat, hasil laut beserta hasil bumi masyarakat di 
Distrik Kalisusu (Sulawesi Tenggara), masyarakat yang berada di daerah tersebut 
ditekan dan dilarang berhubungan dengan pemerintah sipil yang berada di daerah 
setempat, dalam pendudukan DI/TII di daerah tersebut mengakibatkan masyarakat 
sangat kekurangan dalam segi perekonomian, akibat dari pada perbuatan-perbuatan 
geryliawan DI/TII yang berada di Distrik tersebut, dalam penjelasan tersebut 
mengakibatkan adanya kerugiaan yang diderita masyarakat maupun oleh negara, 
Ditrik Kalisusu yang berada dibawah daerah Dati II Muna.6 
Sejak awal berdirinya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, di daerah Rumbia, 
saudara Masiri selaku Imam Distrik Rumbia 28 April 1954 adanya gangguan-
gangguan yang diperoleh Imam Distrik Rumbia mengenai pekerjaannya bulan 
Oktober 1953, adanya gangguan dari gerilyawan DI/TII yang bersenjata, 
mengakibatkan pemerintah sipil agak kesulitan menjalankan tugasnya, dimana pusat 
DI/TII daerah BambaEa salah satu daerah konsentrasi DI/TII, pihak DI/TII juga 
menunjuk masyarakat sebagai kepala Djawatan Agama yang khusus bekerja untuk 
DI/TII seperti pengangkatan Hadji Muhammad sebagai kepala Djawatan Agama yang 
bekerja untuk DI/TII, yang bertugas untuk menjalankan dan menekan masyarakat 
apabila tidak menuruti keinginan dari anggota DI/TII, Hadji Muhammad ini yang 
akan menekan masyarakat, memaksa, dengan cara kekejaman, yang bersifat menekan 
masyarakat akan membunuh ataupun membakar perkampungan masyarakat, para 
anggota DI/TII menggunakan dasar NII menempuh beberapa cara untuk memperoleh 
perhatian dari masyarakat, seperti dengan cara mendatangi mesjid dengan bersenjata, 
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serta memberi penerangan kepada msyarakat dengan dasar agama Islam, serta dengan 
perjanjian-perjanjian dengan masyarakat, pertama tidak segan-segan menembak mati 
masyarakat apabila dalam suatu wilayah masyarakat kedapatan tidak melaksanakan 
ibadah solat lima waktu, kedua apabila ada masyarakat yang memberitahu 
keberadaan gerombolan DI/TII kepada pihak pemerintah sipil atau Angkatan Perang 
TNI, ketiga melaporkan setiap kegiataan-kegiataan yang telah dijalankan oleh 
pasukan DI/TII disuatu daerah tersebut, apabila ada diantara masyarakat kedapatan 
memberi informasi kepada pemerintah sipil ataupun TNI, maka para anggota-anggota 
geryliawan tidak segan-segan akan menembak masyarakat yang bersangkutan.  
Karena pada tahun 1953 geryliawan dengan leluasa memperlihatkan diri 
memasuki perkampungan milik masyarakat karena pada tahun 1953 di Distrik 
Rumbia belum adanya pihak TNI yang datang dari kendari menjaga keamanan daerah 
tersebut, kesempatan yang baik tersebut tidak disia-siakan oleh gerilyawan DI/TII 
untuk memperoleh pengikut dan simpati oleh masyarakat dengan beberapa cara; 
Pertama gerombolan DI/TII keluar masuk kampung dengan bersenjata lengkap dan 
apabila mereka datang disuatu kampung gerilyawan langsung menggembeleng 
masyarakat, agar masyarakat bersatu agar masyarakat memperoleh pengetahuan 
agama Islam, pada masa tersebut sebelum pasukan TNI berada di wilayah tersebut 
sistem pemerintahan di Distrik Rumbia berada di tangan DI/TII, Kedua pada tahun 
1953 urusan-urusan pernikahan biaya pernikahan, perceraiyan, atau ketika ada 
pasangan suami isteri ingin rujuk dengan suaminya biaya dari semuanya dipungut 
oleh anggota DI/TII, demikian pula dengan zakatn fitra dikumpulkan oleh pengurus 
DI/TII yang datang dari Palopo, sehingga pemasukan imam Distrik Rumbia yang 





Namun setelah pasukan TNI sudah didatangkan dari daerah Kendari, banyak anggota 
DI/TII berpindah tempat dari Distrik Rumbia, karena TNI sudah berada didaerah 
Rumbia, dan masyarakat merasa aman, akan tetapi dari hasil pendudukan pasukan 
DI/TII di Rumbia mengakibatkan kemiskinan amat bertambah di sebabkan para 
kepala-kepala keluarga meninggalkan keluarga mereka karena telah terlanjur 
bergabung dalam gerilyawan DI/TII. 
Masyarakat masih takut untuk keluar mencari nafkah di laut maupun untuk 
menggarap lahan pertanian karena merasa ketakutan apabila gerilyawan DI/TII 
melakukan penyerangan ataupun penjarahan terhadap masyarakat, dan selain itu 
masih banyak masyarakat yang enggan meninggalkan tempat pengungsian yang 
disediakan pihak pemerintah sipil atau TNI, karena mereka merasa aman di tempat-
tempat pengungsian tersebut, karena dijaga dengan ketat oleh pihak Angkatan Perang 
TNI. Keberadaan pihak TNI di daerah tersebut mengakibatkan bertambah parahnya 
keamanan di daerah tersebut di karenakan pembakaran rumah-rumah yang diduga 
tempat anggota DI/TII ataupun rumah-rumah milik masyarakat sipil, pembakaran 
yang dilakukan pihak TNI mulai dari BambaEa sampai dengan Kasiputeh dibakar 
oleh TNI, dan dari BambaEa ke Boepinang sampai dengan bagian Kolaka, 
pembakaran tersebut dengan alasan bahwa adanya kebiasaan masyarakat 
meninggalkan rumahnya, ataupun biasa ada anggota pasukan DI/TII yang berpura-
pura dengan menyamar sebagai masyarakat biasa yang membaur  dengan masyarakat 
sipil.  Mengenai  tempat ibadah seperti mesjid sejak  adanya paksaan dan kekejaman 
gerombolan DI/TII dengan memaksa masyarakat beribadah mengakibatkan makin 
kurangnya masyarakat sipil yang beribadah di mesjid, sebagaimana firman Allah Swt. 
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Terjemahnya; Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu 
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.7 
 karena takut terhadap gerilyawan DI/TII mengakibatkan makin kurangnya 
masyarakat yang kemesjid, mengakibatkan para pegawai syara melarikan diri dari 
daerah tersebut, situasi pada saat itu menakutkan bagi masyarakat dimana ketika 
masyarakat ingin bersembahyang dimesjid, saat itu bulan puasa 10 ramadahan tepat 
malam Jumat yang membawa penerangan yaitu Hadji Wahid (Komandan Batalion 
DI/TII), yang memberi penerangan di mesjid Taubonto dihadiri oleh masyarakat yang 
diberi penerangan. Pada saat itu gerombolan DI/TII datang dari Pasanggerahan 
Taubonto bermalam di (Benteng Taubonto), 75 gerombolan DI/TII dan 25 
pengikutnya belum bersenjata, cara Haji Wahid ketika masuk melaksanakan ibadah 
sholat, sangat dikawal dengan ketat, mesjid dikelilingi pasukan prajurit DI/TII dan 
pintu masuk mesjid dijaga dengan pasukan yang membawa senjata bren dengan 
pasukan yang siap menembakkan Bren tersebut apabila adanya gangguan-gangguan 
atau penyerangan yang dilakukan pihak TNI.  Karena situasi saat itu yang kurang 
kondusif beberapa mesjid pun kosong dikarenakan pegawai-pegawai syara yang 
mengurusi mesjid tersebut melarikan diri, karena takut akan tiba-tiba langsung ada 
pasukan DI/TII seperti mesjid di Kasiputeh, BambaEa, Larete, Laure, Pulo 
Tambakau, Kampung Baru, tidak mau kembali dari tempat pengungsian TNI. Pada 
                                                            






saat itu masyarakat lebih memilih tinggal ditempat pengungsian karena merasa lebih 
aman apabila masyarakat ingin solat berjamaah, seperti Sholat Jumat, maka yang 
menjadi imam dalam solat yaitu para anggota TNI.8 
Berkonsentrasi gerombolan DI/TII di kawasan Kabupaten Bone pada tahun 
1955 dimana Kabupaten Bone masuk dalam wilayah WK II Be 40.000, berdasarkan 
laporan kepala Distrik Tanete Riattang (Bone) masyarakat-masyarakat yang berada di 
kawasan Bajoe dan daerah sekitarnya, dilarang untuk menjual ikan, hasil tangkapan 
mereka kepada pengepul-pengepul yang datang dari kota Watampone, masyarakat di 
kawasan tersebut  mendapat ancamanan yang berakibat kurangannya ruang gerak 
masyarakat untuk memperoleh penghasilan ekonomi, dimana masyarakat tidak hanya 
ikan yang dilarang untuk di jual ke kota tetapi seperti kebutuhan-kebutuhan pokok 
lainnya, seperti Beras.9 Sehingga masalah keamanan tersebut menjadi perbincangan 
KKK Bone, guna mendapatkan solusi dari permasalahan gerombolan tersebut. 
Maka dari penjelasan tersebut bahwa kesimpulan yang dihadapi masyarakat di 
kawasan Teluk Bone pada masa pemberontakan DI/TII sejak di proklamirkan oleh 
Abdul Qahar Mudzakkar 7 Agustus 1953, keadaan keamanan pada saat itu tidak 
kondusif, karena seringnya terjadi penyerang-penyerangan yang dilakukan oleh pihak 
DI/TII maupun pihak TNI, sehingga mengakibatkan masyarakat  enggan untuk 
melakukan aktifitas sehari-hari, beserta seringnya anggota gerombolan DI/TII 
melakukan penjarahan terhadap harta benda milik masyarakat, dan beserta seringnnya 
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untuk imam Distrik Rumbia”. 
9Arsip Pemda Bone Vol I, (1922-1959), Reg. 1315; Kepala Daerah Bone Watampone, Andi. 
Tandjong, Surat No. 120/Rahasia, tanggal, 16 Djanuari 1955, perihal, “Pengatjaman Gerilya pada 






ada strategi pembumi hangusan atau pembakaran perkampungan yang dilakukan oleh 
pihak DI/TII maupun dari pihak TNI. Sehingga mengakibatkan masyarakat enggan 
untuk beraktifitas mengakibatkan berkurangnya penghasilan ekonomi masyarakat 
pada masa itu. 
Hampir di setiap wilayah konsentrasi DI/TII dimana disetiap wilayah 
memuncak pertempuran-pertempuran, terjadinya peperangan yang menimbulkan 
banyak korban sesama umat Islam habis menjadi korban dalam pertempuran, yang 
tidak mengenal tua ataupun muda, baik dia laki-laki maupun perempuan menjadi 
korban dari pemberontakan pada masa itu, anak-anak, rumah-rumah dibakar, adanya 
perampasan-perampasan hak-hak milik masyarakat Islam yang bukan anggota 
DI/TII.10 
Kawasan perairan Kabaena dan pulau Talaga (Kecil dan Besar) merupakan 
daerah yang sering dijadikan sasaran operasi. Kepala kampung Talaga, La Mondo 
dalam sebuah laporannya (29 Desember 1953) kepala wakil kepala Distrik Kabaena, 
Madupa yang pada saat itu berada di Bau-Bau menyampaikan bahwa pada 1 
Desember 1953 terjadi pemberontakan yang dilakukan 60 orang gerombolan, yang 
datang dari arah kampung Donggala (Kabaena), menggunakan tiga perahu Pajala. 
Setibanya di pantai, mereka berlari dan ke darat sambil membunyikan tembakan. 
Warga dikumpulkan di satu tempat. Beberapa orang beraksi mengambil barang-
barang kepunyaan warga, dan sebagian lagi tetap berjaga di tempat dimana warga 
dikumpulkan. Sebelas orang warga dirampok, dengan total kerugian sebesar Rp 
8.160. Nilai kerugian lainnya yang tidak termasuk di dalamnya ialah perlengkapan 
                                                            
10Arsip Propinsi Sulawesi Rahasia, (1953-1955), Reg. 519, Seruan “Selidikilah Dengan 
Seksama, Dimana Kebenaran Itulah/Lalui/Ikuti Sampai Tercapai”, Parental, Medan Bakti, tanggal 2 





sekolah seperti buku-buku dan alat tulis yang diambil dari lemari dengan 
merusaknya. Setelah kejadian pada pagi hari sekitar jam 7 itu, sebuah perahu Lombo 
kepunyaan orang Binongko dari arah barat tiba dikampung Talaga, muatan perahu 
diambil dan dinaikkan pada perahu Pajala milik gerombolan setelah melakukan 
aksinya, sekitar jam 6 sore mereka kembali berlayar menuju kampung Dongkala 
dengan menggunakan tiga buah perahu Pajala miliknya dan sebuah perahu Lambo 
kepunyaan orang Binangko yang di tawannya.11 
Konsentrasi DI/TII di Sulawesi Tenggara sangat menghawatirkan 
kelangsungan hidup masyarakat. Para petani sulit melakukan aktivitasnya seperti 
lazimnya. Perseberan gerombolan di daratan mengakibatkan kegiataan pertanian 
menjadi terhambat. Akibatnya lahan-lahan pertanian menjadi tidak terurus. 
Impilikasinya terhadap perdagangan maritim ialah sulitnya memperoleh muatan-
muatan berupa hasil bumi lokal. Sulit untuk melakukan pengangkutan terutama 
daerah-daerah yang menjadi sasasaran operasi gerombolan. Belum lagi dengan 
kondisi ruang samudera terutama jalur utama pelayaran yang berada dibawah kontrol 
gerilyawan. Demi untuk menyelamatkan diri para petani mengamankan diri ke 
daerah-daerah dimana terdapat pusat pertahanan militer. Dua daerah yang menjadi 
sasaran pengungsi yaitu Kendari dan Bau (Buton). Ada pula yang mengungsi ke 
Muna. Namun dalam situasi perkembangan keamanan di Muna situasi semakin 
memuncak karena intensitas aktivitas gerombolan yang makin tinggi sehingga 
mengakibatkan masyarakat yang berada disana mengungsi ke Bau-Bau. Dalam kaitan 
ini menjadi pusat pengungsian masyarakat daerah kepulauan di Sulawesi Tenggara, 
yang mengakibatkan terjadinya kekosongan dan terjadinya pemadatan penduduk di 
                                                            





daerah-daerah yang tertentu. Daerah-daerah yang kosong umumnya daerah-daerah 
yang sering didatangi oleh gerombolan DI/TII atau daerah yang jauh dari kontrol 
pihak keamanan.12 
B. Pelayaran dan Perdagangan 
Perkembangan pelayaran dan perdagangan laut tak terpisahkan dari kondisi 
keamanan yang sudah tidak mendukung kelangsungan perdagang di darat13. Adanya 
perbedaaan nilai antara kerajaan agraris yang penghasilanya terutama didasarkan atas 
penghasilan pertanian dan hasil hutan, dengan kerajaan pesisir yang sebagai 
penghasilannya tergantung pada pelayaran dan pedagangan, bahwa dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pada umumnya raja-raja atau penguasa negeri-negeri bukan hanya 
menarik keuntungan dari pajak perdagangan dan pelayaran di bandar-bandarnya, 
tetapi turut juga mengambil bagian dalam perdagangan dan pelayaran secara 
pribadi.14 
Dalam pelayaran dan perdagangan adanya interaksi yang kadang 
menimbulkan peperangan, tetapi sering pula ada usaha untuk bekerjasama dalam 
bentuk persekutuan dan persahabatan, sehingga hubungan antar suku bangsa, 
terutama lalulintas perdagangan dapat berjalan baik. Hubungan dagang ini pada masa 
awal berbentuk tukar menukar barang didorong akan adanya kebutuhan masing-
masing akan bahan pokok, misalnya penduduk pegunungan memerlukan ikan dari 
penduduk pantai, sedangkan penduduk pantai membutuhkan hasil hutan dari 
penduduk pedalaman. Dalam hal perdagangan antar pulau, pelaksanaan perhubungan 
                                                            
12 Abd Rahman Hamid, “Orang Buton : Suku Bangsa Bahari Indonesia”…h. 199-200. 
13Abd Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia, (Cet, III, Ombak, Yogyakarta, 2015), h. 
34. 
14Adrian B Lapian, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara, (Cet, I, Komunita Bambu, Jakarta, 





memerlukan kemampuan berlayar, baik kemahiran membuat perahu atau kapal 
sebagai alat angkutan, maupun pengetahuan navigasi untuk mencapai tujuan.15 
Wilayah pantai Sulawesi Selatan dan Tenggara, selain Makassar sebagai 
pelabuhan terpenting di wilayah Timur Besar, berada sejumlah pelabuhan pantai yang 
termasuk dalam jaringan pelayaran KPM, antara lain yang terpenting pelabuhan Pare-
Pare, dari mana diangkut beras (hasil produksi daerah Sulawesi Selatan) ke beberapa 
pelabuhan Sulawesi, Maluku, dan Juga Kalimantan Timur. Beberapa pelabuhan 
pantai lain Sulawesi Selatan Tenggara adalah Palopo, Selayar, Balanipa, Siwa, 
Majene, Mamuju, bantaeng, Watampone, Salomekko, Kolaka, Bau-Bau (Pulau 
Buton), Raha (Muna), dan Kendari. Mengenai aktivitas perdagangan di beberapa kota 
pantai di Sulawesi Tenggara, bahwa kota-kota pelabuhan Bau-Bau, Raha, Kendari, 
dan Kolaka menjadi tempat pengumpulan hasil-hasil yang perdagangan pada waktu-
waktu tertentu disinggahi kapal-kapal  KPM. Tahun 1904 KPM membuka jalur 
nomor 22 yaitu mulai dari Makassar-Teluk Bone-Kepulauan Selayar. Rute pelayaran 
ini menyinggahi beberapa pelabuhan seperti Bantaeng, Selayar, Sinjai, Watampone, 
Palopo, Kolaka, Buton, Raha, dan Kendari. Perluasaan pelayaran ini berhubungan 
dengan ekspansi militer dan pemerintahan baik dalam kaitannya integrasi ekonomi ke 
laur Jawa kedalam ekonomi pasar global.16 
Meskipun demikian jaringan ekonomi yang dibangun KPM tersebut tidak 
berlangsung terus menerus sampai pengakuan kedaulautan pada tahun 1949. Karena 
kurun waktu antara tahun 1950-1960 merupakan masa pembangunan kembali 
                                                            
15Adrian B Lapian, “Orang Laut Bajak Laut Raja Laut : Sejarah Kawasan Laut Sulawesi 
Abad XIX”… h. 80. 






integrasi maritim dengan didirikannya Pelayaran Laut Nusantara Indonesia (PELNI) 
pada tahun 1952, sehingga posisi KPM menjadi “di bawah angin”, ditambah lagi 
terbentuknya struktur pelayaran adalah keamanan di daerah-daerah perairan, terutama 
yang dilalui jalur-jalur pelayaran, Karena tidak mungkin masyarakat tetap melakukan 
aktivitas seperti biasa, sementara keselamatan harta dan jiwa mereka tidak terjamin. 
Situasi keamanan di Indonesia antara tahun 1950-an sampai tahun 1960-an diwarnai 
oleh sejumlah kemelut politik, baik tingkat lokal maupun nasional yang terakomulasi 
dalam berbagai bentuk, sampai pada munculnya pembelokan-pembelokan dalam 
negeri antara lain gerakan DI/TII (1953-1965) yang dipimpin oleh Abdul Qahar 
Mudzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Hal ini menimbulkan gejolak 
keamanan di Sulawesi Selatan Tenggara dalam kurun waktu tersebut ditambah lagi 
munculnya gerakan Permesta (1957-1961), sehingga semakin memperburuk situasi 
keamanan. Sejumlah aktivitas gerilyawan DI/TII tersebut, tidak saja di darat 
melainkan juga dilaut. Konsentrasi paukan DI/TII. Batalyon 22 diperairan Kabaena 
dan pantai selatan Selayar menjadi halangan bagi para pelaut karena memotong jalur 
pelayaran antara kawasan timur dan kawasan barat Indonesia. Sepanjang tahun 1950-
an sampai awal tahun 1960-an, pasukan DI/TII melakukan serangkaian tindak 
kekerasan, tidak saja terhadap perahu di perairan melainkan juga terhadap 
perkampungan penduduk dipinggir pantai.17 
Adanya hubungan-hubungan pedagang antara Sulawesi Selatan dan Tenggara, 
pelabuhan-pelabuhan yang ada di Teluk Bone berperan sebagai collecting centre dan 
pelabuhan penunjang feeder point bagi jalur pelayaran yang berada didaerah-daerah 
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yang ada dikawasan Teluk Bone, adanya hubungan yang dilakukan oleh pedagang 
pelaut , dan nelayan didaerah-daerah tersebut, adanya hubungan perdagangan antara 
daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara , Seperti Palopo, Balanipa, Selayar, Wajo, 
Pallima, Malili, Ponrang, Siwa, Kajang, Larompong, sedang daerah Sulawesi 
Tenggara seperti Kendari, Buton, Kabaena, Poleang, Tiworo, Tinanggae, Kolono, 
BambaEa. Khususnya untuk para pedagang pribumi mereka lebih terkonsentrasi 
pelayaran perdagangan antar pulau.18 
Namun ketika dikeluarkan pernyataan pengumuman panglima TII. TT. IV, 
Komando pasukan Hasanuddin (8 Agustus 1953), bahwa sejak 10 Agustus 1953 
dinyatakan dalam keadaan perang, dan segenap seluruh lapisan masyarakat RII 
diwajibkan untuk ikut perang terutama bagi yang beragama Islam, untuk 
melaksanakan pertahanan secara total, dalam hal ini perekrutan sumberdaya tenaga 
manusia menjadi penting mendukung gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dan 
Tenggara. Perekrutan tenaga warga setempat terutama orang Bajo, dalam struktur 
DI/TII merupakan mobilitas penting dalam gerilya laut. Perolehan perahu secara 
paksa umunya dilakukan dengan berbagai tindak kekerasaan oleh DI/TII. 
Terkonsentrasinya pasukan DI/TII diperairan menciptakan kegelisahan yang massif 
bagi para pelayar, terlebih lagi dari berbagai macam tindak kekerasan berupa (a) 
penghadangan, (b) perampokan, dan (c) pembunuhan terhadap para awak perahu 
sekalipun di perairan. Tiga tipologi tindak kekerasaan tersebut merupakan metode 
bagi DI/TII dalam memperoleh sumber-sumber ekonomi di perairan dan mobilitas 
gerilya laut.19 
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19Abd Rahman Hamid, Pelayaran Perahu dan DI/TIIdi Perairan Kabaena Sulawesi Tenggara 





Penggunaan senjata oleh pasukan DI/TII dalam  setiap aksinya dipasok dari 
Sulawesi Selatan yang digunakan dengan menggunakan perahu melalui 
penyelundupan. Pada awal Nopember 1953. ALRI berhasil menangkap beberapa 
perahu dari Teluk Bone sebelah timur yang diduga menyelundupkan persenjataan 
untuk pasukan DI/TII di Sulawesi Tenggara, perahu-perahu tersebut kemudian di 
bawah ke Kolaka dan Kendari untuk diperiksa. Bahkan hal tersebut telah dilakukan 
sejak awal pembelokan Abdul Qahar Mudzakkar tahun 1950 sampai munculnya 
DI/TII yang diselundupkan dari Singapura dan Malaysia melalui pelabuhan Pare-Pare 
di bawah kendali Andi Selle. Adanya hubungan DI/TII dengan Malaysia kemudian 
mengalami kemunduran setelah terjadinya peristiwa penggajanyan Malaysia, sebab 
patroli dan pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan (baik Indonesia maupun Malaysia) 
terpenting dilakukan secara ketat sehingga tidak memungkinkan terjadinya 
penyelundupan senjata dan barang-barang sekalipun.20 
Berkonsentrasinya gerombolan DI/TII di perairan mengakibatkan, membawa 
perubahan yang singnifikan terhadap pelayaran Nusantara khususnya di kawasan 
perairan Teluk Bone yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Tenggara. 
Seringnya terjadi perampokan, penghadangan yang dilakukan gerombolan DI/TII 
diperairan membawa dampak yang buruk terhadapat pelayaran dan perdagangan 
dikawasan tersebut. Adanya penjarahan yang dilakukan oleh pihak gerombolan 
DI/TII di perairan Siwa (antara perairan Luwu dan Wajo), perahu tersebut bernama 
perahu “Minasa Madina” yang di jarah oleh gerombolan di laut Siwa pada tahun 
1957, kapal “Minasa Madina” tersebut membawa muatan Balok-balok kayu yang 
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hendak dibawah ke daerah Makassar yang berdasarkan laporan kepala Distrik 
Dangkala, setelah kejadian penjarahan kapal “Minasa Madina” tersebut 
mengakibatkan jarangnya kapal-kapal masuk keperairan Siwa (Teluk Bone), 
sekitaran 6 bulan setelah penjarahan tersebut kapal-kapal jarang masuk keperairan 
tersebut, lalu lintas pelayaran pada masa gerombolan DI/TII mengakibatkan sunyinya 
pelayaran pada saat itu, yang mengakibatkan hanya sekali-sekali saja ada kapal yang 
berlayar mengakibatkan pelabuhan sunyi, mengakibatkan  hanya sekali-sekali saja 
ada pedagang-pedagang yang menggunakan perahu ke pelabuhan-pelabuhan 
Makassar dan Bajo,E.21 
Sebelumnya pada tahun 1956 terjadinya penjarahan yang dilakukan oleh 
gerombolan DI/TII pada kapal-kapal milik pedagang, seperti kapal milik pedagang 
asal Bone, yang meninggalkan pelabuhan Bajoe, hendak membawa barang dagangan 
dengan kapal yang bernama “Tenaga Baru” kapal tersebut memuat Kopra, Damar, 
Kayu Balok-2, Drum kosong, dan Tikar rotan serta kulit kerbau,  hendak menuju ke  
Makassar, dengan tujuan untuk menjual barang dagangannya di Pelabuhan Makassar 
alhasil kapalnya di rampok oleh gerombolan DI/TII ada seorang Anak Buah Kapal 
(ABK) yang berhasil menyalamatkan diri yang bernama Nuhung, ABK tersebut 
berhasil menyalamatkan diri dan segera datang melapor di Markas Kei IV Bn. Inf. 
715 Roi-I, untuk melaporkan sesuatu hal yang terjadi atas dirinya  beserta teman-
temannya. Nuhung bersama  7 ABK kapal “Tenaga Baru” berlayar dari pelabuhan 
Bajo’E (Bone) menepi disekitaran perairan Jeneponto, disebelah barat Kalumpang 
pada jam 09.00 dan Nuhung bersama ABK lain ingin melanjutkan pelayaran menuju 
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Makassar  berlabuh sebentar, disebabkan karena angin kencang bertiup dari sebelah 
barat. Pada jam 16.30, mereka hendak meneruskan perjalanan, dan setelah perahu 
meraka layarkan, tiba-tiba gerombolan DI/TII mendatangi kapal mereka dan 
menjarah semua barang-barang yang berada dalam kapal tersebut. Para gerombolan 
selain menjarah barang-barang muatan kapal tersebut, gerombolan juga mengambil 
uang jalan yang diberikan kepada ABK kapak “Tenaga Baru” uang jalan milik para 
ABK yang senilai Rp. 220 ikut disita gerombolan, dan harloji milik salah satu ABK 
yang beraman Muh. Arapah harloji yang bermerek Vertus 17 batu seharga Rp. 550 
juga ikut diambil oleh para gerombolan. Selain itu gerombolan juga menyandra dan 
membunuh para ABK, tetapi Nuhung salah satu dari ABK kapal “Tenaga Baru 
berhasil Selamat Nuhung berumur + 31 tahun. Alamat : jln. Benteng No. 8 Kampung. 
Saliwangeng Benteng Tanete-Riattang (Watampone). Pekerjaannya sebagai pedagang  
suku Bugis yang beragama Islam, berdasarkan laporan Ibrahim Tempo sebagai Badan 
Administrasi pada Kesatuan Bn. Inf. 715, Ki. IV Roi. Tgl. 6 Maret 1956 jam 11.00. 
bahwa disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk menyampaikan 
kepada keluarga korban ABK kapal “Tenaga Baru” telah meninggal dan terbunuh 
akibat adanya pergerakan DI/TII dikawasan perairan didaerah tersebut.22 
TABEL. 1 
Daftar ABK Kapal “ Tenaga Baru” Korban Aksi Gerilyawan DI/TII 
Sumber : Arsip Pemda Bone Vol I Tahun 1922-1956, Reg. 1292. 
No Nama/umur Kampung Distrik Kabupaten 
                                                            
22 Arsip PemdaBoneVol I, (1922-1956), Reg, 1292, Kepala Daerah Watampone, M. Arzad, 
Surat No. 689/Rahasia, tanggal 20 April 1956, Perihal. “Laporan dari lel. Nuhung anak buah perahu 





1 Muh. Arapah/ 25 th Baru Pallima Bone 
 
2 Panna /40 th Gampea -“- -“- 
3 Muaslimin/28 th -“- -“- -“- 
4 Suddin/ 20 th -“- -“- -“- 
5 Beddu/ 22 th -“- -“- -“- 
6 Halibe /18 th Watampone Bone -“- 
7 Muh.Arief/20 th. Gempa. Pallima. Bone. 
 
  
 Pada tanggal 29/30 Januari terjadinya perjarahan di laut Siwa (Teluk Bone) 
tahun 1956 perahu “Gunung Sausa” kepunyaan Umar 45 tahun, perahu yang berasal 
dari Cikoang-Takalar, perahu tersebut berhasil dijarah, dirampas oleh gerombolan 
DI/TII, Umar beserta Sembilan sawi kapalnya di culik oleh gerombolan DI/TII, Umar 
beserta Segenap Sawinya yang hendak menuju pelabuhan-pelabuhan yang berada di 
kawasan Teluk Bone guna mengangkut barang-barang yang hendak dijual di 
Makassar, namun ternyata perahu “Gunung Sausa” miliknya, dijarah di Teluk Bone 
di perairan Siwa, dan Umar beserta Sawi kapalnya tidak diketahui nasibnya apakah 
pada saat terjadinya penjarahan tersebut pada tahun 1956.23 
                                                            
 23 Arsip Pemda Bone Vol I, (1922-1959), Reg. 1293 ; Kepala Daerah Kabupaten Bone, 
Watampone, Rasjid Amir., Surat No. 559/Rahasia, tanggal. 30 Mei 1956, Perihal.” Perahu Gunung 







Daftar Kalasi-Kalasi Perahu “Gunung Sausa” yang diculik oleh gerombolan DI/TII 
Sumber : Arsip Pemda Bone Vol I Tahun 1922-1956, Reg. 1293. 
No Nama Kampung Keterangan 
1 Umar 45 th Tjikoang-Takalar KabupatenMakassar Djuragan Perahu. 
2 Pallu 29 th -“- Sawi 
3 Balase 39 th -“- -“- 
4 Muhadji 40 th -“- -“- 
5 Bandu 38 th -“- -“- 
6 Dundu 19 th -“- -“- 
7 Kurisi 28 th -“- -“- 
8 Samparal 14 th -“- -“- 
9 Samparal I28th -“- -“- 
10 Sangerang27th -“- -‘- 
 Pada tahun 1958, terjadi penghadangan terhadap sebuah perahu asal Tomia 
kepunyaan La Suknae, yang dalam perjalanan dari Maluku menuju Gresik Surabaya. 
Ketika perahu ini melintasi perairan selat Selayar tiba-tiba di kejar oleh gerombolan. 
Angin yang berhembus pelan dan ruang samudra agak teduh, sehingga pergerakan 





beberapa gerombolan naik keatas perahu. Setelah berhasil dikuasai, haluan perahu 
diambil alih. Perahu dikemudikan kearah pesisir pantai Bulukumba. Seluruh seluruh 
muatan perahu dan para awaknya ditahan. Selama dalam pertahanan (3 bulan) awak 
perahu bekerja itu melayani kepentingan gerombolan. Mereka ditugaskan untuk 
mengangkat air. Sulit bagi mereka untuk melakukan perlawanan karena tempat 
mereka ditahan merupakan tempat konsentrasi markas dan pengikut DI/TII. Mereka 
mengancam akan membunuh para awak perahu jika tidak mengikuti perintah. Pada 
suatu malam nahkoda perahu, La Suknae, mendengar percakapan dalam bahasa 
Bugis. Ia sempat menangkap maksud pembicaraan malam itu bahawa esok hari para 
awak perahu akan dihukum mati. Suasana mencekam mewarnai menit-menit terakhir 
mereka menjelang dini hari. Akan tetapi, sekitar pukul 04.00 dini hari (menjelang 
subuh) sejumlah tentara melakukan penyerangan terhadap markas gerombolan. 
Melihat perubahan situasi yang demikian, mereka segera mengamankan diri dan 
kemudian melaporkan keberadaannya kepada pihak keamanan pada saat itu berada di 
lokasi tempat kejadiaan. Perahu tersebut kemudiaan dijual kepada seorang warga 
yang berada di Bulukumba. Setelah perahu dijual, para awak perahu dibawa ke 
Makassar dengan menggunakan mobil ke Makasar. Beberapa hari kemudian ada 
perahu yang akan berlayar ke Wakatobi, maka mereka pun ikut dalam pelayaran itu 
hingga akhirnya  tiba dikampung halamannya.24 
Gerakan DI/TII diperairan membuat lebih mudah Abdul Qahar Mudzakkar 
dalam memperoleh barang-barang selundupan, dimana ketika Abdul Qahar 
Mudzakkar berhasil membuat territorial dan perdagangan dengan dua diantara bekas 
anggota CTN, yang sekarang menjadi penguasa perang TNI. Andi Selle dan Andi 
                                                            





Sose, sehingga operasi setempat tidak akan dilakukan terhadap dirinya terhadp daerah 
luas yang berada di bawah kekuasanya, Khususnya Andi Selle, yang ditempatkan 
didaerah pantai dekat Pare-Pare dan Polewali (Mandar), merupakan sumber senjata 
dan persediaan yang baik sekali, karena ia selalu bersedia menjual kepada penawar 
tertinggi, dan bersedia mengadakan barter selama ia mendapat bagian. Pare-pare 
adalah pelabuhan lama untuk penyelundupan, dekat dengan daerah penghasil kopra, 
dan dari sini dekat dengan Kalimantan, Tawao, dan bahkan dengan Singapura muda 
diadakan. Bahwa tersebar desas-desus bahwa Andi Rifai ketika setelah diangkat 
menjadi komandan RI-23 di Pare-Pare tahun 1957, tidak menentang penjualan senjata 
kepada Abdul Qahar Mudzakkar. Beberapa anggota TNI yang berjiwa dagang 
diberitakan menyewakan senjata mereka kepada DI secara mingguan. Ada beberapa 
desas-desus bahwa Abdul Qahar Mudzakkar mendapat bantuan dari luar negeri  
adanya kapal selam misterius yang muncul di kawasan Teluk Bone, kontak dengan 
Duta Besar DI Hasan Tiro di Amerika Serikat, janji bantuan dari Inggris tetapi satu-
satunya bukti yang tidak terbantah dengan adanya negara asing adalah kesediaan para 
pejabat Inggris di Tawao, Kalimantan Utara (Sabah), untuk mengabaikan 
penyelundupan dagang yang secara besar-besaran yang berlangsung didepan 
matanya.25 
Bahwa pada dasarnya Abdul Qahar Mudzakkar adalah seorang pedagang, 
berdasarkan perjalanan hidupnya sebelum memimpin gerakan DI/TII di Sulawesi 
Selatan. Abdul Wahid adalah salah seorang komandan bawaan Abdul Qahar 
Mudzakkar, juga mempuyai peranan penting di bidang perdagangan. Ia mempunyai 
                                                            






jaringan perdagangan hasil bumi di Makassar dan Surabaya. Amien Larekeng, juga 
salah seorang komandan pasukan bawahannya, merupakan “penguasa” perdagangan 
kopra melalui Sulawesi Tenggara, Makassar, dan Surabaya. Sitti Hami isteri ke-4 
Abdul Qahar Mudzakkar yang menetap di salah satu daerah pedalaman di Sulawesi 
Tenggara justru dikenal di daerahnya sebagai salah seorang “pedagang yang kaya” 
dan juga menguasai perdagangan hasil bumi di Sulawesi Tenggara, isteri Abdul 
Qahar Mudzakkar ini mempunyai jaringan perdagangan hasil bumi yang cukup luas 
di Sulawesi Selatan dan Tengah. Perdagangan yang dipandang mempunyai arti 
penting untuk mobilisasi dana gerakan itu memperoleh perlakuan khusus dari Abdul 
Qahar Mudzakkar. Ini terbukti dari keterangan yang diperoleh dari Bahar Mattilioe 
tentang adanya suatu badan usaha yang dibentuk oleh Abdul Qahar Mudzakkar, yaitu 
adanya badan Usaha Rahasia Chusus Organisasi Revolusi (URCOS).26 
Gerombolan DI/TII juga menjalin kerja sama dengan Kepala Distrik Runjani, 
dalam rangka memuluskan usahanya dalam penyelundupan dan perdagangan, 
anggota gerombolan DI/TII menggunakan stempel yang digunakan sama oleh 
pemerintah sipil, seperti stempel kepala Distrik Runjani yang gerombolan gunakan 
untuk berdagang, agar para pedagang di daerah-daerah lain dengan mudah percaya 
membeli barang-barang hasil jarahan para  gerombolan, mereka menggunakan 
stempel Distrik Runjani untuk memuluskan perdagangnya, terutama didaerah Jawa, 
Sunda Kecil (NTT,NTB,Bali). Tetapi setelah penggunaaan stempel tersebut diketahui 
oleh pihak berwajib, maka stempel tersebut segera dicabut, dan dinyatakan bahwa 
                                                            






selama daerah tersebut masih di kuasai oleh pihak Gerombolan DI/TII maka stempel 
Distrik Runjani tidak berlaku dalam perdagangan.27 
Terkonsentrasi pasukan DI/TII di perairan (Teluk Bone) Sulawesi Selatan 
Tenggara dan perairan sekitaranya, mengakibatkan banyak dampak kerugian-
kerugian ekonomi terhadap suatu daerah yang dilakukan pihak DI/TII, para 
gerombolan guna memenuhi kebutuhan ekonomi selama bergerilya, pihak-pihak 
gerombolan DI/TII banyak melakukan penjarahan perampokan kopra-kopra milik 
mayarakat, terkonsentrasinya DI/TII dalam segala medan darat maupun laut 
mengakibatkan gerombolan DI/TII lebih muda untuk melakukan penjarahan-
penjarahan harta di suatu daerah tertuntu, guna memenuhi kebutuhan gerilyawan, 
seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara di Distrik Kalisusu menurut laporan kepala 
distrik daerah tersebut, pasukan DI/TII merampok kopra sebanyak satu sampan (Koli-
Koli) besar, guna untuk memenuhi kebutuhan  bergerilya.28 
Jenis perahu yang digunakan pasukan DI/TII untuk mobilitas gerilya antar 
pulau jarak dekat yaitu menggunakan perahu Jarangka (perahu bercadik). Bentuknya 
memanjang, ramping, dan layar besar mampu berlayar dengan sangat cepat dengan 
kecepatan yang tinggi. Karena itu, oleh gerilyawan menyebutnya sebagai “kapal 
pemburu”. Selain jenis perahu tersebut, jenis perahu tradisional yang digunakan 
pasukan DI/TII untuk mendukung mobilitas gerilya laut adalah Pajjala dan Soppe. 
Kedua perahu tersebut mempunyai kapasitas yang sama, berkisar antara 1-3 ton. 
                                                            
27Arsip Pemerintah Daerah Bone Vol I, (1955), Reg, 1314, Kepala Pemerinta Selajar, 
Djamaluddin, Surat No. 18/Rahasia, tanggal 10 Djanuari 1955, Perihal “Tjap stempel Kepala Distrik 
Ranjuni jang Jang digunakan gerombolan dipakai sebagai Alat keterangan berdagang”. 
28Arsip, Pemerintah Sulawesi Selatan Tenggara Vol II, (1960-1964), Reg. 259, Depertemen 
Daerah Dalam Negeri Otonomi Daerah Republik Indonesia, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 






Ukurannya lebih besar dari perahu Jarangka, tetapi lebih kecil dari Lombo. Dari segi 
bentuk antara Pajala dan Soppe agak berbeda. Bentuk Soppe lebih ramping dari 
Pajjala, sehingga berdampak pada tingkat kecepatan dari masing-masing perahu 
tersebut. Dengan demikian, bentuk Soppe memiliki kecepatan yang lebih dan lincah. 
Beberapa jenis perahu tersebut digunakan oleh pasukan DI/TII untuk melakukan 
mobilitas gerilya laut dikawasan Kabaena dan sekitarnya.29 Dikawasan perairan 
Teluk Bone pada masa gerombolan DI/TII 1953-1965. 
Tindakan dan perampokan yang disertai kekerasaan, pembunuhan yang 
dilakukan oleh pihak gerombolan mengakibatkan adanya terjadinya facum of power 
sebab para daerah konsentrasi-konsentrasi mengakibatkan pemerintah sipil enggan 
untuk melaksanakan tugas didaerah-daerah Distrik mereka, alasannya karena banyak 
kepada-kepala distrik di daerah mereka tidak adanya pihak keamanan yang menjaga. 
Ditambah lagi terkonsentrasinya DI/TII di perairan menambah kecemasan, 
meningkatkan kegelisahan bagi para pelayar untuk melakukan aktivitas seperti 
biasanya. Sebagian dari mereka lebih memilih “cuti” atau berhenti berlayar 
sementara, daripada berlayar dengan segala konsekuensinya, menghadapi ancaman 
sewaktu-waktu didalam pelayaran. Kendati demikian, kegiataan pelayaran dan 
perdagangan tidak terhenti secara total. Sebagian para pelayar memutuskan untuk 
berlayar dengan menempuh dua cara. Pertama, pelayaran dilakukan pada malam hari, 
terutama ketika melewati tempat-tempat konsentrasi DI/TII. Kedua, berlayar dengan 
menggunakan alternatif, diluar pulau yang biasanya digunakan. Kedua cara pada 
dasarnya bertujuan untuk menghindari kontak langsung dengan DI/TII di wilayah 
                                                            
29Abd Rahman Hamid, ”Gangguan Keamanan di Sulawesi Tenggara Pada Masa DI/TII, 
Studi di Pulau Kabaena dan Perairan Sekitar : 1953-1965”, Skripsi.(Makassar: Fak Ekonomi dan 





perairan. Sebab ketika hal itu terjadi keselamatan perahu harta benda dan jiwa mereka 
terancam.30 
C. Kehidupan Sosial Penduduk  
Abdul Qahar Mudzakkar yang didukung oleh beberapa orang pimpinan 
bawahannya berusaha memperoleh pengikut. Ia mengharapkan akan memberikan 
dukungan-dukungan terhadapat gerakannnya, baik itu dalam bentuk dukungan 
langsung aktif  maupun tidak langsung pasif. Yang langsung aktif adalah mereka 
yang ikut ambil bagian dalam gerakan itu dan mempunyai kedudukan serta peranan 
tertentu dalam menjalankan organisasi gerakan DI/TII. Sedangkan pendukung yang 
tidak langsung, berlaku pasif tetapi tidak menentang adanya gerakan ini. Mereka 
tidak bersedia untuk ikut dalam penyerangan atau penumpasan gerakan DI/TII. 
Umumnya mereka adalah anggota masyarakat biasa yang tidak mau meninggalkan 
pekerjaan sehari-harinya, baik sebagai guru, pedagang, ataupun petani.31 
Bergesernya pasukan DI/TII dari Kawasan Sulawesi Selatan kearah Sulawesi 
Tenggara, terdapat banyak faktor-faktor yang mendukung dimana faktor geografis, 
faktor geografis Sulawesi Tenggara mempunyai  luas wilayah sekitaran dua Jawa 
Timur termasuk pulau Madura adalah termasuk pulau-pulau yang ada didalammnya. 
Dimana Sulawesi Tenggara mempunyai daratan dan juga mempunyai lautan yang 
luas, bergesernya konsentrasi DI/TII ke Sulawesi Tenggara selain melakukan aktifitas 
gerilya di darat juga melakukan gerilya laut, Sulawesi Tenggara terdiri dari empat 
kewedanaan dan keempat kewedanaan tersebut didiami tiga suku bangsa yang besar, 
                                                            
30Abd Rahman Hamid, Pelayaran Perahu dan DI/TIIdi Perairan Kabaena Sulawesi Tenggara 
1953-1965 “Lensa Budaya 2, no. 1 (2007): h. 85-104. 
 






dimana didaerah daratan ditempati oleh suku asli Sulawesi Tenggara yaitu suku 
Tolaki (Mengkongga kalau disebut bahagian Kolaka). Pertama Daerah Kewedanaan 
Buton termasuk pulau Buton, dan Pulau Tukang Besi sebelah Tenggara pulau Buton, 
pulau Kabaena, sebelah barat serta tiga buah Distrik didaratan (jazirah Sulawesi 
Tenggara), ialah Poleang dan Rumbia. Kedua Kewedanaan Muna khusus untuk pulau 
Muna dan Pulau Tiworo. Ketiga Kewedanaan Kolaka adalah jazirah Sulawesi 
Tenggara sebelah timur termasuk dalam pulau Wawoni. Keempat Kewedanaan 
Kolaka ialah jazirah Sulawesi Tenggara sebelah Barat dengan perbatas perbatasan 
Kewedanaan Malili daerah Kabupaten Luwu.32 
Setelah bergesernya Konsentrasi DI/TII di kawasan Sulawesi Tenggara 
dengan melalui Teluk Bone, keadaan masyarakat dikawasan Sulawesi Selatan, 
khususnya bekas markas Resimen I DI/TII di daerah kabupaten Luwu, masyarakat 
sudah mulai kembali kekampung-kampung yang dulunya tempat konsentrasi DI/TII 
di daerah Luwu, dengan adanya alat-alat negara yang ditempatkan setiap harinya 
melakukan patroli keliling daerah yang dulunya diduduki DI/TII, membuat tidak 
adanya perluasan pergerakan yang dilakukan pasukan DI/TII diwilayah tersebut, 
dimana dalam kondisi yang mulai kondusif dimanfaatkan oleh pemerintah sipil 
khususnya DPSST, diusahakannya perluasaan lingkaran-lingkaran untuk 
kesejahteraan rakyat dalam artian hal yang luas. Para pemerintah sipil mengusahakan 
kembali membimbing rakyat untuk kembali menggarap sawah dengan perluasaan 
pertanian didaerah Luwu,  antara masyarakat dan militer adanya kerja sama yang 
diberikan pihak militer terutama dalam hal-hal kemajuan ekonomi daerah tersebut, 
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dan juga adanya bantuan pihak militer agar rakyat merasa aman dari segala bentuk 
ancaman guna mengembalikan kehidupan sosial masyarakat yang kondusif. 
Dengan adanya kerjasama antara rakyat dan pihak militer dan pemerintah 
sipil, dapat berjalan lancarnya rencana pembuatan-pembuataan lingkaran 
kesejahteraan dapat meluas seperti, Pertama pengawalan-pengawalan terhadapat 
pembuatan-pembuatan jalan dan jembatan yang dirusak oleh gerombolan DI/TII. 
Kedua adanya perondaan yang dilakukan pihak militer terhadap rakyat yang 
mengerjakan sawah-sawah dan ladangnya. Ketiga lancarnya konvoi bahan-bahan 
pokok atau barang-barang keperluan didaerah yang satu dengan daerah yang lainnya 
dimana dulunya daerah tersebut tidak bisa dimasuki/dijangkau oleh pihak militer 
dalam situasi tersebut sudah mulai bisa dijangkau dan dimasuki guna membawa 
bahan keperluan masyarakat. 
Berdasarkan laporan yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah No. 17 
tahun 1954, surat keputusan Perdana Menteri No. 148/PM/1954 dan surat keputusan 
Koordinasi Keamanan Daerah (KKD) Propinsi Sulawesi No. KKD/337/1954 tanggal 
7 Agustus 1954 yang menjelaskan dimana turut serta membantu penyelesaian 
keamanan yang berhubungan dengan keamanan yang umum, Pertama, membuat 
peraturan-peraturan, serta pengamanan-pengamanan untuk umum yang berhubungan 
dengan soal-soal keamanan. Kedua membantu pengungsi-pengungsi yang bertugas 
sebagai pemberi penerangan tentang rakyat di pengungsian (tenaga Exponent). Ketika 
mengaktifkan Organisai Pagar Desa (OPD) mulai dari tanggal 12 November sampai 
tanggal 12 Desember 1956 atas biaya KKK Luwu (yang berasal dari 2% export 
pertanian rakyat), dan telah diadakannya latihan-latihan OPD sebanyak 71 orang 





didaerah-daerah sebanyak Rp. 75.000. Bahwa dengan adanya kerja sama oleh pihak 
pemerintah sipil, rakyat, beserta militer dalam hal ini TNI, keadaan sosial masyarakat 
mulai agak kembali kondusi dengan kembalinya rakyat menggarap sawah-sawah 
yang dulunya ditinggalkan pada masa gerilyawan DI/TII tersebut. Namun pada tahun 
1956 tidak dapat dinafikkan di derah Luwu (Palopo) masih ada gerombolan DI/TII 
yang bersembunyi didaerah-daerah yang tak dapat dijangkau oleh pihak militer TNI. 
Dengan adanya lembaga OPD, yang dibentuk oleh KKK, yang dinaungi oleh Kdo. 
DPSST, membuat keadaan gerombolan tidak dapat melakukan aksi seperti biasanya 
di daerah-daerah Luwu dan daerah-daerah Bugis yang lainnya. Meskipun demikian 
rakyat setempat tetap merasa aman. Namun adanya teroma psikologis yang dialami 
oleh masyarakat yang diakibatkan dari aksi gerombolan DI/TII.33 
Terkonstrasinya DI/TII di Sulawesi Tenggara khususnya di perairan, yang 
mengganggu keamanan rakyat Sulawesi Tenggara, seperti yang dirasakan rakyat di 
Distrik Kalisusu pulau Buton termasuk daerah Dati II Muna. Berdasarkan laporan 
kepala Distrik Kalisusu tanggal 25 Januari 1962 No 45/Rahasia, Pertama dimana 
pihak gerombolan DI/TII mengakui mempunyai semua pohon kelapa yang ada di 
Distrik Kalisusu dan rakyat dilarang untuk memungut buah dari pohon kelapa 
tersebut apabila rakyat kedapatan memungut maka akan di tembak. Kedua 
gerombolan DI/TII merampok kopra milik rakyat di Distrik Kalisusu sebanyak satu 
sampan besar dengan menggunakan perahu (Koli-koli). Ketiga anggota gerombolan 
DI/TII tersebut bernama Arsjat dengan memakai senjata sepucuk pistol. Keempat 
tindakan-tindakan DI/TII menghambat kemajuan rakyat dalam segi sektor 
pencaharian ekonomi dimana pihak DI/TII menguasai penghasilan-penghasilan harta 
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benda rakyat, hasil laut, hasil bumi rakyat. Kelima rakyat dilarang untuk berhubungan 
dengan pihak pemerintah maupun militer, apalagi memberitahukan keberadaan para 
gerombolan DI/TII.34 Berkonsentrasi DI/TII di Sulawesi Tenggara sangat 
mempengaruhi kehidupan sosial penduduk didaerah tersebut. 
Sulawesi Tenggara khususnya Kwedanan Kolaka sebelah barat berbatasan 
dengan kewedanan Malili daerah Luwu (Bugis).35 Hal ini lebih mempertegas alasan 
Abdul Qahar Mudzakkar memilih daerah Kolaka sebagai tempat pergeseran 
markasnya yang selanjutnya markas DI/TII resimen II. Sementara itu orang-orang 
Bugis-Bone sebagian penduduk asli daerah ini mengungsi didaerah-daerah yang di 
kuasai oleh DI/TII di poleang + 4.000 jiwa yang menempati daerah Rakadua. Mereka 
inilah yang termasuk dalam tipologi warga markas hidup dan menghidupi pasukan 
DI/TII Kompi IV Batalyon 22 yang beroperasi didaerah perairan Kabaena dan 
perairan sekitarnya (Teluk Bone).36 
 Gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara khususnya Kewedanan Kolaka hampir 
seluruhnya daerah termasuk dalam daerah de facto militer DI/TII dan beberapa 
tempat yang terdapat suku Bugis dan Bajo antara lain seperti daerah Rumbia, 
Poleang, Pulau Muna, sebelah utara barat, Kewadengan Buton bagian selatan, sampai 
kepulauan Tukang Besi dan sebelah utara diduduki oleh gerombolan DI/TII. Ahirnya 
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untuk mengatasi kekacauan-kecauan pada masa gerombolan DI/TII lahirlah 
pergerakan Pasukan Jihad Konawe (PDK), gerakan putra daerah Sulawesi Tenggara 
(Kendari) yang diinisiatifkan oleh salah seorang perwira Angkatan Udara Republik 
Indonesia (AURI) pada tahun 1955 seorang suku Sunda, yang banyak memberi 
bantuan sumbangan morel/materil. Berdasarkan perjuangan PDK semata-mata untuk 
membebaskan masyarakat Sulawesi Tenggara atas penderitaan yang dialami. Pasukan 
PDK berdasarkan pandangan yang pro terhadap nasionalis, dimana dalam azas 
perjuangan berdasarkan 17 Agustus 1945, yang berpedoman kepada (a) Bhineka 
Tunggal Ika, (b) Sumpah Pemuda 28 Oktober, (c) Hukum yang berlaku adalah 
hukum negara, dan apabila perlu secara revolusioner. Dengan tujuan ,menjaga 
kesalamatan rakyat berdasarkan hukum Undang-Undang Dasar 1945, hukum khusus 
yang berlaku di Indonesia. (a) Perdamaiaan, (b) Keadilan (c) Kesejahteraan (d) 
Kebahagiaan seluruh rakyat Sulawesi Tenggara, yang mengusahakan kerjasama agar 
tetap terjalinnya kerjasama yang seerat-eratnya dengan tiap-tiap kesatuan alat negara 
(Tentara, Polisi, Mobrig), maupun dengan siapapun, dengan catatan untuk 
memelihara ketentraman rakyat Sulawesi Tenggara khususnya, dan Indonesia 
umumnya. Dengan mengadakan setiap kesatuan bersenjata baik alat-alat negara 
maupun masyarakat Sulawesi Tenggara, untuk menentang dan mengelakkan segala 
bentuk kekerasaan yang diderita rakyat Sulawesi Tenggara, dengan menyatakan atas 
nama rakyat Sulawesi Tenggara menentang segala bentuk penindasan yang dilakukan 
terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara termasuk gerakan gerombolan DI/TII. Dan 
menuntut pembangunan yang layak di Sulawesi Selatan Tenggara.37 
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Pada dasarnya kelahiran PDK adanya perasaan kedaerahan, untuk bangkit dari 
penjajahan yang dirasakan dari gerombolan DI/TII yang dominan adalah pendatang 
yang bersuku Bugis. Pasukan PDK awalnya bernama Pasukan Bambu Runcing yang 
di istilahkan “Pasukan Pade” dalam artian bahasa daerah Pade yang berarti (parang 
panjang asli Sulawesi Tenggara) mempunyai filosofi menentang/melawan segala 
senjata api yang berkobar, yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan untuk 
memperjuangkan mempertahankan daerah Sulawesi Tenggara. Dimana PDK 
didukung oleh guru-guru sekolah pegawai dimana guru-guru tersebut telah 
membentuk 7 buah baret yang merupakan tiang-tiang kekuataan Distrik suatu 
pasukan dibawah komando yang kekuataannya telah meningkat + 12.000 baret yang 
sewaktu-waktu dapat digerakkan. Mempunyai anggota wantitateifnya segenap 
anggota lapisan masyarakat Sulawesi Tenggara.38 
Ketujuh baret tersebut tersebar antara tiga kecamatan yaitu Wawatobi, 
Kendari, Laiwui Utara, dan Kecamatan Laiwui-Kendari Selatan secara Struktur 
operasional dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama Distrik Wawotobi meliputi 3 
buah baret dibawah pimpinan M. Kasim Juri, Distrik Lambuaja, Nurdin, termasuk 
Distrik Abukti, dan Distrik Latoma. Dan Haji Abd. Rasak bertanggung jawab atas 
Distrik Pondidaha. Kedua Distrik Kendari dan Distrik Laiwui Utara (bagian Lasolo) 
meliputi 3 buah baret, Distrik Pohara Anwar Tibili, Distrik Kendari dan Lasolo yang 
dikenal sebagai “Momoc Berbisik” pertanggungjawaban Sikala, Distrik Konda 
temasuk Kendari II, bekas Bokeo (raja di Kolaka) dibawah Powatu. Ketiga Distrik 
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Laiwui Kendari Selatan meliputi Distrik Ponggaluku, Palangga dan Andolo, dibawah 
pertanggung jawaban Haji Umar.39 
Semenjak PDK berdiri maka pengamanan dilancarkan terus menerus antara 
lain didaerah Lasolo sebelah Utara Timur Kendari telah dua kali diadakan expedisi 
untuk menumpas gerakan DI/TII didaerah tersebut, dan hasilnya daerah tersebut jatuh 
ketangan PDK. Daerah bagian Selatan Kendari terus-menerus menjadi sasaran DI/TII 
tetapi daerah tersebut telah jatuh ketangan PDK. Sehingga kesatuan DI/TII yang 
berada di daerah Utara Timur dan Selatan Kendari berpindah kepulau Wawoni bagian 
Timur Kendari. Dalam bulan Maret awal tahun 1957 pertempuran yang sengit terjadi 
telah berlangsung di bulan Maret dimana antara kerjasama gabungan OPD dan PDK, 
dalam melawan kesatuan-kesatuan  gerombolan DI/TII dan tempat tersebut menjadi 
saksi pertempuran yang besar di Sulawesi Tenggara antara sesama anak bangsa 
Indonesia yang menelan korban ratusan ribu jiwa. Pertempuran tersebut berlangsung, 
Hari Pertama dan Kedua  berlangsung dengan berhadapan secara langsung dengan 
menggunakan senjata Tradisional seperti Parang, Badik dan senjata api, tetapi 
dikarenakan antara lawan dan kawan tidak termakan oleh sabetan Parang (Kabal), 
Badik, bahkan Peluru. Pada hari Ketiga dan seterusnya pertempuran berlaku secara 
terbuka dan berakibat pada pembakaran rumah di perkampungan penduduk. Setelah 
pertempuran mulai agak kondisif Polisi dan Morbig dan OPD dari Kendari yang 
dipimpin Kepala Distrik Wawoni dan juga anggota OPD dari derah tersebut, bernama 
Bustamin. Daerah Kecamatan Wawotobi adalah daerah yang diduduki oleh 
Gerombolan DI/TII dimana pada akhir tahun 1956 rumah-rumah dibakar penduduk 
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dievakuasi dan daerah Wawatobi kembali berhasil direbut oleh anggota PDK. Daerah 
Kewedangan Kendari dan Rate-Rate sebagian daerah Kolaka sebelah timur jatuh 
ketangan PDK.40 
Tampilnya PDK merupakan reaksi terhadap Batalyon 718 TNI yang 
ditugaskan di Sulawesi Tenggara ketika diadakan operasi Musafir 1956-1957, yang 
terdiri dari orang-orang Makassar yang tergolong usia muda sehingga disebut pula 
Batalyon Remaja atau Tentara Remaja yang watak huru-haranya lebih menonjol yang 
indispliner, tingkah lakunya tidak jauh beda dengan DI/TII, bahkan dalam beberapa 
hal mereka lebih dari pada gerilyawan DI/TII. Mereka suka memeras, merampas, 
merampok, memperjual-belikan-senjata, bahkan memperkosa perempuan muda 
terutama suku Tolaki. Kesatuan ini bermarkas dikampung Solo dengan wilayah 
operasi meliputi Kendari Selatan. Oleh karena tindakan-tindakannya, sehingga 
akhirnya menjadi sasaran pembunuhan anggota PDK.41 
Konsentrasi DI/TII di Sulawesi Tenggara di daerah Kolaka, Poleang Rumbia, 
merupakan Central Basis dari Kolaka, yang bertempat di desa Boepinang menjadi 
Korem II DI/TII, dibawah pimpinan Mappiare Dg Mananrang seorang suku Bugis, 
pada umumnya hanya didaerah Boepinang saja pernah diadakan pasar malam, yang 
dulunya di Boepinang juga pertama kali dikibarkannya sang saka meraputih (bendera 
Indonesia) pada tanggal 1 Agustus 1948, namun karena pengibaran bendera tersebut 
pimpinan pada tahun 1948 J.C Rumbajan selaku pelopor pengibaran bendera tersebut, 
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J.C Rumbajan akhirnya menjadi buronan KNIL, ia pada saat itu bekerja pada Kepala 
Distrik Poleang suku Bugis, maka karena itu ketika ia melarikan diri J.C Rumbajan 
melarikan diri ke Bone setelah itu baru ke Makassar, setelah J.C Rumbajan tidak 
diketahui nasibnya apakah ia berhasil menyalamatkan diri atau mati terbunuh oleh 
KNIL, akibat dari pelarian J.C Rumbajan tersebut, yang meninggalkan anak buah 
tentaranya, dan inilah yang menjadi salah satu sumber kekacauaan di Sulawesi 
Tenggara dikarenakan anak buahnya semua menggabungkan diri dalam gerombolan 
DI/TII, yang mengakibatkan kekacauan didaerah Sulawesi Tenggara.42 
Dalam rangka pemulihan keamanan daerah-daerah konsentrasi DI/TII 
pemerintah Sipil mengusahakan usaha pendekatan-pendekatan terhadap para anggota-
anggota gerombolan, daerah Kolaka Utara camat Batupute mengadakan perjalan 
perkunjungan dikecamatan BatuPute salah satu tempat konsentrasi DI/TII desa Wawo 
pada tanggal 10 September 1962 dengan bersama kepala-kepala Jawatan sejumlah + 
20 orang, dengan menggunakan perahu.43 
Namun dari usaha pemerintah tersebut tetap mendapat hambatan-hambatan 
dari pihak gerombolan DI/TII, dari pihak Batalyon 20 dibawah pimpinan M. Ali 
Kamry selaku Mayor TII Bn. 20 mengomandoi gerakan DI/TII didaerah Tolala 
sampai Towari Kolaka, pihak M. Ali Kamry berusaha menghalangi kunjungan camat 
Batu Pute, selaku Camat Batu Pute dalam kunjungan tidak diperkenankan datang 
berkelompok-kelompok, dan tidak membawa atas nama Pemerintah Indonesia 
khususnya didaerah de facto DI/TII, bahwa kunjungan camat Batu Pute tersebut  
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dengan tujuan untuk menemui keluarga-keluarganya. Karena alasan M Alie Kamry 
bahwa Abdul Qahar Muszakkar sedang melakukan pertemuan dengan panglima TNI 
Jendral Jusuf, dan pendapat M. Ali Kamry menyampaikan bahwa mereka tidak 
mengetahui apa yang di bahas antara pihak DI/TII dan TNI.44 
Pada saat camat Batupute telah siap akan datang didaerah tugasnya didaerah 
de facto militer TII, M. Ali Kamry selaku pimpinan Bn 20 TII berusaha untuk 
mencegah camat BatuPute untuk menjalankan tugasnya didaerah tersebut segera 
menghubungi Dan Dim 1422 Haulileo Kolaka agar mencegah kedatangan camat 
BatuPute kedaerah de facto DI/TII, M Ali Kamry berusaha menyakinkan pihak Dan 
Dim 1422 H.O jangan dulu ada pergerakan tambahan dari pemerintah camat 
BatuPute demi menjaga keamanan/saling menghargai antara pihak DI/TII dan TNI, 
karena  telah terjalin kesepakan antara pihak DI/TII dan TNI bahwa tidak ada yang 
saling mendahului, apabila mengenai daerah de facto TII. Apabila camat Batu Pute 
menjalankan tugasnya didaerah de facto DI/TII maka artinya pihak pemerintah 
kembali mengobarkan pertentangan yang sempat mereda antara pihak DI/TII dan 
TNI.45 
Usaha yang dilakukan oleh Dan Dim 1422 H.O memperoleh sedikit hasil 
dimana pada tanggal 27 Nopember 1961 jam 07.00 hari Senin, telah datang 
menghadap melaporkan diri di staf Dan Kodim 1422 H.O  di Kolaka, 3 orang anggota 
TII yang mengaku bernama Sjarif Sadiq Letnan II, sebagai komandan Kie. I Bn 20. 
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Divisi Hasanuddin dengan 2 orang pengawal dan pengawalnya tersebut bernama, 
Madaali dan Maming kedua pengawal tersebut merupakan Letnan Muda TII, datang 
menghadap kepada Dan Kodim yang berseragam TII, dengan bersenjata lengkap, 
mempunyai pangkat, memakai celana dan baju Hijau, memakai Kopia hitam, 
kedatangan Komandan Kie. I Bn. 20 Div. Has. Letnan II TII Sjarif Sadiq bersama 
pengawalnya sebagai utusan TII yang membawa suara kesadaran,  bahwa anggota 
DI/TII akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi,  yang membuat pembesar-pembesar 
militer Dan Kodim 1422 H.O di Kolaka Kapten Muh. Daud, pembesar pemerintah 
sipil Daerah (wakil kepala daerah Kolaka) camat BatuPute Lettu Moh. Arif Mappuji 
bersedia menjemput untuk menerima kedatanganan oleh Komandemen daerah 
Bawahan 20 Bn 20 Div Has. Tetapi dengan catatan bahwa apakah betul anggota 
DI/TII dengan kesungguhan hati ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. 
Sehingga para pembesar militer dan pemerintah sipil mengutus 2 orang dari Alat 
Negara TNI anggota Kodim 1422 H.O di Kolaka untuk mengunjungi tempat 
Komandemen Bn 20 Div Has, Mayor M. Ali Kamry, utusan tersebut bernama Abbas 
Pelda dan Kawuwu, keduanya prajurit I Kodim 1422 H.O, pada tanggal 28 Nopember 
1961 jam 12.30 hari selasa utusan tersebut berangkat dengan menggunakan motor 
dari PT Nikel di Pulau Maniang, kendaraan tersebut dipergunakan untuk menjemput 
anggota DI/TII yang bersedia kembali kepangkuan Ibu Pertiwi NKRI.46 Namun 
meskipun sebagiaan pasukan TII telah mengangkat senjata, tetapi pimpinan 
Komandan derah bawahan Mayor TII Div 20 M Ali Kamry tetap memilih bertahan 
didaerah Konsentrasinya tersebut, Mayor TII tersebut tetap dengan setia terhadap 
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pimpinan organisasi Pasukan Perang Revolusi Islam Indonesia (PRII) bagian timur 
yaitu panglima DI/TII Abdul Qahar Mudzakkar. 
Upaya pemulihan keamanan (1952-1962) disamping operasi militer juga 
disertai dengan persuasif. Satuan-satuan komando yang dibentuk turut adalah 
Komando Operasi “45’  (1959-1960) dipimpin Mayor Andi Sose. Komando Operasi 
Guntur (1960-1961), Komando Operasi Kilat (1961-1962), pendekatan persuasife 
dalam periode ini dapat dilihat pada tindakan Abdul Qahar Mudzakkar yang 
mengirim surat kepada Presiden Soekarno maupun suratnya kepada pangdam 
XIV/Hasanuddin. Dan suratnya kepada Komandan RTP Guntur, Letkol Andi Sose 
bahkan, Abdul Qahar Mudzakkar pernah berunding dengan Pangdam 
XIV/Hasanuddin Letkol Andi Muhammad Jusuf di Bonepute. Sebelum diadakannya 
perundingan, terlebih dahulu Abdul Qahar Mudzakkar mengirim surat kepada Andi 
Muhammad Jusuf, hasilnya Abdul Qahar Mudzakkar bertemu dengan Letkol Andi 
Muhammad Jusuf di Makassar tanggal 2 September 1961. Kemudian Andi 
Muhammad Jusuf menyertai Corrie Van Stenus (isteri Qahar) ke Jakarta untuk 
bertemu KSAD Nasution perihal penyelesaiyan Abdul Qahar Mudzakkar dan anak 
buahnya. Tidak lanjut dari pertemuan itu ialah perundingan (pertama) tanggal 21 
oktober 1961. Dan pertemuan (kedua) inilah Abdul Qahar Mudzakkar dengan resmi 
menyerahkan komando atas semua pasukannya kepada Andi Muhammad Jusuf, 
kecuali satu Batalyon pengawal pribadinya yaitu Momoc Anzarullah. Namun 
kesepakan tersebut tidak ditepati oleh Abdul Qahar Mudzakkar. Pada tanggal 1 
Januari 1962, Abdul Qahar Mudzakkar mengajukan tuntutan tambahan (1) Supaya ia 
dijadikan Komando operasi dalam pengembalian Irian Barat. (2) diberikan wewenang 





jumlah TNI dari luar daerah; supaya ia diberi wewenang untuk melarang kegiataan 
komunis dan mengusir kegiataan “TNI komunis” dari Indonesia Timur; dan supaya 
Divis Momoc diresmikan dan dipersenjatai dengan kekuataan penuh (18 batalyon) 
untuk menjadi inti pasukannya dalam kampanye Irian Barat, karena permintaan ini 
tidak dipenuhi oleh pemerintah maka Abdul Qahar Mudzakkar kembali masuk hutan 
bersama pasukannya. Sekitar pertengahan Juni 1962. Ia mengadakan pertemuan 
dengan para pimpinan DI dan ex-DI, setelah tertangkapnya Kartosuwirjo, dan pada 
saat di proklamasikannyan Republik Persatuan Indonesia.47 
Kepastian gerakan DI/TII Sulawesi Selatan Tenggara berakhir pada tahun 
1964 dan 1965. Dalam operasi militer yang berturut-turut yang mendahului Abdul 
Qahar Mudzakkar yang mengakibatkan gerakannya berangsung-angsur megalami 
kemunduran, sebagian berkat kenyataan kini lebih banyaknya pasukan TNI yang 
bergerak dalam aksi penumpasan DI/TII, ditambah lagi sebagian prajurit-prajurit 
yang berasal dari Sulawesi Selatan kian memainkan peranan penting, dimana TNI 
menjalankan operasi-operasi penumpasan gerakan tersebut. Dalam hal ini ini 
termasuk panglima militer Sulawesi Selatan dan Tenggara yang termasuk, Andi 
Muhammad Jusuf, seorang putra daerah Bone, dan seperjuang Abdul Qahar 
Mudzakkar, seperti Andi Sose dan Aziz Taba, dimana Andi Muhammad Jusuf pribadi 
memimpin operasi tumpas dan operasi kilat, yang dipimpin Solihin sebagai kepala 
staf, yang sebagai panglima Divisi Siliwangi yang telah banyak pengalamannya 
dalam menumpas aksi-aksi pembelokan.48 
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Dengan adanya kepastian tempat persembunyian Abdul Qahar Mudzakkar, 
pasukan Operasi Kilat pun mengatur penyerangan terhadap sasaran itu. Persiapan 
yang dilakukan pada jam 16.00 sore tanggal 2 Februari dan penyerangan dilakukan 
pada jam 03.00 subuh. Penyerangan itu berlangsung dengan cepat dan ditengah 
desing-desing peluru dari kedua belah pihak, Kopral Sadeli, dari Divisi Siliwangi 
melihat seseorang dengan memegang granat tangan dan meloncat dari sebuah gubuk. 
Ternyata itu adalah Abdul Qahar Mudzakkar. Pada mulanya anggota penyergap ini 
mau menangkap sasaran secara hidup, tetapi maksud itu diurungkannya, karena 
sasarannya menggenggam sebuah granat tangan. Dengan cepat kopral Sadeli 
membidik sasaran yang sudah dipastikan orang yang dia carinya selama ini. Dalam 
operasi tersebut semua anggota penyergap diberikan foto Abdul Qahar Mudzakkar. 
Tembakan tepat mengenai sasarannya terjatuh dan meninggal. Mayatnya dijemput 
oleh panglima XIV/Hasanuddin Komandan operasi kilat Andi Muhammad Jusuf 
yang memang bertanggung jawab atas apa pelaksanaan operasi militer terhadap 
pembelokan Abdul Qahar Mudzakkar ini. Pimpinan utama DI/TII dengan kedudukan 
sebagai presiden (Khalifah) Negara Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) telah 
meninggal. Ia tidak mampu menghadapi operasi militer yang memang terbaik 
koordinasinya dari operasi yang pernah dihadapinya.49 
Dengan berakhirnya gerakan DI/TII Sulawesi Selatan dan Tenggara khusunya 
di kawasan Teluk Bone yang awal di proklamasikannya DI/TII 7 Agustus 1953 yang 
berkuasa hampir selama + 12 tahun dan berakhirnya setelah pimpinan DI/TII Abdul 
                                                            








Qahar Mudzakkar tertembak dan meninggal pada 2 Februari 1965, ditempat 
persembunyiannya di tepi Sungai Lasolo Kendari Sulawesi Tenggara. Adapun faktor-
faktor yang melemahkan pergerakan DI/TII antara lain; Pertama adanya pertentangan 
dalam kubu Abdul Qahar Mudzakkar, pertentangan antara Abdul Qahar Mudzakkar 
dengan Hamid Ali yang mengakibatkan melemahnya kekuataan gerilyawan kedua 
pihak yang bertentangan masing-masing menghadapi dua kubu, antara mereka yang 
berselisih dan tanpa terkecuali Abdul Qahar Mudzakkar dan Hamid Ali harus bersiap 
menghadapi setiap serangan yang dilancarkan Alat Negara TNI. Kedua adanya 
keputusan sepihak (deining) yang diambil  Abdul Qahar Mudzakkar sendiri, dimana 
dalam kubu (gropen) Abdul Qahar Mudzakkar tidak menyetujui adanya peralihan 
program pergantian dari TKR ke DI/TII, tetap kembali kepada program-program 
utama TKR. Ketiga Pemusatan-pemusatan kekuataan gerombolan Abdul Qahar 
Mudzakkar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yang di sebar untuk 
menghancurkan objek-objek penting diseluruh medan sehingga mengakibatkan 
kekuataan anggota geryliawan Abdul Qahar Mudzakkar  terbagi-bagi, sehingga 
mempermudah anggota TNI dalam menghadapi gerombolan DI/TII secara (efisiensif) 
tepat karena titik konsentrasi DI/TII terbagi-bagi. Sehingga gerilyawan kesulitan 
berhadapan secara terbuka (fronten), yang menyulitkan perhubungan antara titik-titik 
daerah konsentrasi DI/TII dalam pergeseran secara fronten darat maupun laut, 




50Arsip M Saleh Lahade, (1953-1957), Reg, 191; Angkatan Darat Territorium VII, Mh. Sajuti, 
Rahasia, tanggal 28-1-1954. “Laporan mengenai Kekuataan Tenaga, Kekuataan Senjata Organisasi 
























A. Kesimpulan  
1. Faktor geografis jazirah Sulawesi Selatan dan Tenggara mempunyai hutan yang 
luas yang cocok untuk dijadikan tempat persembunyian oleh  gerombolan DI/TII, 
Teluk Bone sebagai bagian dari perairan kepulauan Hindia Timur, di selatan 
tanjung Lasa, ketitik utara Kabaena (5°05’LS, 121° 52’ BT) dari bujur ini naik ke 
pantai Sulawesi. Konsentrasi DI/TII di kepulauaan Sulawesi hampir setiap 
daerah-daerah Kewedanan yang ada di Sulawesi pada masa gerombolan DI/TII, 
semua daerah-daerah Sulawesi di mobilisasi oleh gerombolan DI/TII, dan  
kawasan Teluk Bone merupakan perairan yang menyatukan jazirah Sulawesi 
Selatan dan Tenggara, dan dimana gerakan DI/TII di kawasan Teluk Bone 
didukung oleh faktor Demografis adanya kedekatan emosional antara penduduk 
yang ada di Teluk Bone dari zaman kerajaan, adanya hubungan antara kerajaan 
Bugis-Luwu, Bone, dengan kerajaan yang ada di Sulawesi Tenggara seperti 
Kerajaan Mekongga di Kolaka, dan didukung oleh Suku Bajo dalam 
menjalankan aksi gerilya laut diperairan. 
2. Kedudukan Teluk Bone dalam struktur DI/TII  Resimen I Sulawesi Selatan, 
masuk dalam Kresidenan Sulawesi Timur, meliputi daerah-daerah Luwu, Bone, 
dan Buton. Dibawah acting residen Sjamsul Bahri. Dimana Kabupaten Luwu 
masuk dalam daerah pertahanan WK I, daerah Kabupaten Bone masuk dalam 
daerah pertahanan WK II, sedangkan Sulawesi Tenggara masuk dalam Pos 
Pasukan Penyerang CP IV, perincian Berigade dan daerah-daerah aksi 





Kabupaten Bone di bawah kendali Patawari, sedangkan daerah Kolaka yang 
menjadi daerah Resimen II setelah bergesernya pasukan gerilyawan ke Sulawesi 
Tenggara, Bn 20. Div 20 Has. Dibawah komando M. Ali Kamry.  
3. Berkonsentarasinya gerakan DI/TII tidak hanya didarat tetapi juga diperairan 
khusunya Teluk Bone dan perairan sekitar mengakibatkan seringnya terjadi 
penghadangan, pembajakan, pembunuhan, terhadap ABK kapal seperti kapal 
“Gunung Sausa” yang di bajak di laut Siwa, berdampak berkurangnya aktivitas 
pelayaran dan perdagangan, yang mengakibatkan melemahnya ekonomi 
masyarakakat pada masa gerakan gerilyawan DI/TII. Terjadinya pembakaran-
pembakaran di perkampungan milik penduduk, untuk memulihkan keadaan 
keamanan tersebut dibentuklah KKK, di bawah pemerintah sipil Kdo DPSST, 
guna untuk menyiapkan tempat pengungsiaan untuk masyarakat di daerah 
konsentrasi DI/TII, dampaknya yaitu terjadi kekosongan facum of power,lahan-
lahan pertanian yang tidak tergarap sehingga rakyat kehilangan mata 
pencaharian. yang berdampak lahirnya PDK gerakan putra daerah Sulawesi 
Tenggara, untuk menumpas gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara. 
B. Saran  
1. Gerakan DI/TII khususnya di kawasan Teluk Bone 1953-1965, karena masih 
terlampau banyak kekurangan dalam penelitian ini, terutama mengenai 
kehidupan sosial masyarakat dan pelayaran khususnya didaerah Luwu, Bone 
yang masih perlu ditelusuri lebih dalam, terutama keadaan masyarakat di 
kawasan Teluk Bone, masih kurangnya bahan-bahan referensi yang dimiliki 
penulis, mudahan melalui penelitian ini lahir penelitian selanjutnya yang 





2.  Gerakan-gerakan semacam gerilyawan DI/TII di Indonesia, tidak menutup 
kemungkinan akan adanya pertentangan ditengah masyarakat Indonesia sebagai 
suku bangsa yang majemuk, maka dari itu muda-mudahan ada hikmah yang 
dapat dipetik dari gerakan gerilyawan DI/TII di kawasan Teluk Bone 1953-1965. 
Maka dari itu pemerintah yang mempunyai otoritas politik muda-mudahan dalam 
memperhatikan gerakan-gerakan semacam ini, dapat dikelola dengan baik agar 









Inventaris Koleksi Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1953-1957  
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- Markas Besar Tentara Islam Indonesia, Territorium IV,  Surat No. 
5/D/SD/TII/CO.PH/53, tanggal 15 Oktober 1953.  
- Situasi Umum Terakhir Dari Gerombolan-Gerombolan di Sulawesi 
Selatan, Rahasia , tanggal 12 Januari 1954, Rahasia. Di Stafkwertier 
TT-VII 
- Laporan Mengenai Kekuataan Senjata Organisasi Taktik dan Rencana-
Rencana Dari Gerombolan-Gerombolan di Sulawesi Selatan, Kapten 
Staf I TT VII, Mh. Sajuti , tanggal 28 Januari 1954. 
- Laporan Gerakan Operasi , Kapten Batalion Infantri, Roedijanto,, 
Laporan..01/10/1956, tanggal 6 Oktober1956 
- Situasi Umum terakhir Dari Gerombolan-Gerombolan di Sulawesi 
Selatan, R Sutikno, tanggal 12 Januari 1954.  
- Markas Besar Tentara Islam Indonesia Territorium IV. Kom. Pas. Has, 
Abdul Qahar Mudzakkar, Pengumuman No. 2/D/SP/TII/Co.PH/53, 
tanggal 10 Agustus 1953  
- I.C.T.V”Brawidjaja” Resimen Infantrie-17 Batalion-518, Laporan 
Gerakan Operatif, Roesdijanto, Laporan No. 01/10/1956, tanggal 18-9-
1956 s.d 23-9-1956. Tempat Sampano Complex.  
- T.V/Brawijaya Sub Sector II Bn. Inf 501, Witarmin, Perintah-Operasi 
No. PO-16/10/1956, tanggal 12 Oktober 1956. Lampiran; 1 Shets 1 : 
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-  Jurusan Territorial Kekuasaan dan  Militer, L.R. Panono. D.B. 
Sarangan, tanggal 25-9-1956. “Laporan, Penyelenggaraan Keamanan”. 
- Jihad Konawe Pandangan Umum, Alam Taufiq, Pengumuman No. 
021/I-I/Pim.Um/Det./57, tanggal 25 April 1957, “Pengumuman”. 
Inventaris Arsip Provinsi Sulawesi Rahasia 1953-1955  
No. Reg. 519 : Gubernur Propinsi Sulawesi Makassar, J. Latumahina, Bagian Politik 
No. Polx V/16/38, “perihal, Keputusan Konspirasi T.K.R Kompas 
Latimojong”.  
- Seruan “Selidikilah Dengan Seksama, Dimana Kebenaran 
Itulah/Lalui/Ikuti Sampai Tercapai”, Parental, Medan Bakti, tanggal 2 






No. Reg. 539 : Kementerian Agama Republik Indonesia, A Rahmat Hilme, Surat No. 
1/A1/1/54, tanggal 20 April 1954, perihal,”penerimaan alat-alat untuk 
imam Distrik Rumbia”. 
Inventaris Arsip Provinsi Sulawesi Tenggara Vol II 1960-1962.  
 
No. Reg. 252 : Badan Pusat Pimpinan Barisan Anti Djawa Komunis “Badjak”, 
Muchtar Shadiq, tanggal 1 sjafar 138  H, Perihal “Seruan Hijrah”.  
No. Reg. 259 : Depertemen Daerah Dalam Negeri Otonomi Daerah Republik 
Indonesia, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara, Daerah 
Lingkat II Muna-Raha, Laporan No. 144/Rahasia, M. Solichin Bc. Hk. 
Tanggal 9 Februari 1962.  
No. Reg. 261 : Angkatan Perang Negara Republik Islam Indonesia,  Surat  No. 
Ist/Bat,20/IV/1382 H, tanggal 11 Rabiul Awal 1382 H, Perihal. 
“Pandangan”. 
- Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggra Dati II Kolaka Ketjamatan 
Batu Putih, M Arif Mappudji, Salinan No. Pem.117/20/PKB/62, 
“Perihal , Perjalanan Wakil Kdh/Tjamat Batu Pute Bersama 
Rombongannya”  
- Angkatan Perang Negara Republik Islam Indonesia “Batalion-20”, 
Mohammad Alie Kamry, Surat No Ist/Bat.20/IV/1382 H, tanggal  11 R 
Achir 1382 H, “Perihal, Pandangan”.  
-  Angkatan Perang Negara Republik Islam Indonesia “Batalion-20” ”, 
Mohammad Alie Kamry, Salinan dari Salinan Surat No 
Ist/Bat.20/IV/1382 H, tanggal  11 R 1382 H, “Perihal, 
Pandangan”.Achir   
-  Depertemaen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah R.I Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Tenggara Daerah Tingkat II Kolaka,Koh Arif 
Mappudji, Bahagian-Politik No. Pol. 2/92/Rah/61, “Pokok Laporan 
Keamanan 
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No. Reg. 1285 : Kepala Daerah  Bone Watampone, Rasdjid Amir, surat No. 
942/Rahasia, tanggal, 13 Djanuari, 1956, Perihal. “Pergeseran Pasukan 
D.I/T.I.I dalam Wilayah Kabupaten Bone”. 
No. Reg. 1292 : Kepala Daerah Watampone, M. Arzad, Surat No. 689/Rahasia, 
tanggal 20 April 1956, Perihal. “Laporan dari lel. Nuhung anak buah 
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- Kepala Daerah Watampone, M. Arzad, Surat No. 689/Rahasia, tanggal 
20 April 1956, Perihal. “Laporan dari lel. Nuhung anak buah perahu 






No. Reg :1293 : Kepala Daerah Kabupaten Bone, Watampone, Rasjid Amir., Surat 
No. 559/Rahasia, tanggal. 30 Mei 1956, Perihal.” Perahu Gunung 
Suasa Serta Kelasinja jang berasal dari Tjikoang-Takalar (Kabupaten 
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No. Reg. 1294 : Kepala Pemerintah Daerah Malili, A. Samad Suhaeb, tanggal 15 Mei 
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rampok di laut Siwa”. 
No. Reg. 1314 : Kepala Pemerinta Selajar, Djamaluddin, Surat No. 18/Rahasia, 
tanggal 10 Djanuari 1955, Perihal “Tjap stempel Kepala Distrik 
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Alhamdulillah : Allahu Akbar :  
Allama I Iyaka na budu, wa iyaka nasta ‘in, ihdinasirathal-mustaqim:  
Diumumkan kepada chalayak umum hal-hal seperti berikut : 
1. Proklamatie tertanggal 27 Dzulqaiddah 1372/7 Agustus 1953, yang 
menyatakan daerah2 sulawesi dan daerah2 sekitarnya (meliputi Indonesia 
bagian Timur termasuk “Irian”) menjadi bagian dari republic Islam Indonesia 
(“Darul Islam”), adalah benar dari kami dengan nama asli ABDUL KAHAR 
MUSAKKAR. 
2. Ajakkan Bung “KARNO” dalam pidato2nya di Bone dan Palopo pada tanggal 
11 dan 12 oktober 1953, atas itu kami nyatakan kenyakinan kami bahwa 
masalah Sulawesi selatan pada khusunya dapat diselesaikan secara politis, dan 
pertumpahan darah antara kita sama kita dapat segera dihentikan apabila 
pemerintah Repoblik Indonesia secara sportief mengakui gencatan-2 diseluruh 
kepulauan tanah air pada dewasa ini, dan apabila pemerintah Republik 
Indonesia dapat menyesuaiakan diri dengan dasar pandangan hidup rakyat 
Indonesia yang terdiri dari 90% umat Islam yang mempuyai dasar hukum 
“QURAN DAN HADIST” 
3. Kami berhasrat dan bertujuan sama dengan Bung Karno untuk 
memperjuangkan “IRIAN” adalah termasuk program politik tertentu dari 
pemerintah Republik Islam Indonesia. 
4. Pemulihan keamananan di Sulawesi dapat dicapai apabila : 
a. Komando TT.VII. T.N.I. segera melegaliseer dan membatalkan tugas2 
serta melucuti senjata gerombolan -2 yang sengaja di-organiseerd oleh 
Ko.TT.VII. untuk mengacaukan Sulawesi, umpamanya: 
1. Pasukan Hamid Alie/Usman Balo. 
2. Berigade “Guntur”. 
3. Pasukan pembela proklamatie. 
4. Kompi kawan masyarakat. 
b. Pemerintah Republik Indonesia mau mengakui devacto republic Islam 
Indonesia dan T.I.I diseluruh daerah pedalaman Sulawesi. 
5. Selesai.- 
INNA FATAHNA FAT-HAN HUBIENA : INSYA ALLAH : 





Medan Djihad, Tanggal 15 oktober 1953. 
Ps. Panglima TT.IV. T.I.I. 
t.t.d 
(ABD. QAHAR MUDZAKKAR) 
Disposisi : 
Dilihat oleh kami tgl. 26/x-‘53 
dan diputuskan : 
tidak boleh dimuat dalam surat2 kabar. 
 



























Lampiran  II 
 
=MARKAS BESAR= 
TENTARA ISLAM INDONESIA 





1. Keputusan Koperatie Pertahanan Tentara Islam Indonesia Territorium IV. 
Yang berlangsung disalah satu tempat, pada tanggal 8 Agustus 1953. 
Dan  
MENIMBANG :  
2. Dipandang telah tiba saatnya mengadakan Mobilisasi-umum diseluruh 
Territorium IV. T.I.I. 
MEMUTUSKAN : MENGUMUMKAN SEPERTI BERIKUT: 
1. Berlaku mulai pada tanggal 10 Agustus 1953 sampai……………. 
Tahun………………………..diseluruh daerah Territorium IV. T.I.I 
dianyatakan dalam keadaan perang. 
2. Sejalan dengan pengumuman ayat 1 diatas, maka Hukum Negara 
Republik Islam Indonesia, dan terutama diseluruh daerah Territorium IV. 
T.I.I. ia lah “HUKUM SYARI’AT ISLAM DALAM MASA PERANG”. 
3. Kepada segenap lapisan Masyarakat Warga Negara Republik Islam 
Indonesia, dan terutama yang beragama Islam diwajibkan turut serta 
dalam pertahanan Negara untuk melaksanakan  rencana pertahanan rakyat 
total (TOTAL PEOPEL’S DEFENGE, SEMOGA ALLAH 
MEMBENARKAN BERGELORANYA REVIUTIE ISLAM 
DISELURUH DUNIA. 
 
INSYA ALLAH.     AMIEN. 
ALLAHU AKBAR. ALLAHU AKBAR. ALLAHU 
AKBAR. 
Diumumkan : Dimarkas Besar TERR. IV. 
  T.I.I. tgl. 10 Agustus ‘53 
Jam           : 09.00 
TENTARA ISLAM INDONESIA TERRITORIUM IV 
Ps. Panglima, 
Ttd : 
(ABDUL. QAHAR MUZAKKAR).- 
 









No. 021/I-I/Pim. Um/Det./57. 
 
1. MENGINGAT : Banyaknya berita provokatif yang sengaja hendak memecah 
belah rakyat Sulawesi Tenggara dan sengaja hendak mem-busuk2kan perjuangan 
“PASUKAN DJIHAD KONAWE” (P.D.K).- 
2. MENIMBANG : Perlu ada kesatuan pandangan dan penilaiaan seluruh 
masyarakat dalam hal ini. 
3. MEMUTUSKAN : Mengeluarkan beberapa siaran mengenai sikap dasar dan 
tujuan perjuangan. 
I. A. AZAZ : 17 Agustus 1945. 
A. PEDOMAN : 
a. Bhineka Tunggal Ika 
b. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1982 
c. Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara, dan 
apabila perlu secara revulusioner. 
B. TUJUAN :  
Menjaga Keselamatan Rakyat dalam bentuk tujuan 
Hukum yang khusus jg berlaku di Indonesia. 
a. Perdamaiaan 
b. Keadilan 
c. Kesejahteraan dan  
d. Kebahagiaan seluruh rakyat Sulawesi Tenggara 
khususnya, dan Indonesian umumnya. 
II. MENGUSAHAKAN tetap terjalinnya kerja sama yang se-erat2nya 
dengan tiap2 kesatuan bersenjata Alat Negara (Tentara, Polisi, Mobrig) 
maupun bukan, untuk memelihara ketentraman dari pada rakyat Sul. 
Tenggara khususnya, dan Indonesia Umumnya. 
III. MENGADAKAN setiap Kesatuan bersenjata baik Alat2 Negara maupun 
bukan, untuk meng-elakkan PERAMPOKAN, PERKOSAAN, dan 
PEMBUNUHAN se-wenang2 terhadap rakyat. 
IV. MENENTANG bersama2 dengan rakyat Sulawesi Tenggara, terhadap 
siapapun yang bertindak seperti seperti termaktub pada sub III diatas.- 
V. MENUNTUT pada pemerintah untuk segera meregalisseer pembangunan 
yang layak di Sulawesi Selatan. 
VI. MEMINTA perhatiaan pada pemerintah untuk segera melaksanakan 
pembentukan “PASUKAN TERRITORIAL” yang cernanya terdiri dari  
“PASUKAN DJIHAT KONAWE” khususnya, dan pemuda2 Indonesia di 
Sulawesi Tenggara umumnya. 
VII. BERTINDAK tegas terhadap setiap orang yang sengaja menyiarkan 
berita2 yang dapat memecah persatuan Bangsa dan bertindak Korupsi. 
VIII. MENGAJAK seluruh Rakyat untuk tetap tenang, rukun dan damai seperti 
biasa terhadap siapa saja, tekecuali mereka yang bertindak seperti yang 
termaktub dalam sub VII diatas. 
IX. MENYERUHKAN pada rakyat seluruh Sulawesi Tenggara khususnya 
Indonesia umumnya, dan terutama kepada mereka yang bersimpati pada 





membususkkan atau menentang perjuangan “PASUKAN DJIHAD 
KONAWE”.- 
4. SELESAI      Dikeluarkan : Markas Umum 
Pada Tanggal : 25 April 1957 
Pada Jam : 08.00 
------------------------------------- 
      ------------------------------------- 
       “PASUKAN DJIHAD KONAWE” 
       Pemimpin Umum, 
Makassar, 25 Mei 1957 
Disalin sesuai dengan aslinya     ttd/tjap 
Yang menyalin           (Alam Taufiq) 























Lampiran  IV 
DEPARTEMEN DALAM NEGERI OTONOMI DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA 
DAERAH TINGKAT II MUNA-RAHA. 
+++++++++++++++++++IND+++++++++++++++++++++ 
No. 144/RAHASIA  Tanggal : 9 Februari 1962.-  Lampiran:-- 
== LAPORAN == 
Dengan hormat ! 
Bersama ini kami laporkan bahwa hingga sekarang dalam daerah kami masih ada 
sisa2 gerombolan DI/TII yang masig sering mengganggu rakyat. 
Salah satu tempat di Daerah kami yag selalu didatangi gerombolan di/tii tersebut 
ianal Distrik Kalisusu Pulau Buton termasuk Dati II Muna. 
 Menurut Laporan Kepala Distrik Kalisusu tanggal 25 Djanuari 1962 No. 
45/Rahasia. Yang ditujukan kepada dan Pos Brig. Mob. Kie5153 Ereke dan anatara 
lain tembusanya kepada kami dengan singkat kami berikan sebagai berikut :. 
1. di/tii organisasi mengaku bahwa mereka yang punya semua pohon Kelapa di 
Distrik Kalisusu. Rakyat dilarang memungut buahnya.- 
2. di/tii tersebut merampok kopra rakyat sebanyak satu sampan (koli-koli) besar.- 
3. menurut Kepala Distrik Kalisusu dan di/tii ini bersama Arsjat dengan memakai 
senjata sepujuk pistor.- 
4. Tindakan di/tii ini menghambat kemajuan rakyat di Distrik tersebut dan 
menguasai penghasilan2 harta bendarakyat. 
5. Rakyat dilarang di/tii tersebut berhubungan dengen pemerintah setempat lagi 
rakyat sangat kekurangan uang akibat dari pada perbuataan2 gerombolan di/tii 
yang sangat chianat, baik terhadap masyarakat maupun terhadap negara. 
Dengan demikiaaan harapan rakyat Distrik Kalisusu chusunya, masyarakat Dati II 
Muna umumnya agar supaya dalam waktu yang sangat panjang singkat supaya sisa2 
gerombolan di/tii yang tuli buta ini dibersihkan sampai tidak, untuk memasuki alam 
pembangunan Semenstal Nasional Bersenjata menuju masyarakat adil dan makmur.- 
 
Kepada yth :      An. Pd. Kepala Daerah Muna., 
Paduka Tuan Dan Ram VI/Halu-Oleo di Kendari.-  Kepala Bahagian Politik 
Paduka Tuan Gubernur Sulseltra di Mkasssar.- 
Paduka tuan Paperda di Makassar.-         t.t.d 
Paduka tuan Residen Kordinator.- 
Sulawesi Tenggara di Kendari.-   (A. MADJID MAGRIBI ) 




PENGUSAHA PERANG DAERAH SULSELRA       Makassar, 17 Agustus 1962.- 
------------------------------------------------------------ 
No.   : R.013/Gad-k/4/62 
Sifat   : Rahasia/Segera.           Kepada 
Lampiran  : 1 (satu ) Salinan         yth. Pekuper Daerah Korem VI/H.O 
Perihal  : Laporan Pd. Kepala Derah    di 





    No. 144/Rahasia.-           Kendari. 
             ------------ 
1. Terlampir disampaikan kepada Dan salinan laporan pd. Kepala Derah 
Muna nomor 144/ Rahasia tertanggal 9-2-1962 yang untuk Jelasnya 
dipersilahkan Dan membacanya. 
2. Dengan ini diminta supaya dan menaruh perhatiannya dan selanjutnya 
mengharap sesuatu chabar adanya. 
3. Sekian.- 
Tembusan : 
1. Pangdam XIV “HN” Att. As-I KAS.         PENGUASA PERANG SEDAERAH SULSEL 
2. Gubernur Sulseltra :          KEPALA SEKSI KEAMANAN/PERTAHANAN 
3. Kep. Pol. Komisariat Sulseltra.      U.b. 
4. Ass-5 KAS DAM XIV “HN”     WAKIL KEPALA, 
5. Arsip .-         ttd 
----------------------------------------    M.SOLICHIN Bc. Hk. 























DEPARTEMENEN PEMERINTAH UMUM DAN OTONOMI DAERAH 
REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA 
DAERAH TINGKAT II KOLAKA.- 
RAHASIA.-       Kepada 
1. Panglima Kodam XIV/Hs. Selaku Ketua Peperda 
Sulawesi selatan Tenggara di-Makassar. 
2. Gubernur Kepala Derah Tingkat I Sulawesi Selatan 
Tenggara di- Makassar.- 
------------------------------------------------------------- 
Kolaka, 8 Oktober 1962.- 
 No.   : 6/35/Rahasia/1962.-    Lampiran 3 
 Perihal  : Pendiriaan Moh. Alie Kamry  Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sulseltra 
     Ax Batalion 20 D.I./T.I.I.-     AGENDA No. spam, III/3/12 
     ------------------------------------- TANGGAL  12/12-62. 
 
Dengan Hormat !  
1. Bersama ini terlampir salinan surat2 dari apa yang dinamakan “Angkatan 
Perang Negara Republik Islam Indonesia Batalion 20” atas nama komandan 
Bn. 20 oleh Mohammad Alie Kamry “Mayor T.I.I.” 
2. Berhubung dengan ad I diatas maka disamping sebagai berikut : 
a. Sejak Panglima mengumumkan garis kebijaksanaannya keamanan pada 
konporensi Kepala2 Derah se-Sulawesi Selatan Tenggara pada tahun 1961 
kami dengan segala kesungguhan berusaha mendekati rakyat bekas 
D.I/T.I.I.- Bantuan2 berupa obat2, patjul (alat pertanian) textial dan segala 
kebutuhan mereka sesuai sengan kemampuan daerah telah diberikan, 
kesemuanya atas kerja sama Tjatur Tunggal. 
b. Pada waktu Wakil Pnglima mengadakan inspeksi bekas D.I/T.I.I didaerah 
kolaka  kami telah melaksankan usaha2 tersebut dengan sebaik2nya. 
c. Selama sudah beribu-beribu rakyat kembali kekampung halamannya dan 
telah diatur perkampunganya se-baik2nya. 
d. Selama itu pula semuanya telah turut serta membangun seperti perbaikan 
jalan dan senagainya. Malahan pada waktu mengerjakan jalan bekas anak 
buah “tentara D.I/T.I.I. merupakan kompie2 kerja tersendiri bekerja 
gotong royong dengan rakyat dibawah pimpinan Tjatur Tunggal. 
e. Pada waktu kami ke Makassar baru2 ini oleh Tjamat Batu Pute Lettu 
M.Arief Mappuji membuat rencana perjalanan dinas ke-daerah2 de fakto 
bekas D.I/T.I.I. batalion 20 (lihat salinan surat terlampir, lampiran I) 
dengan maksud untuk membawa rombongan antara lain kesehatan, 
pertaniaan dan lain-lainnya. 
f. Atas rencana ayat c tersebut mendapat balasan surat dari komandan 
batalion 20 Moh. Alie Kamry (lihat Lampiran 2). Disamping itu adapula 
surat yang dikirimkan olehnya kepada Dam Dim 1422/H.O. Kolaka 
(Lampiran 3). Adapun isi surat2 tersebut, dengan hormat dipersilahkan 
menelaahnya. 
3. Tondjauan kami selama ini, ialah bahwa pribadi Moh. Alie Kamry, 





(iparnya) perlunya diketahui bahwa saudara Muh. Djufri dan Moh. Alie 
Kamry adalah saudara kandung tetapi dalam soal penjelasaan keamanan 
sodara Moh. Jufrie bersama anak buahnya Resimen II telah bersungguh 
menaati panglima (kembali kepangkuan R.I). Tegas Kamry dilain pihak telah 
Nampak perselisihan prinsip dalam soal penyelesaian keamanan. 




   BUPATI KEPALA DAERAH KOLAKA. 
     t.t.d 
    (JAKUB SILONDAE).- 
TEMBUSAN dikirim dengan hormat kepada: 
























DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONIMI DAERAH 
REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA 
DAERAH TINGKAT II KOLAKA.- 
============bNd============ 
BAHAGIAN POLITIK : 
 No. Pol. 4/4/Rah/62.     Kolaka, 19 Desember 1961.- 
 Lamp. : 
 Pokok : Laporan – Keamanan.- 
 
Dengan hormat ! 
Bersama inj kami permaklumkan kepada Saudara bahwa pada hari Rabu 
tanggal 13 Desember 1961 djam 11.30 siang telah datang melaporkan diri pada staf 
Dan Dim 1422/HO dan menghadap  pada Dan Dim 1422/HO Kapten Moh. Daud, 3 
(tiga) orang anggota DI/TII, diantaranya seorang yang mengaku bernama “IBRAHIM 
TAWAKKAL” Lettu/TII, sebagai Komandan Sektor kota DI/TII/Yonj-20/Hs tambah 
pengawalnya yang bernama Jakob dan Hussen. 
Lettu/TII saudara Ibrahim Twakkal memrengkan bahwa kekuataan pasukan 
pengawalnya yang turun serta sebenarnya berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan 
lengkap bersenjata (campuran) diantaranya 1 (satu) Pucuk Bren cap Garuda 1op 
putih.- 
Untuk mematuhi segala peraturan2 yang dewasa ini berlaku, maka sebahagian besar 
senjata maupun pengawalnya disimpan dan menunggu pada pos TNI di Kolakasasi 
sebagai Pos TNI yang terdepan pada perbatasan kota Kolaka. 
Kemudian Lettu Ibrahim Tawakkal memberikan keterangan2nya sekitar maksud 
kedatangannya menghadap Dan Dim 1422/HO hari ini sebagai berikut : 
1. Bahwa maksud/tujuan kedatangan kami ini, ialah ditugaskan utusan yang ke-
II kali, untuk mengadakan hubungan sekitar pemulihan keamanan serta 
keinginan mengadakan kerja sama dengan alat2 kekuasaan Negara disegala 
bidang, baik dari pemerintah Sipil, .Militer dan Kepolisian. 
2. Bahwa Lettu/TII Ibrahim Tawakkal sebagai Dan Sektor Kota Daerah bawahan 
20/Yon 20/Hs mendapat perintah dari Mayor/TII-Ali Kamry sesuai KDT 
untuk membicarakan langsung dengan Dan Dim 1422/HO Kapten Moh. Daud 
dan didampingi oleh wakil dari Pemerintah Dati II Kolaka Saudara2 J.L. 
RUMAMBY (Wakil Bupati Kepala Daerah) dan Saudara Alimoeddin Pasoeri 
wakila Kepala Daerah) dan saudara Alimoeddin Pasaoeri Wakil Kepala 
Bahagian Pemerintahan Umum.- 
3. Pembicaraan2 dalam pertemuan itu ialah disekitar soal2 keamanan   dan 
pengamatan didaerah ini, sesuai dengan peraturan2 dan instruksi2 dari pihak 
Pemerintah yang berlaku didaerah ini. Juga di-singgung-2 mengenai 
hubungn2 dalam lapangan-Ekonomi/Perdagangan. 
Dalam hal ini, baik oleh Dan Dim 1422/HO Kapten Moh. Daud maupun dari 
pemerintah  Dati II Kolaka belum mengambil suatu keputusan (sikap), hanya semata-
mata hendaknya bersama-sama memelihara ketertiban2 yang sudah digariskan oleh 
Panglima cq Panglima KODAM XIV/Hs pembatasan lalu lintas dari daerah 
gerombolan kedaerah gerombolan.-Disamping itu diusahakan pendaftaran anggota2 





 Dalam pertemuan ini,pihak Dan Dim 1422/HO meminta supaya senjata2 OPR 
yang dilucuti pada tanggal 2 November 1961 di Mangolo sedapat mungkin 
dikembalikan melalui Dan Dim 1422/HO. Kesimpulan ialah: 
a. Pihak TII, jangan mendarat didaearah huku kodim 1422/HOmd jika tidak ada 
surat/izin dari Dan Yon 20/Hs Mayor TII Ali Kamry bersama Surat yang 
lengkap.- 
b. Soal2 memperlancar perekonomian belum mendapat persetujuan dari pihak 
Kodim 1422/HO dan Pemerintah Dati II Kolaka, dan menunggu Dan Yon 
20/Hs Major Ali Kamry untuk membicarakannya lebih lanjut. 
c. Usul Dan Dim 1422/HO suadah dimajukan pada utusan ini untuk Dinas 
Kesehatan Dati II Kolaka mengadakan perjalanan didaerah gerombolan tetapi 
belum mendapat djawatan sekarang ini.- 
Sekian laporan yang kami berikan tentang perkembangan pemulihan keamanan 
didaerah ini (hubungan surat kami tertanggal 28 Nopember 1961 No. Pol. 2/92/ 
Rah/61).- 
 
BUPATI KEPALA DAERAH KOLAKA 
u.b 
Kepala Bahagian Politik 
Kepada 
 
GEBERNUR Kepala Daerah Tingkat I 
      Sulawesi Selatan da Tenggara 
           Bahgaian Politik    (L.M. TAOHA).- 
                 di-Makassar 
---------------------------------------------- 
TEMBUSAN dikirim dengan hormat kepada : 
1. Pnglima KODAM XIV / HASANUDDIN, Selaku 
   Ketua PEPERDA Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar.- 
2. Pd. Reskor Sulawesi Tenggara di Kendari.- 
3. Dan KOREM VI/HALUOLEO di Kendari- 
4. PU- PEKUPER Dati II Kolaka di Kolaka.- 















Salinan     Malili, 15 Mei 1957. 
Kepala Pemerintah Negeri 
 MALILI.    No. 90/Rahasia. 
      Atjara : Perahu “Minasa Madina” 
        Dirampuk dilaut Siwa.- 
              ------------------- 
 Balas surat Saudara tgl. 25 April 1957 No. Pemx III/7/2 maka dikabarkan 
bahwa diantara barang2 jang telah dirampok dari Perahu “Minasa Madina” dilaut 
Siwa sebagai jang tersebut dalam surat Wkl. Kepala Distrik Dangkala No. 798/3.K.B. 
jaitu barang2 jang berupa balok-2 benar adalah kepunjaan Fa. T.L.T.C. di Malili. 
 Namun demikian sesudah kedjadian tersebut karena djarangnja kapal masuk 
lebih2 enam bulan terachir ini tidak pernah sama sekali ada kapal masuk, maka 
sekali-sekali masih ada pedagang2 Ke Makassar atau BadjoE dengan perahu. 
 Demikian pula tukang2 perahu karena adalah mata pentjariannja jang satu2nja 
setjara untung2an dan menjabung djiwa pula berani belajar tanpa pengawal.- 
      A.n. Kepala Pemerintah Negeri Malili 
        Pengatur pradja, 
         Ttd. 
   (A.Samad suhaeb) 
          
Sumber : Inventaris Arsip Statis Pemerintah Tingkat II Bone Vol I (1922-1959).  
     Reg. No : 1294 








KEPALA DAERAH BONE 
         WATAMPONE 
-------------Mth--------------                     Watampone, 30 Mei 
1956.- 
       No. 559/Rahasia. 
       Lampiran : 1.- 
                  Atjara : Perahu Gunung Suasa Serta Kelasinja 
            jang berasal dari Tjikoang-Takalar  
         (Kabupaten Makassar diram- 
        pas oleh gerombolan.- 
        -------------------------------
------------ 
 Bersama ini kami kabarkan bahwa pada tanggal 29/30 Djanuari 1956 pearahu 
“GUNUNG SUASA” Serta kelasinja (lihat daftar lampiran) jang berasal dari 
Tjikoang-Takalar Kabupaten Makassar, dirampas oleh gerombolan di Siwa. 
 Hingga saat ini, nasib mereka belum dapat diketahui. Kiranja dengan 
perantaraan saudara, keluarga mereka/pemilik perahu tersebut dapat mengetahui hal 
ini.- 
                          Kepala DaErah bone 
                  u.b   
           Kepada                 t.t.d 
Kepala DaErah Makassar                  (Rasjid Amir) 
    di 





DAFTAR Kelasi2 Perahu “Gunung Sausa” jang ditjulik oleh gerombolan 
No Nama Kampung Keterangan 
1 Umar 45 th Tjikoang-Takalar 
(Kab. Makassar) 
Djuragan Perahu. 
2 Pallu 29 th -“- Sawi 
3 Balase 39 th -“- -“- 
4 Muhadji 40 th -“- -“- 
5 Bandu 38 th -“- -“- 
6 Dundu 19 th -“- -“- 
7 Kurisi 28 th -“- -“- 
8 Samparal 14 th -“- -“- 
9 Samparal I 28 th -“- -“- 
10 Sangerang 27 th -“- -‘- 
 
                       Watampone, 30 Mei 1959 
                 Kepada DaErah Bone. 
            u.b 
                 Manteri Kabupaten jdp. 
            t.t.d 
               (Rasjid Amir) 
 
Sumber : Inventaris Arsip Statis Pemerintah Tingkat II Bone Vol I (1922-1959).  
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